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NOMOR : PL.102/110/01/PIP.SMG-2022
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PENDIDIKAN TRANSPORTASL PELATIHAN BIDANG
INFRASTRUKTUR, DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BIDANG TRANSPORTASI LAU (PRIORITAS NASIONAL), BASIC

SAFETY TRAINING (BST), BASIC SAFETY TRAINING (BST),
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PEKERJAAN
PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN
ANGKATAN IV KELAS G DAN H

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

TAHUN ANGGARAN 2022
HARGA PEKERJAAN : Rp. 94.608.000,‘-
TERBILANG : (SEMBILAN ;PULUH EMPAT JUTA ENAM
RATUS DELAPAN RIBU RUPIAH)
JANGKA WAKTU : 20(DUA PULUl]l) HARI KALENDER
PENYEDIA BARANG DAN JASA

|
PT. HK REALTINDO
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BERITA ACARA EVALUASI PEKERJAAN

NOMOR . PL.102/ 124 /3 / PIP.SMG-2022
TANGGAL ;06 Juli 2022
PEKERJAAN . Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan

Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan I'V Kelas G dan H
TAHUN ANGGARAN : 2022

e —
Pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (06-07-2022),

kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pembuat Komitmen Barang dan Jasa untuk

pekerjaan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP

Semarang, telah mengadakan rapat Evaluasi Pekerjaan terhadap Penyedia Barang/Jasa untuk

pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Hadir dalam rapat

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BARANG/JASA :

1. HERIPRASETYO, S.M

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

NAMA PERUSAHAAN :  PT. HK REALTINDO
ALAMAT :JI. Ahmad Yant No. 173. Wonodri, Semarang
Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah.
NPWP . 31.194.203.1-508.001
KELENGKAPAN
KETERANGAN
NO URAIAN )
Sesuai | UK
Sesuai
1 | Kualitas Barang/Jasa : + Sesuai Spesifikasi Teknis
2 | Waktu Pelaksanaan + Sesuai Surat Perintah Kerja
Pekerjaan (SPK)
3 | Dokumen Tagihan Sesuai Peraturan Presiden
No. 12 Tahun 2021 tentang
+ Perubahan atas Peraturan
Presiden No. 16 Tahun
2018
HASIL AKHIR SESUAI

Demikian Berita Acara Evaluasi Pekerjaan Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat
Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan IV Kelas G dan H ini dibuat untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen

HERI PRASETYO, SM
NIP: 19850429 201012 1003
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SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomeor: PL.102/ 110/ 02 / PIP.SMG-2022

Paket Pekerjaan : Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat
(DPM) BST KN Angkatan IV Kelas G dan H
Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERI PRASETYO, S.M

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Rupiah Murni
Alamat : J1. Singosari 2A Semarang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan SPK nomor PL.102 / 110 / 01 / PIP.SMG-2022 Tanggal 17 Juni 2022, bersama
ini memerintahkan:

Nama Penyedia : PT. HK REALTINDO

Alamat : JI. Ahmad Yani No. 173. Wonodri, Semarang Selatan, Kota Semarang

yang dalam hal ini diwakili oleh SEL VIAN MERIANA THERESIA

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan

sebagai berikut:

1. Paket pengadaan: Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan
Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan IV Kelas G dan H Politeknik Ilmu Pelayaran
(PIP) Semarang Tahun 2022,

2. Tanggal mulai kerja: 17 Juni 2022;

3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;

4. Waktu penyelesaian: selama 20 (dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah
selesai pada tanggal 6 Juli 2022;

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan
Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai
SPK sesuai ketentuan dalam SPK.

Semarang, 17 Juni 2022
Untuk dan atas nama POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
Pejabat Pembuat Komitmen

1
I—IﬁéiiSETYO Sht

NIP: 19850429 201012 1 0003

Menerima dan menyetujuit
Untuk dan atas nama PT. HK REALTINDO

| I_‘%ﬂ'ﬁhﬁ’ s

SELVIAN MERIANA THERESIA
Hotel Manager

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN e
VKAN

.0 eI
Conian e EC
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SATUAN KERJA :
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
SURAT PERINTAH KERJA
(SPK) NOMOR DAN TANGGAL SPK:
Nomor :PL.102/110/1/PIP.SMG-2022
Tanggal : 17 Jumi 2022
Nama PPK HERI PRASETYO, SM
Nama Penyedia PT. HK REALTINDO

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN
PAKET PEKERJAAN : PENGADAAN LANGSUNG:
PENGADAAN PAKET Nomor :PL.102/106/ 12 /PIP.SMG-2022
PENGINAPAN PESERTA Tanggal : 13 Juni 2022
DIKLAT PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (DPM) BST | NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL
KN ANGKATAN IV KELAS G | PENGADAAN LANGSUNG :
DANH Nomor : PL.102/109/1/PIP.SMG-2022
Tanggal : 16 Juni 2022

SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan:
022.12.D1..3996.SCB.005.051.A.524111

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 17
Juni s.d 6 Juli 2022

JENIS KONTRAK: Harga Satuan.

Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 94.608.000,- (Sembilan
puluh empat juta enam ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai bertkut:

NO. | JENIS PEKERJAAN | VOL | SAT | WAKTU RARERA TOTAL HARGA
SATUAN

1 | Paket Penginapan 48 pax 9 219.000 94.608.000

Grand Total ....cco0evcesvessssssnsesne 94.608.000

Terbilang : Sembilan puluh empat juta enam ratus delapan ribu rupiah




"

(SPK)

SURAT PERINTAH KERJA

SATUAN KERJA :
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK:
Nomor :PL.102/110/1/PIP.SMG-2022
Tanggal : 17 Juni 2022

Cara Pembayaran : 1.
2. Pembayaran 100 % dann Nilai SPK dilengkapi pengajuan permintaan

Pembayaran dengan cara sekaligus 100 %;

pembayaran, permohonan pembayaran dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan
Prestasi Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaanselesai 100 % melalui

Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dan atau
disetor melalui PT. BANK CENTRAL ASIA (Persero), Tbk, KCP Tempo
Scan Tower Jakarta atas nama PT. HK REALTINDO dengan Nomor
Rekening : 5045182999;

. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak

penyedia dikenakan denda sebesar 1%o ( satu per seribu) dari harga kontrak
untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek
dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang
memenuhi spektek tersebut

Untuk dan atas nama
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Penandatangan Kontrak RM

* i

.012AJX7 it
HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda, (11l/a)
NIP. 19850429201012 1 003

SEPULUN RIE RUPLAH

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. HK REALTINDO

SELVIAN MERIANA THERESIA

Hotel Manager




KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM VKAN 0

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG e ST
JALAN SINGOSARI 2A | TELP. (62)024-8311527 | FAX : (62) 024-8311529

SEMARANG (62) 024-8311528 | Email : info@pip-semarang.ac.id
KODE POS 50242

Home Page : www.pip-semarang.ac.id

SATUAN KERJA :
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
SURAT PERINTAH KERJA
(SPK) NOMOR DAN TANGGAL SPK:
Nomor :PL.102/110/1/PIP.SMG-2022
Tanggal : 17 Juni 2022
Nama PPK HERI PRASETYO, SM
Nama Penyedia PT. HK REALTINDO

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN
PAKET PEKERJAAN : PENGADAAN LANGSUNG:
PENGADAAN PAKET Nomor : PL.102/106/ 12 /PIP.SMG-2022
PENGINAPAN PESERTA Tanggal : 13 Junmi 2022
DIKLAT PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (DPM) BST | NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL
KN ANGKATAN IV KELAS G | PENGADAAN LANGSUNG :
DAN H Nomor :PL.102/109/1/PIP.SMG-2022
Tanggal : 16 Juni 2022

SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan:
022.12.DL.3996.SCB.005.051.A.524111

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 17
Juni s.d 6 Juli 2022

JENIS KONTRAK: Harga Satuan.

Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 94.608.000,- (Sembilan
puluh empat juta enam ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1 HARGA
NO. | JENIS PEKERJAAN | VOL SAT WAKTU SATUAN TOTAL HARGA
1 | Paket Penginapan 48 pax 9 219.000 94.608.000
Grand Total .oesans ssiwmme e sis s 94.608.000

Terbilang : Sembilan puluh empat juta enam ratus delapan ribu rupiah




SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

SATUAN KERJA :
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK:
Nomor :PL.102/110/1/PIP.SMG-2022
Tanggal : 17 Juni 2022

Cara Pembayaran : 1.
. Pembayaran 100 % dari Nilai SPK dilengkapi pengajuan permintaan

Pembayaran dengan cara sekaligus 100 %;

pembayaran, permohonan pembayaran dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan
Prestasi Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaanselesai 100 % melalui

Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dan atau
disetor melalui PT. BANK CENTRAL ASIA (Persero), Tbk, KCP Tempo
Scan Tower Jakarta atas nama PT. HK REALTINDO dengan Nomor
Rekening : 5045182999,

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak
penyedia dikenakan denda sebesar 1%e ( satu per seribu) dari harga kontrak
untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek
dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang
memenuhi spekiek tersebut

Untuk dan atas nama
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Untuk dan atas nama Penyedia
Pejabat Penandatangan Kontrak RM PT. HK REALTINDO

)

SEPULLH RIBL RURAH

— Ls

LS g .

HERI PRASETYO, SM

;‘CFFAJf'MZB&?i?:i(

Penata Muda, (I1/a) SELVIAN MERIANA THERESIA
NIP. 19850429201012 1003 Hotel Manager
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SATUAN KERJA :
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
SURAT PERINTAH KERJA
(SPK) NOMOR DAN TANGGAL SPK:
Nomor :PL.102/110/1/PIP.SMG-2022
Tanggal : 17 Juni 2022
Nama PPK HERI PRASETYO, SM
Nama Penyedia PT. HK REALTINDO

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN
PAKET PEKERJAAN : PENGADAAN LANGSUNG:
PENGADAAN PAKET Nomor :PL.102/106/ 12 /PIP.SMG-2022
PENGINAPAN PESERTA Tanggal : 13 Juni 2022
DIKLAT PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (DPM) BST | NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL
KN ANGKATAN IV KELAS G | PENGADAAN LANGSUNG :
DANH Nomor :PL.102/109/1/PIP.SMG-2022
Tanggal : 16 Juni 2022

SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan:
022.12.DL.3996.SCB.005.051.A.524111

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 17
Juni s.d 6 Juli 2022

JENIS KONTRAK: Harga Satuan.

Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN} adalah sebesar Rp. 94.608.000,- (Sembilan
puluh empat juta enam ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

HARGA

NO.| JENIS PEKERJAAN | VOL | SAT | WAKTU | g oot | TOTAL HARGA
1 | Paket Penginapan 48 | pax 9 219.000 94.608.000

Grand Total ...ovvvnnnniereeerannnnnnns 94.608.000

Terbilang : Sembilan puluh empat juta enam ratus delapan ribu rupiah




SATUAN KERJA :
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

SURAT PERINTAH KERJA

L NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor : PL.102/110/1/PIP.SMG-2022
Tanggal : 17 Juni 2022

Cara Pembayaran : 1. Pembayaran dengan cara sekaligus 100 %;

2. Pembayaran 100 % dari Nilai SPK dilengkapi pengajuan permintaan
pembayaran, permohonan pembayaran dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan
Prestasi Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

3. Pembayaran dilakukan sckaligus setelah pekerjaanselesai 100 % melalui
Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dan atau
disetor melalui PT. BANK CENTRAL ASIA (Persero), Tbk, KCP Tempo
Scan Tower Jakarta atas nama PT. HK REALTINDQO dengan Nomor
Rekening : 5045182999;

4. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak
penyedia dikenakan denda sebesar 1%o ( satu per seribu) dari harga kontrak
untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek
dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume vang kurang

memenuhi spektek tersebut
Untuk dan atas nama
Politeknik [lmu Pelayaran Semarang Untuk dan atas nama Penyedia
Pejabat Penandatangan Kontrak RM PT. HK REALTINDO
: O had H- - :
: . E =
h e r § : w oo el F..:
S P = TEMPE
665OFAJXTAZEEEE08
HERI PRASETYO, SM =
Penata Muda, (I1l/a) SELVIAN MERIANA THERESIA
NIP. 19850429201012 1 003 Hotel Manager




SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

LINGKUP PEKERJAAN

a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang
diadakan dan sesuai dengan ketentuan !peraturan perundangan-undangan dan
bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barangfjasa, ketepatan
perhitungan jumlah atau volume, ketepatan \%vaktu penyerahan, dan ketepatan tempat
penyerahan.

b. PIHAK KEDUA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam
jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga
yang tercantum dalam SPK.

HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia

PENYEDIA JASA MANDIRI

SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) dan penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau
antara prinsipal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.]

HARGA SPK

a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta
biaya asuransi (apabila dipersyaratkan). .

b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan
harga |

HAK KEPEMILIKAN

a. PIHAK PERTAMA berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait
Jangsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh PIHAK
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. Jika' diminta oleh PTHAK PERTAMA maka
PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak
kepemilikan tersebut kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PIHAK
PERTAMA tetap pada PIHAK PERTAMA, dan semua peralatan tersebut harus
dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA pada saat SPK berakhir atau jika tidak
diperlukan lagi oleh PIHAK KEDUA. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan
dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada PIHAK KEDUA dengan
pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

CACAT MUTU

PIHAK PERTAMA akan memeriksa setlapl hasil pekerjaan PIHAK KEDUA dan
memberitahukan secara tertulis PIHAK KEDUA atas setiap cacat mutu yang ditemukan.
PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menguji pekerjaan
yang dianggap oleh PIHAK PERTAMA mengandung cacat mutu. PIHAK KEDUA
bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.




10.

11.

PERPAJAKAN 'J

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan
pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hﬁkum yang berlaku atas pelaksanaan SPK.
Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK |

PIHAK KEDUA dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau
seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal
pergantian nama PIHAK KEDUA, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat
lainnya.

JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada
tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat
Perintah Mulai Kerja.

¢. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

d. Apabila PIHAK KEDUA berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai
jadwal karena keadaan diluar pengendalialmya dan PTHAK KEDUA telah melaporkan
kejadian tersebut kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat
melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas PIHAK KEDUA dengan adendum
SPK.

ASURANSI |
a. Apabila dipersyaratkan, PIHAK KEDUA wajib menyediakan asuransi sejak Surat

Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal 'selesainya pemeliharaan untuk:

1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan,
pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko
terhadap kecelakaan, kerusakan, kehﬂangan serta risiko lain yang tidak dapat
diduga;

2) pihak ketiga sebagal akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan

b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dal]am penawaran dan termasuk dalam harga

SPK. i

PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melmdungl, membebaskan, dan menanggung
tanpa batas PIHAK PERTAMA beserta 1nstansmya terhadap semua bentuk tuntutan,
tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, keruglan denda, gugatan atau tuntutan
hukum, proses pemeriksaan hukum, dan ;biaya yang dikenakan terhadap PIHAK
PERTAMA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut
disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PTHAK PERTAMA) sehubungan dengan
klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai
dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda PIHAK KEDUA dan Personil;
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Persoml
3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak

ketiga;

b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita
acara serah terima, semua risiko kehilan]gan atau kerusakan hasil pekerjaan ini
merupakan risiko PIHAK KEDUA, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut

diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PIHAK PERTAMA.
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16.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA tidak membatasi
kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai
batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh PIHAK KEDUA atas
tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan
atau kelalaian PIHAK KEDUA.

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PIHAK PERTAMA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap
pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA
dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan
atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

PENGUIJIAN

Jika PIHAK PERTAMA atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan PIHAK KEDUA
untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis
dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka PIHAK KEDUA
berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya
Cacat Mutu maka wji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan
pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil
pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PIHAK PERTAMA dapat menugaskan
Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan
pekerjaan di lokasi pekerjaan.

WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai
dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada
tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan
atau kelalaian PITHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa denda
keterlambatan.

c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PTHAK
PERTAMA memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam' ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian
semua pekerjaan.

SERAH TERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), PIHAK KEDUA mengajukan
permintaan secara tertulis kepada PITHAK PERTAMA untuk penyerahan pekerjaan.

b. Sebelum dilakukan serah terima, PIHAK PERTAMA melakukan pemeriksaan
terhadap hasil pekerjaan.

¢. PIHAK PERTAMA dalam melakukan pemenksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh
pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.

d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, PIHAK
KEDUA wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PIHAK PERTAMA.




c.

17. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

a.

PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

PIHAK KEDUA dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada)
berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak
mengandung cacat mutu yang disebabkan! oleh tindakan atau kelalaian PIHAK
KEDUA, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada PIHAK

KEDUA segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.

. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA

berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam

jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
. Jika PIHAK KEDUA tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat

cacat mufu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat
Garansi, PIHAK PERTAMA akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan
PIHAK PERTAMA secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh
PIHAKX PERTAMA akan melakukan perbaikan tersebut. PIHAK KEDUA
berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai
dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.

Selain kewajiban penggantian biaya, PIHAK KEDUA yang lalai memperbaiki cacat
mufu dikenakan Sanksi Daftar Hitam., ‘

18. PERUBAHAN SPK

a.
b.

SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK

Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi
lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:

1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;

2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;

3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan, dan/atau

4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

Untuk kepentingan perubahan SPK, PIHAK PERTAMA dapat dibantu Pejabat Peneliti
Pelaksanaan Kontrak.

19. PERISTIWA KOMPENSASI

a.

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA dalam hal sebagai
berikut: |

1) PIHAK PERTAMA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan
pekerjaan;

2) keterlambatan pembayaran kepada PIHAK KEDUA,

3) PIHAK PERTAMA tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi
sesuai jadwal yang dibutuhkan;

4) PIHAK KEDUA belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal,

5) PIHAK PERTAMA menginstruksikan kepada pihak PIHAK KEDUA untuk
melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak
ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) PIHAK PERTAMA memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;

7) PIHAK PERTAMA memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak
dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PIHAK PERTAMA;

8) ketentuan lain dalam SPK. |

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengaklbatkan pengeluaran  tambahan dan/atan
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keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk
membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan wakiu penyelesaian
pekerjaan.

¢. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan
kompensasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dapat
dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensa51

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekeljaan! hanya dapat diberikan jika berdasarkan
data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA
kepada PIHAK PERTAMA, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat
Peristiwa Kompensasi.

e. PIHAK KEDUA tidak berhak atas gantl rugi dan/atau perpanjangan waktu

penyelesaian pekerjaan jika PIHAK KEDUA gagal atau lalai untuk memberikan

peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui
tanggal penyelesaian maka PIHAK KEDUA berhak untuk meminta perpanjangan
tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PIHAK PERTAMA berdasarkan
pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan
secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesalan harus dilakukan melalui adendum
SPK.

b. PIHAK PERTAMA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah
melakukan penelitian terhadap usulan tertulisi yang diajukan oleh PITHAK KEDUA.

i

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK
a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
b. Dalam hal SPK dihentikan, PIHAK PERTAMA wajib membayar kepada PIHAK

KEDUA sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:

1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan
perlengkapan ini harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA, dan selanjutnya menjadi hak mlhk PIHAK PERTAMA;

2) biaya langsung demobilisasi personel. '

c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh p1hak PIHAK PERTAMA atau pihak PTHAK

KEDUA. |

d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kltab Undang-Undang Hukum Perdata,
pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulls dapat dilakukan apabila:

1) PIHAK KEDUA terbukti melakukan KKN kecurangan dan/atau pemalsuan dalam

proses Pengadaan yang dlputuskan oleh 1nstan31 yang berwenang;

2) pengaduan tentang penyimpangan prose;dur dugaan KKN dan/atau pelanggaran

persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi
yang berwenang; *

3) PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak

memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

4) PIHAK KEDUA tanpa persetu_]uan PIHAK PERTAMA, tidak memulai

pelaksanaan pekerjaan;

5) PIHAK KEDUA menghentikan pekeljaan dan penghentian ini tidak tercantum

dalam program mutu serta tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA;

6) PIHAK KEDUA berada dalam keadaan palht

7) PIHAK KEDUA gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan

sebanyak 3 (tiga) kali;

8) PIHAK KEDUA selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka

waktu yang ditetapkan oleh PITHAK PERTAMA;
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9) PIHAK PERTAMA memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menunda pelaksanaan
atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh
delapan) hari; dan/atan

|
10) PIHAK PERTAMA tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk
pembayaran tagihan angsuran sesuai| dengan yang disepakati sebagaimana
tercantum dalam SPX.
e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan PIHAK KEDUA:
1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA atau Jaminan Uang Muka
dicairkan (apabila diberikan);

2) PIHAK KEDUA membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
3) PIHAK KEDUA dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PIHAK PERTAMA terlibat
penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat
dalam pelaksanaan pengadaan, maka PIHAK PERTAMA dikenakan sanksi
berdasarkan peraturan perundang-undangan. :

PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PIHAK
PERTAMA, dengan ketentuan:

1) PIHAK KEDUA telah mengajukan taglhan disertai laporan kemajuan hasil
pekerjaan;

2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;

3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen)
dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

c. PIHAK PERTAMA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan
permintaan pembayaran, dari PIHAK KEDUA harus sudah mengajukan surat
permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
(PPSPM). 1

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhltungan angsuran, tidak akan menjadi alasan
untuk menunda pembayaran, PIHAK PERTAMA dapat meminta PTHAK KEDUA
untuk menyampaikan perhitungan prestasi éementara dengan mengesampingkan hal-

hal yang sedang menjadi perselisihan. |

|
DENDA !

a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA berkewajiban
untuk membayar denda kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1/1000 (satu permil) dari
nilai SPX (tidak termasuk PPN) untuk setiap rharl keterlambatan.

b. PIHAK PERTAMA mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi
pekerjaan PIHAK KEDUA. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab
kontraktual PIHAK KEDUA.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berupaya sungguh-
sungguh menyelesaikan secara damai seml.‘la perselisihan yang timbul dari atau
berhubungan dengan SPK ini atau mterpretasmya selama atau setelah pelaksanaan
pekerjaan, Jika perselisihan tidak dapat dlselesalkan secara musyawarah maka
perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau
Pengadilan Negeri.




25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI
PIHAK KEDUA menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PIHAK
PERTAMA telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik
langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. PIHAK KEDUA menyetujui bahwa
pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama
Politeknik [Imu Pelayaran Semarang PT. HK REALTINDO
PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Rupiah Murni

HERI PRASETYO, S.M SELVIAN MERIANA THERESIA
Penata muda, (I11/a) Hotel Manager
NIP. 19850429 201012 1 003
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Nomor  :PL.102/ 109/ 03/ PIP.SMG-2022 Semarang, 16 Juni 2022
Lampiran : --

Kepada Yth.
Direktur PT. HK REALTINDO
JI. Ahmad Yani No. 173. Wonodri, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Paket
Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan
IV Kelas G dan H Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara tentang Penawaran Pekerjaan
Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat {DPM) BST KN
Angkatan IV Kelas G dan H Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 dengan
hasil negosiasi harga sebesar Rp. 94.608.000,- (Sembilan puluh empat juta enam ratus
delapan ribu rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara
diharuskan menandatangant SPK paling lambat 14 (Empat belas) hari kerja setelah
diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun
berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan
dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta
petunjuk teknisnya.

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen RM

HERI PRASETYO, S M
Penata Muda (I11/a)

NIP. 19850429201012 1 003

Tembusan Yth. :

1. Kuasa Pengguna Anggaran PIP Semarang

2. Satuan Pemeriksa Intern (SPI) PIP Semarang
3. Pejabat Pengadaan Belanja RM PIP Semarang
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BERITA ACARA
RAPAT PRA KONTRAK
PL.102 / 109/ 02/ PIP.SMG-2022

Pada hari ini Jumat tanggal Dua pulub tujuh bulan Mei tahun Dua Puluh Ribu Dua Puluh Dua
berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) dari Pejabat Pengadaaan No.
PL.102 / 109/ 01/ PIP.SMG-2022 tanggal 16 Juni 2022 telah diadakan Rapat Pra Kontrak (Pre
Award Meeting) antara PPK Rupiah Murni, Pejabat Pengadaan Belanja Rupiah Murni dengan
Calon Penyedia Jasa yang ditetapkan sebagai Pemenang

Dalam Rapat Pra Kontra tersebut telah dibahas serta disepakati hal-hal sebagaimana yang
dinyatakan dalam Berita Acara ini antara lain :

1. Waktu Penerbitan SPPBJ
SPPBJ akan diterbitkan tanggal 16 Juni 2022.

2. Draft Surat Perintah Kerja dibuat sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa serta
Pedoman Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan Peraturan Kepala
LKPP.

3. Untuk harga satuan pekerjaan yang bersifat timpang (unbalance), harga tersebut berlaku sebatas
volume yang tertera pada dokumen lelang, selebihnya akan dinegosiasi kembali.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

enyedia Barang/Jasa Pejabat Penandatangan Kontrak
T.jHK REALTINDO PIP Semarang
| ™1 J.f;q"'
B ’%_&(—— ’
SELVIAN MERIANA THERESIA HERI PRASETYO.SM
Hotel Manager Penata Muda, (I1l/a)

NIP. 19850429 201012 1 003

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang

KRISTIN ANITA INDRIYANL 8 ST . MM
Pembina (I'V/a)
NIP. 19800602 200212 2 002
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BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG ( BAHPL)

NOMOR - PL.102/109/1 /PIP.SMG-2022
TANGGAL © 16 Juni 2022
PEKERJAAN . Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan

Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan 1V Kelas G dan H
Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini bertempat di Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang, telah
diselenggarakan proses pengadaan langsung untuk pekerjaan tersebut di atas.

Pelaksanaan pengadaan langsung ini telah dilaksanakan sesuai Peraturan dan ketentuan yang
berlaku (Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan telah melalui tahapan-
tahapan kegiatan.

»  Proses pengadaan barang/jasa menggunakan metode Pengadaan langsung dengan
Pascakualifikasi.

»  Penyedia barang/jasa yang diperkenankan untuk mengikuti pengadaan langsung adalah
penyedia barang/jasa yang mempunyai SIUP asli yang masih berlaku serta syarat-syarat
lainnya.

TAHAP PROSES PENGADAAN LANGSUNG

1. Perusahaan yang diundang sebanyak 1 (satu) perusahaan dan memasukkan dokumen
sebanyak 1 (satu) Perusahaan.
2.  Pemasukan dan pembukaan penawaran
% Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa pada tanggal
tersebut diatas, setelah dibuka dan diteliti dinyatakan memenuhi syarat sehingga
dapat dilanjutkan evaluasi.
+# Hasil Pembukaan dokumen penawaran adalah sebagai berikut :
HPS/OE © Rp. 95.040.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Empat Puluh Ribu

Rupiah)
NiLAI
NAMA NILAI
No PENAWARAN KET.
PERUSAHAAN PENAWARAN TERKOREKSI
PT. HK
L REALTINDO Rp. 94.824.000,- | Rp. 94.824.000,- | Lengkap




3. Unsur- unsur yang dievaluasi

Berdasarkan Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi| Teknis dan Negosiasi Harga Nomor:
PL.102/108/8/PIP.SMG-2022 tanggal 15 Juni 2022, unsur — unsur yang dievaluasi

beserta hasilnya adalah sebagai berikut :

a. Penelitian dan Penilaian Administrasi : Sesuai

b. Penelitian dan Penilaian Dokumen Teknis : Sesuai

¢. Penelitian dan Penilaian Dokumen Biaya : Sesuai

d. Penelitian dan Penilaian Dokumen Kualifikasi :: Sesuai

4. Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga
Klarifikasi dan Negosiasi dilakukan terhadap | (satu) penawar yang responsif, dengan

hasil sebagai berikut :
NILAL |
No| NAMAPERUSAHAAN | PENAWARAN | X0&L | ST
TERKOREKSI
L | pT. BK REALTINDO Rp. 94.824.000,- | Rp.94.608.000- | LULUS

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung :(BAHPL) Pekerjaan Pengadaan Paket
Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan IV Kelas G
dan H Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang {Tahun 2022, ini dibuat untuk dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ser?arang, 16 Juni 2022
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

KRISTIN ANITA INDRIYANTI, 8.8T.. MM
| Pembina (TV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002




KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN e
BADAN LAYANAN UMUM VKAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG —— T,
JALAN SINGOSARI 2A | TELP. (62) 024-8311527 | FAX 1 (62) 024-8311529
SEMARANG {62) 024-8311528 | Email : info@pip-semarang.ac.id

KODE POS 50242 Home Page : Www.pip-semarang.ac.id

BERITA ACARA EVALUASL KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASTI HARGA

NOMOR . PL.102/108/ 8/ PIP.SMG-2022
TANGGAL : 15 Juni 2022
PEKERJAAN : Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan

Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan IV Kelas G dan H
Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
untuk pekerjaan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di Unit Pengadaan Barang dan
Jasa PIP Semarang, telah mengadakan rapat Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi
Harga terhadap dokumen penawaran dari calon Penyedia Barang untuk pekerjaan tersebut
diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
Hadir dalam rapat

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA :
1. KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST., MM : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

NAMA PERUSAHAAN : PT. HK REALTINDO
ALAMAT : JI. Ahmad Yani No. 173. Wonodri,
Semarang Selatan, Kota Semarang,
Jawa Tengah
NPWP : 31.194.203.1-508.001
A. PENELITIAN DAN PENILAIAN ADMINISTRASI
KELENGKAPAN Tdk
NO NAMA DOKUMEN Ada (+) ada REEERANGAN
Sesuai | Tdk Sesuai
1 Surat Penawaran :
- Bertanggal +
- Masa berlaku surat + 30 Hari Kalender
penawaran
- Jangka waktu pelaksanaan + 20 Hari Kalender
- Harga Penawaran (dalam Rp. 94.824.000,-
angka dan hursf) {Sembilan Puluh
+ Empat Juta Delapan
Ratus Dua Puluh
Empat Ribu Rupiah)
- Tanda - Tangan + Hotel Manager
HASIL AKHIR LULUS




Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Administrasi|dinyataakan LULUS dengan demikian
dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Teknis.

B. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN TEKNIS

KELENGKAPAN Tdk
NO. NAMA DOKUMEN Ada () ada RETERANGAN
Sesuai | Tdk Sesuai
1 | Metodologi Pekerjaan + '
Jadwal Waktu Pelaksanaan +
3 | Data Personil +
HASIL AKHIR LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Teknis dinyataakan LULUS dengan demikian dapat
dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Blaya

C. PENELITIAN DAN PENILAIAN DPOKUMEN BIAYA
i

KELENGKAPAN Tdk
NO.| NAMA DOKUMEN Ada () adn, | T PLERANGAN
Sesuai | Tdk Sesuai
1 | Daftar Kuantitas dan Harga + =
Koreksi aritmatik +
HASIL AKHIR LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Biaya dmyataakan LULUS dengan demikian dapat
dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Kuahﬁkas1

D. PENELITIAN DOKUMEN KUALIFIKASI !
KELENGKAPAN | Tdk

NO. NAMA DOKUMEN Ada (9) iy, | TULERANGAN
Sesuai | Tdk Sesuai
1 Pakta Integritas +
Formulir Isian Kualifikasi :
a. Data Administrasi

b. Landasan Hukum
¢. Pengurus Perusahaan
d. Ijin Usaha (STUP)
e. ljin Lainnya (TDF)
HASIL AKHIR LULUS
Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Kualifikasi (Keuangan dan Teknis) dinyatakan
LULUS dengan demikian dapat dilanjutkan Klarifikasi dan Negoisasi.

|

+ |+ [+ ]+ |+

E. KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASI HAhGA
1.  Administrasi
a. Calon Penyedia Barang dapat menunjukkan semua dokumen “Asli” yang
dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.



2. Teknis

a. Calon Penyedia Barang sanggup / tidak sanggup melaksanakan / menyerahkan
pekerjaan sesuai Jadwal waktu pelaksanaan / penyerahan yang ditetapkan dalam
dokumen pengadaan.

b. Calon Penyedia Barang sanggup / tidak sanggup menyerahkan barang-barang /
pekerjaan dalam keadaan baru dan berfungsi

¢. Calon Penyedia Barang sanggup / tidak sanggup melaksanakan Pekerjaan dengan
spesifikasi teknis sesuai yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.

3. Harga

Setelah dilaksanakan Klarifikasi, selanjutnya dilakukan negosiasi harga dengan hasil

sebagai berikut :

a. Harga Penawaran Pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Biaya yang diajukan
oleh PT. HK REALTINDO sebesar Rp. 94.824.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta
Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).

Setelah dilakukan Negoisasi Harga, Hasil Negosiasi Harga Pejabat Pengadaan
Barang/Jasa dan Penyedia Barang adalah :
Nama Perusahaan : PT. HK REALTINDO

Alamat - JI. Ahmad Yani No. 173. Wonodri, Semarang Selatan, Kota
Semarang, Jawa Tengah
NPWP : 31.194.203.1-508.001

Harga Penawaran : Rp. 94.824.000,-
Harga Negosiasi : Rp. 94.608.000,-

Demikian Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga terhadap dokumen
penawaran untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan
Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan IV Kelas G dan H Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang Tahun 2022, ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 15 Jum 2022

Menyetujui
Penyedia Barang/Jasa Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PT.HK REALTINDO PIP Semarang

SELVIAN MERIANA THERESIA
Hotel Manager Pembina (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002




KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN @
BADAN LAYANAN UMUM VKAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG e R o e
JALAN SINGOSARI 2A | TELP. (62) 024-8311527 | FAX : (62) 024-8311529
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BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN (BAPP)

NOMOR : PL.102/108/7/PIP.SMG-2022
TANGGAL 15 Juni 2022
PEKERJAAN : Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan

Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan IV Kelas G dan H
Politeknik Iimu Pelayaran Semarang Tahun 2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini dengan mengambil tempat di Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang,
telah diadakan rapat Pembukaan Penawaran untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Hadir dalam rapat ini terdiri :
1. Pejabat pengadaan barang/jasa PIP Semarang
2. Penyedia Barang Barang dan Jasa : PT. HK REALTINDO

Pokok acara rapat adalah sebagai berikut :

Bahwa Perusahaan PT. HK REALTINDO telah memasukkan penawaran untuk Pekerjaan
Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN
Angkatan IV Kelas G dan H Politeknik [lmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022. Nilai
penawaran yang diajukan adalah sebesar Rp. 94.824.000,- harga tersebut sudah termasuk
keuntungan dan pajak yang berlaku. Jangka waktu penawaran adalah 30 (tiga puluh) han
kalender, Jangka waktu pelaksanaan 20 (dua puluh) hari kalender.

Demikian Berita Acara Pembukaan Penawaran untuk Pekerjaan Pengadaan Paket Penginapan
Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan IV Kelas G dan H
Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022, ini dibuat dalam rangkap secukupnya
dan ditanda tangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Semarang, 15 Juni 2022
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa TANDA — TANGAN

1. KRISTIN ANITA INDRIYANIL, S.ST., MM 1. %‘é
Penyedia Barang/Jasa “Iny

1. SELVIAN MERIANA THERESIA  PT. HK REALTINDO it %@f}



LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN (BAPP)

NOMOR : PL.102/108 /7 / PIP.SMG-2022
TANGGAL ;15 Juni 2022
PEKERJAAN . Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan

Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan IV Kelas G dan H
Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022

TAHUN ANGGARAN : 2022
Nilai HPS/OE : Rp. 95.040.000,-

DOKUMEN
NAMA HARGA
PERUSAHAAN PENAWARAN

JANGKA WAKTU

SURAT PELAK-
PENAWARAN SANAAN

PT. HK 30 Hari 20 Hari
L REALTINDO Ll e Rl Tl Rp. 94.824.000,- Kalender Kalender
+ : ada
- : tidak ada
KETERANGAN

1. Surat Penawaran
2.  Dokumen Penawaran Teknis
- Metodologi Pekerjaan
- Jangka waktu/Jadwal Waktu Pelaksanaan
- Data Personil
3. Dokumen Penawaran Harga
- Daftar Kuantitas dan Harga
4. Pakta Integritas
Formulir Isian kualifikasi

A

Semarang, 15 Juni 2022

_Penyedia Barang/Jasa Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
BT. HK REALTINDO PIP Semarang

i ‘. ;‘ v CT
t HQLME

SELVIAN MERIANA THERESIA
Hotel Manager

Pembina (I'V/a)

NIP. 19800602 200212 2 002




KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN @
BADAN LAYANAN UMUM v KAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG i Y s
JALAN SINGOSARI 2A | TELP. (62) 024-8311527 | FAX :(62) 024-8311529
SEMARANG (62) 024-8311528 | Email : info@pip-semarang.ac.id
KODE POS 50242 Home Page : www.pip-semarang.ac.id

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN PENAWARAN

Hari : Rabu

Tanggal ;15 Juni 2022

Pimpinan rapat . Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Acara . Pembukaan Penawaran untuk Pekerjaan Pengadaan Paket Penginapan

Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan
IV Kelas G dan H Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

NO NAMA TANDA TANGAN

KRISTIN ANITA INDRIYANI,

S.ST., MM FFB} L.

Penvedia Barang/Jasa

No Nama Perusahaan TANDA TANGAN

r—
H

1. | SELVIAN MERIANA THERESIA | P HK 1 i
' REALTINDO ey




KOREKSI ARTTMATIK

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

NIP. 19800602 2002122002

_KANTOR/SATKER .
KEGIATAN T T T T T 7T T UBELANJAPERJALANANDINASBIASA T T T TTTTTTTUTTICT Tt T T ) T
PEKERJAAN PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN ANGKATAN IV KELAS G DANH
TEMPAT JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022
T Y S e T T e g————————y = —
OWNER ESTIMATE (OF)/ HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HP'S) RAB PT, HK REALTINDO NEGO
JML HARGA (Rp) HARGA (Rp) HARGA (Rp)
NO NAMA BARANG JUMLAH |: . -
e (A ‘HARL SATUAN JUMLAH SATUAN JUMLAH SATUAN JUMLAH
1|Paket Penginapan 48 | SET 9 220.000 95,040,000 219.560 94.824.000 215.000 94,608.000
JUMLAH 95.040.000 94,824.000 94.608.000
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PENAWARAN Rp94.824.000 PENAWARAN Rp94.608.000
PIP SEMARANG
KOREKSI Rp94.824.000 KOREKSI Rp94.608.000
= SELISIH Rp0 SELISIH Rp0
KRISTIN ANITA IND ANIL, SIST.. M.M. TERHADAP HPS -Rp216.000 TERHADAP HPS -Rp432.000
Pembina (IV/a)
PROSENTASE -0,23% PROSENTASE -0,45%




EVALUASTHARGA PENAWARAN

KANTOR/SATKER POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
KEGIATAN BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA
PEKERJAAN PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN ANGKATAN IV KELAS G DAN H
TEMPAT JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022
e ) OWNER ESTIMATE (OE) / HARGA: PERKIRAAN SENDIRI (HPS) ' i ' '  E . RAB PT. HK REALTINDO - e e
( e T E JMLH{ 3 HARGA (Rp) HARGA SAT. |PROSENTASE FaL 1 TOTAL HARGA
NO ; 2 NAMA BARANG : JUMLAI—I HARI SATUAN JUMLAH (Rp) (%) KETERANGA (Rp). .i
1 Paket Penginapan 48 SET 9 220.000 $5.040.000 219.500 100% WAJAR 94.824.000
JUMLAH 95.040.000 94.824.000
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PENAWARAN Rp%4.824.000
PIP SEMARANG
KOREKSI Rp%4.824.000
- SELISIH Rp0
KRISTIN ANITA TNIDY , S.8T.. M.M. TERHADAP HPS - -Rp216.000
Pembina IV/2) ~ T oo -

NIP. 19300602 200212 2 002 PROSENTASE -0,23%




~  TTEVALUASI PENAWARAN ADMINISTRASI, TEKNIS DAN BIAY.

KANTOR/SATKER POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
KEGIATAN BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA
PEKERJAAN PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KIN ANGKATAN IV KELAS G DANH
TEMPAT JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022
: L . : SYARAT-SYARAT PENAWARAN s
NO. - : AN PERUSAILAAN o : et ; RS ok cit KETERANGAN
Rl ; il ; Ty TR T 35 ] Pt T sa. | 3T I - . e e 3G _ S
1 |PT. HK REALTINDO o+ + + + -4 4 -+ <+ + + 4 LULUS
KETERANGAN : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PIP SEMARANG
1. SURAT PENAWARAN ’
2. JADWAL WAKTU PELAKSANAAN (TIME SCHEDULLE)
3. SPESIFIKAS] TEKNIS
4. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
5. DOKUMEN KUALIFIKASI
A. PAKTA INTEGRITAS L
P. FORMULIR 1STAN KUALIFIKAST Pemblna (TV/e)
C. FOTOCOPY SIUP NIP. 19800502 200212 Z 002

D. FOTOCOPY TDP

E. FOTOCOPY NPWP

F. FOTOCOFY SPT TAHUN TERAKHIR
G. FOTOCOPY SPK/KONTRAK

Keterangan
+ 1 Ada = LULUS
- 1 Tidak Ada = TIDAKLULUS
+ Ada, Tidak Memenuhi = TIDAK LULUS

I+



DOKUMEN PENAWARAN

UNTUK
!
KEGIATAN

PENDIDIKAN TRANSPORTASI, PELATIHAN BIDANG INFRASTRUKTUR,
DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG TRANSPORTASI LAU
(PRIORITAS NASIONAL), BASIC SAFETY TRAINING (BST), BASIC SAFETY

TRAINING (BST), BELANJA PER!JALANAN DINAS BIASA

|
PEKERJAAN

PENGADAAN PAKET PEN;GINAPAN PESERTA
DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM)
BST KN ANGKATAN IV KELAS G DAN H

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
TAHUN ANGGA]RAN 2022

PENYEDIA BARANG DAN JASA

PT. HK REALTINDO
JI. Ahmad Yani No. 173. Wonolei, Semarang Selatan, Kota
Semarang



H A - K A semarang hakahotelsemarang.com
HOTEL

Nomor : HK.HTL/14/VI/22 Semarang, 14 Juni 2022

Lampiran . 1 (satu) set

Kepada : Yth. Pejabat Pengadaan Barang/lasa PIP Semarang

di
JI. Singosari 2A Semarang

Perihal : Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST
KN Angkatan IV Kelas G dan H

Sehubungan dengan Undangan Pengadaan Langsung nomor: PL.102/106/12/PI1P.SMG-2022
dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan Langsung, dengan ini kami
mengajukan Penawaran untuk Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan
Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan IV Kelas G dan H Politeknik llmu Pelayaran Semarang tahun 2022
sebesar Rp. 94.824.000,-(Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam
Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
selama 20 (dua puluh) Hari Kalender.

Penawaran ini beriaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Surat Penawaran ini.
Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga;
2. Dokumen isian Kualifikasi;

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen
asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada
semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

PENYEDIA
PT. HK REALTINDO

AN A THERESIA
Hotel Manager

Managed by
e
: Al Jendral Ahmad Yani Na. 173 Semarang, 50241, Jawa Tengah.
;P }.\_ R é .D, QR p: (+62 24} 3300-9999 | f:{+62 24] 3300-9990 | e; info@hakahotelsemarang.com




HA-KA

HOTEL

semarang hakahotelsemarang.com

SPESIFIKASI TEKNIS

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST
KN ANGKATAN IV KELAS G DAN H

JUMLAH
NO URAIAN PAKET CHECK IN CHECK OUT
1 | Paket Penginapan 48 9 20/06/2022 29/06/2022
PENYEDIA

PT. HK REALTINDO

SELVIAN MERIANA THERESIA
Hotel Manager

Managed by

&Y : Al Jendral Ahmad Yani No. 173 Semarang, 50241, Jawa Tengah.
F,.}.\. |R ‘6 [), 91,{. p: (+62 24) 3300-9999 | f:{+62 24) 3300-9930 | e: info@hakahotelsemarang.corr




HA-KA

HOTEL

semarang hakahotelsemarang.comr

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN (TIME SCHEDULE)
PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (DPM) BST KN ANGKATAN III KELAS | DAN J

NO URAIAN HARI BSNGIAU IE-
1 2 3
Pekerjaan Pengadaan Pengadaan Paket
Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan
Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan Ill Kelas 1 | 20
dan )
A TTD Kontrak 1 X
B Pelaksanaan Pekerjaan 13 X X
C Pemeriksaan Pekerjaan X
u Serah terima Pekerjaan X
L Laporan Pekerjaan 2 X
PENYEDIA
PT. HK REALTINDO
Uit N
ATV
SELVIAN MERIANA THERESIA
Hotel Manager
Managed by
e
JI. Jendral Ahmad Yani No. 173 Semarang, 50241, Jawa Tengah.
.P,,}.\. .R[ f} D O R p: [+62 243 3300-9999 | f: {+62 24] 3300-9990 | e: info@hakahotelsemarang.com



HA-KA

HOT EL

semarang hakahoteisemarang.com

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN
ANGKATAN IV KELAS G DAN H

JUMLAH WAKTU HARGA
HE
NO URAIAN PAKET CHECK IN CHECK OUT (Malam) SATUAN JUMLAH

Penginapan

Baiiii 48 | Pax | 20/06/2022 | 29/06/2022 9 Rp.219.500 | Rp.94.824.000

Rp.94.824.000

Terbilang : Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah Rupiah.

PENYEDIA
PT. HK REALTINDO

" gwfff’i’

SELVIAN MERIANA THERESIA
Hotel Manager

Managed by
e
A JI Jendral Ahmad Yani No. 173 Semarang, 50241, Jawa Tengah.
,],3 j,\,. R j} D QR p: (+62 24) 3300-9999 | f: (+62 24) 3300-9980 | e: info@hakahotelsemarang.com



semarang nakahotelsemarang.com

HA-KA

HOTEL

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SELVIAN MERIANA THERESIA

No. Identitas : 3174016005800005

Jabatan : Hotel Manager

Bertindak dan atas nama : PT. HK REALTINDO / HA-KA HOTEL

JL. Ahmad Yani No. 173. Wonodri, Semarang
Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah.

dalam rangka Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Peserta Diklat Pemberdayaan
Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan IV Kelas G dan H Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang Tahun 2022, dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN );

2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada
indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;

3. akan mengikuti prpses pengadaan secara bersih, transparan dan profesional untuk
memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan perundang-undangan;

4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia
menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar
Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Semarang, 14 Juni 2022

PT. HK REALTINDO

o

SELVIAN MERIANA THERESIA
Hotel Manager

Managed by

_,—'—""'_—_-""-—_
= i Jendral Ahmad Yani No. 173 Semarang, 50241, Jawa Tengah.
PARADOR
h 1T - &

,,,,, = p: (+62 24) 3300-9999 | f: (+62 24) 3300-9990 | e: info@hakahotelsemarang.com



DOKUMEN ISIAN KUALIFIKAST

I
UNTUK

KEGIATAN

PENDIDIKAN TRANSPORTAS]I, PELATIHAN BIDANG INFRASTRUKTUR,
DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT] BIDANG TRANSPORTASI LAUT
(PRIORITAS NASIONAL), BASIC SAFETY ']]'RAINING (BST), BASIC SAFETY

TRAINING (BST), BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA

PEKERJAAN

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA
- DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM)
BST KN ANGKATAN IV KELAS G DAN H

! POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
% TAHUN ANGGARAN 2022

| |

| |
|

PENYEDIA BARAN(; DAN JASA

PT. HK REALTINDO
Jl. Ahmad Yani No. 173. Wonodri‘, Semarang Selatan, Kota
Semarané
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HA-KA

HOTEL

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  SELVIAN MERIANA THERESIA

Jabatan :  Hotel Manager

Bertindak dan atas nama : PT. HK REALTINDO

Alamat : JL. Ahmad Yani No. 173. Wonodri, Semarang
Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah

Telepon ¢ 024-3300 9999

Fax ¢ 024-3300 9990

E-mail :  info@hakahotelsemarang.com

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan
Surat Akta Pendirian Nomor : 20 tanggal 10 Mei 2010 oleh Notaris Nyonya ALIYA
S. AZHAR, SH, MH, M.Kn. Perubahan Akta Pendirian Nomor : 24 tanggal 22 Maret
2017 dihadapan Notaris ALIYA S .AZHAR, SH, MH, M.Kn. Surat Akta Notaris
Nomor 34 tanggal 13 Februari 2014 oleh Notaris Agustinus Andy Toryanto, S.H.,
Sp.N., M.Kn.;

2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I;
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para
pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam
pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegitan usahanya tidak sedang
dihentikan;

6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk
dalam Daftar Hitam,;

7. data-data saya / badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut :

Managed by
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HA-KA

HOTEL

A. Data Administrasi

1. Umum
1. Nama Perusahaan ! PT. HK REALTINDO
2. Status Perusahaan : Pusat Cabang | V
3. Alamat Perusahaan : JL. Ahmad Yani No. 173. Wonodri,
Semarang Selatan, Kota Semarang,
Jawa Tengah.
No. Telp. 1 024-3300 9999
No. Fax. : 024-3300 9990
E — Mail :  info@hakahotelsemarang.com

4. Alamat Kantor Pusat : JL.LETJEN HARYONO MT.KAV.8
RT/RW.012/0 11,CAWANG
KEL.CIP.CEMPEDAK, Kel. Cipinang
Cempedak, Kec. Jatinegara,
Kota Adm. JakartaTimur, Prop. DKI

Jakarta
No. Telepon : 021-29048810
No. Fax : 021-29048812
B. Ijin Usaha
Nomor Induk Berusaha 1 81202132406s2
Dikeluarkan Tanggal : 05 Desember 2018
Instansi Pemberi Ijin : Lembaga Pengelola dan Penyelenggara
Usaha 0SS
C. Ijin Lainnya
No. SIUP Besar : 26408/24.1.9/31.75.00.000/1.824.271/2018
Dikeluarkan Tanggal 1 24 Agustus 2015
Daftar Ulang : 02 September 2020
Instansi Pemberi Ijin : Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Usaha Administrasi JAKARTA TIMUR,
Managed by
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HOTEL

D. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian PT

a. Nomor Akta 20

b. Tanggal : 10 Mei 2010

¢. Nama Notaris :  ALIYA 8. AZHAR, SH, MH, M.Kn.
2. Akta Perubahan Terakhir

a. Nomor Akta 24

b. Tanggal : 22 Maret 2017

c. Nama Notaris : ALIYA S. AZHAR, SH, MH, M.Kn.

E. Pengurus

1. Komisaris untuk Perusahaan Terpadu

No NAMA NOMOR KTP JABATAN
1 | Ir Bambang Pramusinto 3174041109590003 | Komisaris Utama
2 Ny Euis Sri Setiasih 3275056411570003 Komisaris
3 | Tuan Anindita Eka 3674060104850008 Komisaris
Wibisono
4 | Tuan M. Erry Sugiharto 3471062503740001 Komisaris

2. Direksi / Pengurus Badan Usaha

No NAMA NOMOR KTP JABATAN
| T. A Widiyantoro 3174080803640001 | Direktur Utama
2. | Bambang Joko Sutarto 3311060604690002 | Direktur Keuangan dan
SDM
3. | Ir. Sigit Roestanto 1471093101620001 | Direktur Teknik
Ir. Budi Lesmana 3174063012650007 | Direktur Komersial
Managed by
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F. Data Keuangan
1. Susunan Kepemilikan Saham

No NAMA NOMOR KTP ALAMAT %
1 | PT Hutama Karya JAKARTA 99.7
(Persero)
2 | Yayasan JAKARTA 0.3
Kesejahteraan
Karyawan PT
Hutama Karya (YKK
- HK)
2. Pajak
1. Nomor Pokok Wajib : 21.053.144.8-504.000
Pajak
2. Bukti Pelunasan : 70448406428201210531/01/12/Tahun
Pajak Tahun 2019, tanggal 10 April 2020.
Terakhir Nomor /
Tanggal

G. DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN

Pemberian Tugas / Kontrak |
Nama Sub Penggunaan Jasa
No. Paket Bidang | Lokasi
Pekerjaan | Pekerjaan Nama | Alamat / Telp | No/ Tgl Nilai
Managed by
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H. Surat Keterangan / Referensi Bank

Surat Keterangan / Referensi dari Bank :

Nomor : 1487 /REF/TST/X/2021

Tanggal : 06 Oktober 2021

Nama Bank : PT. BANK CENTRAL ASIA Thk. KCP TEMPO SCAN TOWER,
JAKARTA

No. Rekening : 50451829999

Jenis Rekening : GIRO

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggungjawab.
Jika dikemudian hari, ditemui bahwa data / dokumen yang kami sampaikan tidak
benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi, sanksi
pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara
pidana kepada pihak berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 14 Juni 2022

PT. HK REALTINDO

,_,%If'wj, '

?‘Issm;xu;sesasa 4

SELVIAN MERIANA THERESIA
Hotel Manager

SEPULLH B RUPLAN

Managed by
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' PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
| “PT, HK REALTINDO”
| Nomor : 20.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 10-05-2010 (sepuluh =--

i

Mei dua ribu sepuluh) .=
~Pukul 10.05 WIB (sepuluh lewat lima menit Waktu -----
Indonesia Barat).———————mmm e o
-Berhadapan dengan saya, ALIYA SRIWENDAYANI AZHAR,-—-
Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister ----=====--—
Kenotariatan, Notaris Kota Jakarta Pusat, dengan --
dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut dan ---———-
telah dikenal oleh saya, Notaris.---—-——----—-—-==———
I. Tuan Insinyur STEFANUS SUBAGYONO, Lahir d4i ------

Kutoarjo, tanggal 15-03-1948 (lima belas Maret ----

. seribu sembilan ratus empat puluh delapan), -------

\?jgyasta, Warga Negara Indonesia, bertempat ---—--—--
ti§:1al di Jakarta, Jalan Gedung Putih Raya ---———-
Utara CB 2/10, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 012,
Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa --—-
Gading, Kotamadya Jakarta Utara, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk Seumur Hidup dengan Nomor Induk ----
Kependudukan 09.5106.150348,0271 . -======————e—aaaa—
~menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari -------
dan sebagai demikian sah mewakili Direksi —--—-—-—=—=-=
untuk dan atas nama Perusahaan Perserocan —-——-————---
PT. HUTAMA KARYA disingkat {PT. HUTAMA KARYA ---—-
(PERSERO)}, berkedudukan di Kotamadya -----=-====-=-
Jakarta Timur, vang anggaran dasarnya dan --—-———-=-=-

\ seluruh perubahannya telah disesuaikan dengan -----




Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang ---—---—-—-
Perseroan terbatas yang dimuat dalam akta ---===—=-
tertanggal 07-08-2008 (tujuh AQUStUS ————=—c——e—eu-
dua ribu delapan), Nomor 49, yang dibuat -—----——---
dihadapan IMAS FATIMAH, Sarjana Hukum, -—-————————-——
Notaris di Jakarta, dan telah mendapat --—-=———=——=-=
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak —-—-———-————==
Asasi Manusia Republik Indonesia —-——-————————c——u__
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya -----
tertanggal 27-11-2008 (dua puluh tujuh ----———————=
Nopember dua ribu delapan), ~-~===-c—ecmmmmmem_
Nomor AHU-90561.AH.01.02.Tahun 2008, dan ---=—=====
terakhir diubah dengan akta tertanggal --——————————
14-12-2009 (empat belas Desember dua ribu —--——=-—--
sembilan), Nomor 37, yang dibuat dihadapan --------
IMAS FATIMAH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, --
yang Laporannya mengenal Penerimaan —--—-—-————=———=====
Pemberitahuan Perubahan Data Perserocan telah ------
diterima dan dicatat dalam Database Sistem ---—-----=
Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) -----—====--
Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia --==-———===-
Republik Indonesia tertanggal 18-02-2010 ——————=——-
(delapan belas Februari dua ribu sepuluh) ---=====-
Nomor AHU-AH.01.10-04305; --———————mmmmmmmm e
-Dan Untuk melakukan perbuatan hukum yang -----—----
dimaksud dalam akta ini sesuai dengan anggaran ----
dasar perseroan, telah mendapat persetujuan, ------
darl @ c—mm e e
a. Dewan Komisaris Perserocan yaitu : ——————————==—-

\ 1. ~-Tuan Doktor Insinyur ACHMAD HERMANTO -----
|




DARDAK, Lahir di Trenggalek, tanggal -------
09-01-1957 (sembilan Januari seribu -——-—-=----
sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga -----
Negara Indconesia, Swasta, bertempat --—————-—-
tinggal di Jakarta, Komplek Bina Marga ------
I11/28, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 003, -
Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren ----
Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 09.5407.090157.0255, berlaku ---
sampai dengan tanggal 09-01-2011 (sembilan --
Januari dua ribu sebelas); ~-—---——-————-—
-Tuan MAX TAMAELA, Lahir di Amahai, ---—==~-
tanggal 29-11-1947 (dua puluh sembilan ------
Nopember seribu sembilan ratus empat —--------
puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -------
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ------—-
Jalan Lincar III Nomor 3, Rukun Tetangga 004,
Rukun Warga 010, Kelurahan Tegalgundil, -----
Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 10.5101.291147.0003, berlaku ---
sampal dengan tanggal 29-11-2011 {(dua puluh -

sembilan Nopember dua ribu sebelas); --——-----

. —Nyonya DWIJANTI TJAHJANINGSIH, --—————=====

Lahir d4i Madiun, tanggal 10-07-1966 —-—--——-—--
(sepuluh Juli seribu sembilan ratus ------——-
enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, ---
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ---—---

Komplek Bea Cukai Nomor 31, -———ceccecememee—-



II.

|
”
|

Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, ——————--

Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan —--—-—-——————w

1 Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, ----

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan —---—=-==
Nomox Induk Kependudukan -—-—————eemmeceooooan
09.5304.500766.0450, berlaku sampai —------—-—-—-
dengan tanggal 10-07-2011 (sepuluh Juli =—===
dua. ribu sebelas) .————==———— e
~Sebagaimana ternyata dari 2 (dua) Surat ----
Persetujuan Dewan Komisaris yang dibuat ----—-
dibawah tangan masing-masing tertanggal -----
20-02~-2009 (dua puluh Februari dua ribu ---—--
sembilan), Nomor S-03/PTHK/2009 dan --—-——=——w
tertanggal 27-02-2009 (dua puluh tujuh ------
Februari dua ribu gembilan), =~==cecccmmmcmee=
Nomor S5-05/DK/PTHK/2009, yang aslinya --=====
tidak bermaterai dan dilekatkan pada minuta -

akta ini.-——--mmm e

. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), —----

dengan suratnya tertanggal 05-04-2010 (lima -
April dua ribu sepuluh) Nomor S.195/MBU/2010,
yang aslinya tidak bermaterai dan --———————--
dilekatkan pada minuta akta ini.,-—————————o——
Tuan Insinyur RUDY HERTANTO, Lahir di -----
Jogjakarta, tanggal 15-07-1957 (lima belas --
Juli seribu sembilan ratus lima puluh —----—=-=
tujuh), Warga Negara Indonesia, ~-—-——c———ee-
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tebet ---

Timur IV-E/18, Rukun Tetangga 007, Rukun --=-




Warga 008, Kelurahan Tebet Timur, -----=====-
Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan, -
| pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan 09.5301.150757.0619, =====
berlaku sampai dengan tanggal 15-07-2012 ---—-

{ {lima belas Juli dua ribu dua belas).--——————-
2. Tuan ABDUL RIDJAD, Sarjana Ekonomi, -------
Magister Manajemen, Lahir di Cirebon, ------
tanggal 20-04-1954 (dua puluh April -----=-=--
seribu sembilan ratus lima puluh empat), --—--
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di-
Bekasi, Kampung Kemang, Rukun Tetangga 008, -

| Rukun Warga 007, Kelurahan Jatiwaringin, ----

Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, ----—-—=—=-

| pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---=—===
Nomor Induk Kependudukan 3276082004540004, --
berlaku sampai dengan tanggal 20-04-2013 ----
(dua puluh April dua ribu tiga belas).-===—==-

i ~untuk sementara berada di Jakarta.-—----—---—-
-menurut keterangan mereka dalam hal ini —=-——-====-
bertindak berturut-turut selaku —-—-—————————————euo
Ketua, dan Bedahara dari dan sebagal ---——-———===——=
demikian sah mewakili Pengurus untuk dan ---=======
atas nama YAYASAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN --———--—-
PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) disingkat YEKK-BK, -——-
berkedudukan di Kotamadya Jakarta Timur, ---—-—-—-—=-—--=
yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta —-———-----—-
Pendirian tertanggal 22-05-2008 (dua puluh dua ----
Mei dua ribu delapan), Nomor 04, yang dibuat ------

dihadapan MITA NRURSITA GUNAWAN, Sarjana Hukum, ----




Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan -

1 dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ---—-—====
' Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari ------
Surat Keputusannya tertanggal 11-08-2008 -—~—=—————-

i (sebelas Agustus dua ribu delapan), ——-——-——————eee
Nomor AHU-3600.AH.01.02.Tahun 2008; ————=———=—-eeeu-
-- Dan untuk melakukan perbuatan hukum -----—--—c-—-
Yang dimaksud dalam akta ini sesuajl —--—=——ceew=

{ dengan anggaran dasar Yayasan, telah -——-——————=o

| ‘mendapat persetujuan dari : ——=————— - oo

a. Rapat Pengurus Yayasan Kesejahteraan —---——--
Karyawan PT. HUTAMA KARYA (YKK-HK) —————e—ee-

I sebagaimana ternyata dari Risalah Rapat —---=-
Pengurus Yayasan Kesejahteraan —---—-————————o
Karyawan PT. HUTAMA KARYA (YKK-HK) —-————————-=-

l yang dibuat dibawah tangan tertanggal -------

i 10-10-2008 (sepuluh Oktober dua ribu —--———=——=

| delapan), Nomor 001A/10/2008, yang aslinya --

| tidak bermaterai dan dilekatkan pada minuta -

| aKta inl . =—— e e e
b. Rapat Pembina sebagaimana ternyata ------——--
dari Form Persetujuan Pembina YAYASAN ~————w=

; KESEJAHTERAAN KARYAWAN PT. HUTAMA KARYA -——--
(YKK-HK) yang dibuat dibawah tangan —---------
tertanggal 21-10-2008 {dua puluh satuy ---———--
Oktober dua ribu delapan), ===————-——cmcaccua=
Nomor YKK-HK/R.H/004/10/2008, yang aslinya --
bermaterai cukup dilekatkan pada minuta -----
IR Bl oo i s i b e i i

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----




| -Para penghadap bertindak dalam kedudukannya ---------
'l sebagaimana tersebut diatas dengan ini ---==——————————-
, menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin ------
dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju ---
untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan --------
Terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang —--—---
| termuat dalam akta pendirian ini, (untuk --—=—=--eeee--
selanjutnya cukup disingkat dengan “Anggaran ---——--
| Dasar”™) sebagail berikut i ——sr—cccccsmcomcomcamnn———.
| —=—==——=—— = NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN = -————————-

--------------------- R R

1. Persercan Terbatas ini bernama : ------------------
——————————————— PTY. BE BEALTINDO —--———mr——me—————-
| (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup -----
| disingkat dengan "“Persercan”), berkedudukan dan ---
berkantor pusat di Jalan MT. Haryono Kaveling 8, --
Cawang, Jakarta Timur, Kotamadya Jakarta Timur.----
1 2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di -

l tempat lain, baik didalam maupun diluar Wilayah ---
| Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan ---—-
|
]

olah DHrekil. —ce——ocomion e m e o m—————————r - -———

~=~—= = JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN = -——-——-
--------------------- Pagsal 2 ——————m—mm e
-Perserocan ini mulai berdiri sejak tanggal -----——----

10-05-2010 (sepuluh Mei dua ribu sepuluh), dengan ----
jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.---—-———--—-—

----- = MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA = --—===

{1 1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah: ---—---



| <.

a,

i
|
f

|

PembangQunan; --—-——===—m= - ———————— e e e

Untuk mencapai maksud dan tujuan diatas Perseroan -
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagal --=-=====-

berikut: - ———————————, —

~Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan; -
-Eksport dan import; --—-—-—==—cccm e
-Perdagangan begar lokal; —————— e
-Grogsier, supplier, leveransier, dan ----—=——===
commission house; --——————————mmmmm—
-Distributor, agent dan sebagai perwakilan -----
dari badan-badan perusahaan; —----—————————————-
-Ekspor-impor dan perdagangan beton siap pakai -
(ready mix) dan {(prestressing); ---—-——————mce—e-
~-Perdagangan yang berhubungan dengan usaha ----—-
real estate dan property; -—————=—mmmmeeeee————
-Perdagangan peralatan transmisi -----=---—======
Lglakomunikagl;: --——=meerr———— e e e e —————
-Bertindak sebagai agen, grosir barang-barang --
engineering; =—~--rreercescccceccese—cc—— e ——————-
~Perdagangan supermarket/hypermarket -——-———==e==
(toserba/swalayan); --—--—-—c——mmm—— e
-Perdagangan kredit karbon dalam kawasan -------
industri; ——-—emeee e
-Perdagangan barang yang berkaitan energy ------
alternative; =————semccce e ————
-Perdagangan konstruksi billboard; ----——--———-—=
~Ekspor-impor dan perdagangan bahan konstruksi;-

-Ekspor-impor dan perdagangan hasil industri ---




|
|
‘:
!

IIIi

daur ulang limbah dan sampah; ~--=c==mecceeee__
-Perdagangan alat-alat keselamatan kerja; —-----
-Perdagangan solar lighting system; ---—-———————-=
-Ekspor-impor dan perdagangan peralatan --------
kesehatan; ——---eemmmmmm e
~Ekspor-impor dan perdagangan bahan bangunan —--
dan material; ——-ee—mm
~Ekspor-impor dan perdagangan mesin; --—-—---——-—--
-Ekspor-impor dan perdagangan sistem ———-————————
PeNGaMANAN; — === e e e e
-Menjalankan usaha-usaha dibidang Jasa ; --—----
~JaBsa Agen Property; -
-Jasa penyewaan dan pengelolahan property; ---—-—-
~-Jasa yang meliputi pembuatan laporan proyek, --
pengelolaan, dan gambar-gambar konstruksi; ----
—~Jasa periklanan dan reklame serta promosi —-—---
dan pemasaran; =-—-—-———=——mmmm e
-Jasa telekomunikasi umum; -—-———-—-—- o
-Jasa pengelolaan dan penyewaan gedung —-——————-
perkantoran, taman hiburan/rekreasi dan -------
kawasan berikat; e L
~Jasa keselamatan kerja; -—-—-—-—————cmmmmmmmo__
-Jasa penyewaan dan pengelolaan kawasan --—-———-—-—-
inQustri; ~—————ecm e .
~Jasa penyewaan billboard; —-———emmmmmmme
-Jasa penyelenggara usaha teknik solar ————————e

lighting system; —=———— e~

| =Jasa konsultan bidang design; -~—————commmaeo___

-Jasa pelatihan, pengolahan data, riset dan ----

konsultasi; ———=ccmmmma e




-Jasa dalam bidang kreatif; -—-———————mmmmm o
~-Jasa penyelenggara pameran dan seminar; -------
-Jasa penyewaan ruangan; -—-—-———-——————————ooeemao_
| —-Jasa management villa; --——=--————---—___
% -Jasa konsultasi bidang perhotelan; --——-—==——==
-Jasa pengelolaan hotel; -——=——-—ecmemmmcmacc—e e
-Jasa keperantaraan pengelolaan piutang; -------
-Jasa rumah makan/restoran; -—------—-—————me-—————-

~Jasa Franchise; =s=—memm e

-Jasa studi kelayakan dan konsep rancangan; ---—-

-Jasa teknologi informasi dan internet content;-
¢. -Menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan; -
| -Pemborong bidang pertambangan umum; ——-—-——--——-
~-Bertindak sebagai pengembang; -----———c————aaoo
-Pemasangan instalasi-instalasi; ---————=——————au
-Pembangunan sarana-prasarana jaringan ---------
telekomunikasi; =—pr———— = mm e

! -Pengembangan wilayah pemukiman; ---=--=—=-co—maea-

i -Pemborong pada umumnya (general contractor); --

Modal dasar Persercan ini berjumlah - ————--—————o
Rp. 20.000.000.000,- {(dua puluh milyar Rupiah), --
terbagi atas 200.000.000 (dua ratus juta) saham, -
masing-masing saham bernilai nominal —————— e
Rp. 100,- (seratus Rupiah).-—-—=mmmmmmmcmm e
Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan ---
disetor 25 % (dua puluh lima persen) atau -------—-

sejumlah 50.000.000 {lima puluh juta) saham ----—-

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar --—--—————-——=




Rapat Umum Pemegang Saham.-----————————————c
Dalam hal pemegang saham sebagaimana dimaksud -----
pada ayat 5 (lima) Pasal ini tidak menggunakan ----
hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang ---
dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari ~---
terhitung sejak tanggal penawaran dan hal --————-—-

tersebut tidak dinyatakan sampai dengan lewatnya --

batas waktu 14 (empat belas) hari, Perseroan ------
dapat menawarkan sisa saham yvang tidak diambil ----
bagian tersebut kepada pemegang saham lain.--------
Dalam hal pemegang saham lain sebagaimana ------—-—--
dimaksud pada ayat 7 (tujuh) Pasal ini tidak ----—-—-
menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas --
saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat ----
belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran, ~---
Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak --
diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga.,=-====--
Rapat Umum Pemegang Saham dapat menetapkan ----=-=--=
untuk menawarkan jumlah saham tertentu kepada -----
karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 {(enam) —-
huruf a Pasal ini dalam jangka waktu tertentu.-----
.Balam hal karyawan tidak menggunakan haknya ----———-
untuk mengambil bagian saham dalam jangka waktu ---
sebagaimana dimaksud pada ayat 9 (sembilan) ----=--
Pasal ini, saham yang tidak diambil bagian oleh ---
karyawan tersebut dapat ditawarkan kepada -----—==-==
Pemegang Saham dan pihak Ketiga sesuali dengan -----
ketentuan dalam Pasal ini, sepanjang dinyatakan ---

dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.--—----——-

.Dalam hal karyawan tidak menggunakan haknya untuk -




Rapat Umum Pemegang Saham.-----—==—==———— e

7. Dalam hal pemegang saham sebagaimana dimaksud -----
| pada ayat 5 (lima) Pasal ini tidak menggunakan ----
hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang ---
dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari ---

1 terhitung sejak tanggal penawaran dan hal ------——-
l tersebut tidak dinyvatakan sampai dengan lewatnya --
batas waktu 14 (empat belas) hari, Persercan ——-----
dapat menawarkan sisa saham yvang tidak diambil —--—-
bagian tersebut kepada pemegang saham lain.----—----

8. Dalam hal pemegang saham lain sebagaimana ---------
| dimaksud pada ayat 7 (tujuh) Pasal ini tidak ------
menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas --
saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat ---—-
belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran, ----
Persercan dapat menawarkan sisa saham yang tidak --
diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga.-------

9. Rapat Umum Pemegang Saham dapat menetapkan --------
| untuk menawarkan jumlah saham tertentu kepada -----
karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 (enam) --
huruf a Pasal ini dalam jangka waktu tertentu.----=-
10.Dalam hal karyawan tidak menggunakan haknya ----===—=
untuk mengamhbil bagian saham dalam jangka waktu ---
sebagaimana dimaksud pada ayat 9 (sembilan) ------—-
Pasal ini, saham vang tidak diambil bagian oleh ---

‘ karyawan tersebut dapat ditawarkan kepada --=-======
Pemegang Saham dan pihak ketiga sesuai dengan -----

. ketentuan dalam Pasal ini, sepanjang dinyatakan ---

dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.---==--=--=

XI 1i.Dalam hal karyawan tidak menggunakan haknya untuk -




mengambil bagian saham dalam jangka waktu --———--—--

S

sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, ---=-=---
saham yang tidak diambil bagian oleh karyawan --—-——-

tersebut dapat ditawarkan kepada Pemegang Saham ---

dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dalam ----
Pasal ini, sepanjang dinyatakan dalam keputusan ---

| Rapat Umum Pemegang Saham.-—-————-——————————==c==

i ------------------------- Pagal 5 -———=————meeeecaemnea-

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perserocan -------
adalah saham atas nama. Persercan hanya mengakui --
1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum ----—====-
sebagal pemilik dari suatu saham.----———-—--———--—-
i 2. Jikalau suatu saham pindah tangan karena -------—---

' warisan atau didasarkan sebab-sebab lain ---—--=---

| menjadi milik lebih dari 1 (satu) orang, maka -----
mereka yvang memiliki bersama-sama tersebuf --—=====-
diwajibkan untuk menunijuk seorang diantara --------
mereka dan yang ditunjuk itulah yang dicatat ------
sebagai wakil mereka bersama dalam Daftar ---—————-
Pemegang Saham, yang berhak untuk mempergunakan ---
hak~-hak yang diberikan oleh hukum kepada saham --—-

g L s

3. Selama ketentuan dalam ayat 2 (dua) Pasal ini -----
belum dilaksanakan, maka hak-hak yang diberikan ---
oleh hukum atas saham tersebut tidak dapat -—————--
dijalankan, sedangkan pembayaran dividen atas -----
saham itu ditangguhkan.-==—=—————cmm e
Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk --

kepada Anggaran Dasar Perusahaan dan semua -—-==—====




keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang- ----
undangan yang berlaki.----—-—====me————men— e —e—————

-~ SURAT. SAHAM DAN SURAT KETERANGAN = ——————-

Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham ----
atau surat keterangan kepemilikan saham.----=-===—=
Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk --—-—-———--=
setiap saham diberi sehelai surat saham.--—--—-—==-=-==
Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai ---—-
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang -----
dimiliki oleh 1 (satu) orang Pemegang Saham,-------=
Pada surat saham sekurang-kurangnya harus -----—-—-——-
dicantumkan ; -———-————————————— e ———
a. Nama dan alamat Pemegang Saham; ----—-—=—==—=————
b. Nomor surat sahamy ——~—r—=—=—~——————ccscac=c——aa
c¢. Tanggal pengeluaran surat saham; ----—--=======-
d. Nilai nominal saham; --------———————eee—c———mn
Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya —------=
harus dicantumkan ; =-——==—s—m-eccmm— e —c s — ==
a. Nama dan alamat Pemegang saham; ------=-——=—====
b. Nomor surat kolektif saham; —-=——===-=m——————————a=
c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; --—----
d., Nilai nominal saham dan nilai kolektif saham; --
e. Jumlah saham dan nomor surat saham yang —----—--=--=

bersangkutan.--==-==—=-=—=——m—— e e ————
Dalam hal Persercan tidak menerbitkan surat -------
gaham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan ----

surat keterangan kepemilikan saham yang ---—--=-=—=====




- ey Y P T

|
|

i! dikeluarkan oleh Perseroan.———-———=—————— e

' 7. Pada surat keterangan kepemilikan saham ----————=--
sekurang-kurangnya harus dicantumkan : ———=————e———-

i a. Nama dan alamat Pemegang Saham; --—-————————————

b. Tanggal pengeluaran surat keterangan; ----—--——--

i ¢. Jumlah saham yang bersangkutan dan nilai ----- o

: |

8. Surat saham, surat kolektif saham dan surat ---———-—-

nominal setiap saham; --———————————————

| keterangan kepemilikan saham harus ditandatangani -
i oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama, atau -----
apabila Direktur Utama berhalangan oleh seorang ---
Direktur bersama-sama dengan Komisaris Utama, -----

atau apabila Komisaris Utama berhalangan, oleh -~-—-

Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang --

anggota Komisaris.-------——cccmmmmm .

~eeee—e————— = PENGGANTI SURAT SAHAM = -————m———mem

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai ---
lagi, atas permintaan mereka yang —————————————————
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham -~
pengganti, setelah surat saham vang rusak atau ----

j tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali ---
| kepada Direksi.--——-——-—————— e~

2. Surat saham sebagimana dimaksud dalam ayat (1) ----

» harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh ----

Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum —-———————-

. Pemegang Saham berikutnya.-——-—-—————

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka —--

yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan ----

\ surat saham pengganti setelah menurut pendapat ----




Direksi kehilangan cukup dibuktikan dan ---=--==-=—-=
dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi --
untuk tiap peristiwa yang khusus.--——-——————————==-

4, Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, --------
gurat saham yang dinyatakan hilang tersebut, ------
tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.----=--—=-—=====

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran ---
surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang ---
saham yang berkepentingan.--—----------—--—c-—m—m—o=

| 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), -----
| ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) --—------
mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran ---—-—-=-=-=-
surat kolektif saham pengganti.---——-—-—----------—-
--—- = DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS = ---
———————————————————— Pasal 8 -————————————————————m
1. Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang --
| gaham dan Daftar Khusus, serta menyediakannya -----
di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat ~--
oleh para Pemegang Saham.--——-—-—=-————=====———==—-====

9. .Dalam Daftar Pemsgang .Babham dicatat : ---————-————=
i a. Nama dan alamat para Pemegang Saham; -------—===
b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham ------
yang dimiliki para Pemegang Saham; ------- —————-

¢. Jumlah yang disetor atas setiap saham; ------—--=

d. Nama dan alamat dari perseorangan atau -—-—--—--—=-=
badan hukum yang mempunyai hak gadai atas ------—

saham atau sebagai penerima jaminan fidusia ----

saham dan tanggal perolehan hak gadai atau -----

| tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; --

e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain -~




| selain uang; -—--—-—--———————mm—mmsesecccsecsec——————
f. Perubahan-kepemilikan saham, jika ada; dan -----
g. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh ---—-
Direksi.~—~—=mmmmm e e e e e —————————
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai ---
| kepemilikan saham dan/atau perubahan kepemilikan --
saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris ---—-——----
beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau ------
pada perseroan lain serta tanggal saham itu -------
diperoleh.,------————--—————————————————————————————
| 4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap --------
perpindahan tempat tinggal dengan surat yang ------
| disertai tanda penerimaan kepada Direksi.-———--—=——-
| Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka ----
segala panggilan dan pemberitahuan kepada --——-=--—-
Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada ---
alamat Pemegang Saham yang paling akhir dicatat ---
| i dalam Daftar Pemegang Saham.---—----—————mmmmeme o
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan --—-———--=--
memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar —-—--====
Khusus sebaik-baiknya.--=-—-——c=m e
6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar -------
! Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam ---
kerja Kantor Perseroan.-———————=————ccmeececmeeee—————
—————————— = PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM = —-—————————
————————————————————— Pasal 9 —-—=—=—=—ccccmmm
1 i. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta --
l pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang -==----

|

memindahkan dan yang menerima pemindahan atau -----

i
i kuasanya vang sah.-—=————=r-——cmrremm e — e —————




L)

Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas ---
saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada -----
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta
persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada ---
Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
Pemindahan hak atas saham mendapat persetujuan ----
dari instansi yang berwenang, jika peraturan —-----
perundangan-undangan mensyaratkan hal tersebut  ---—-
Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham ----
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum -------—-
Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham ——-———————
tidak diperkenankan.-———-—-———— o
Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab- —-—-—
lain saham tidak lagi menjadi milik Warga ----————-
Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, —-----
maka dalam .jangka waktu 1 (satu) tahun orang ------
atau badan hukum tersebut wajib memindahkan ---———--
hak atas saham kepada Warga negara Indonesia —-—---
suatu badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan -----
Anggaran Dasar.—-—-——————ccm
Para Pemegang Saham lainnya berhak membeli saham --
yang ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari sejak tanggal penawaran sesuai dengan ----—--—-
pertimbangan jumlah saham yang dimiliki -----—=——==
MASINg-MASING . === e e
Pemegang Saham yang menawarkan sahamnya ----—-=—=—====
sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, ------
berhak menarik kembali penawaran tersebut ---—-—————-

setelah lewatnya jangka waktu yang dimaksud -------

dalam ayat 6 Pasal ini.--——=-—-—cm o




8. Keharusan menawarkan saham kepada Pemegang --------

Saham lain hanya dapat dilakukan satu kali.--—=====-
9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan -----
i apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar -----—-

telah dipenuhil .= e e
10.Mulai hari Rapat Umum Pemegang Saham sampali dengan
hari Rapat tersebut, pemindahan hak atas saham ----
tidak diperkenankan.--——-—=-=—c-cccmmmmm e
11.8egala tindakan pemindahan hak atas saham yang --—-—-

bertentangan dengan Pasal ini, membawa akibat -----

bahwa hak-hak yang diberikan oleh hukum atas ------
saham tidak dapat dijalankan, sedangkan -----=-=-—-
pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.----
-------------------- = DIREKSI = —--emcmmcccccccee—
————————————————————— pasal 10 - -
1. Perserovan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi --
yvang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan -------
Persercan. Dalam hal Direksi terdiri atas lebih ---
dari 1 (satu) orang anggota Direksi, seorang ------
diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.-------
2. Besecrang dapat diangkat sebagail anggota Direksi --
adalah seorang perseorangan yang cakap melakukan --
perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) -----
tahun sebelum pengangkatannya pernah : —-———=—————=-
a. dinyatakan pailit; --------————+-"""
b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan -----
Komisaris atau anggota Dewan Pengawaas yang ----

dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan-

atau Perum dinyatakan pailit; atau —=——=———ceecee--

0

dihukum karena melakukan tindak pidana yang ----




merugikan keuangan Negara dan/atau yang ----—---—=

berkaitan dengan sektor Keuangan.------——e—ecemem—-
Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam —--=-=
ayat 2 Pasal ini, harus pula memenuhi persyaratan -
lain yang ditetapkan oleh instansi tehnis --—-——————=
berdasarkan peraturan perundang-undangan.---———————=
Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ---
ayat 2 Pasal ini, dibuktikan dengan surat -----———-—-
pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota -
Direkgi dan surat tersebut disimpan 0leh --—-———————m
e L
Selain memenubhi persyaratan sebagaimana dimaksud --
dalam ayat 2-Pasal ini pengangkatan anggota --—--—- -—
Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, --
pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan -—-———
peraturan perundangan.——————— e __ ————————————
Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi --
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ---———-
Pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota ---
Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui ---
tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.----—————-=
Arnggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh ---
Rapat Umum Pemegang Saham.-=—=—-=————— oo
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai —--—--
pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi ----
juga menetapkan saat mulai berlakunva pengangkatan
dan pemberhentian tersebut. Dalam hal Rapat Umum --
Pemegang Saham tidak menetapkan, maka pengangkatan

dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai --

berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham.-




9. Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggota --
| Direksi dilakukan melalui keputusan Pemegang —-----
| Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham, maka ———--

mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian ---
tersebut dimuat dalam keputusan Pemegang Saham ----
tersebut. Dalam hal keputusan Pemegang Saham -----—-

| di luar Rapat Umum Pemegang Saham tidak —---—-————v
menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian ---
anggota Direksi tersebut berlaku sejak keputusan --

| Pemegang Saham tersebut ditetapkan.----=—-—————ceceee-
10.Anggota Direksi diangkat dari calon yang ----—-——===
diusulkan oleh para Pemegang Saham dan ~-——---———=——

| pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat Umum ----=-
Pemegang Saham.-—---—-—
11.Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) --
tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) ---
kali masa jabatan.-——-———————————
12.Dalam hal masa jabatan anggota Direksi berakhir ---

dan Rapat Umum Pemegang Saham belum dapat -----———-

menetapkan penggantinya, maka tugas-tugas anggota -
Direksi yang lowong tersebut dilaksanakan sesuai --
dengan ketentuan pengisian jabatan anggota ---———===
Direksi yang lowong.-=--—==—ececmmocoo oo e ——— e
! 13 .Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan ----
para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan —--———=—--

{ menyebutkan alasannya.-——-———————— o

| 14.Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana --
| dimaksud pada ayat 13 Pasal ini dilakukan --—-—-—--

\ apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi —----

|l yang bersangkutan antara lain : -———eccccammacamma-
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16.

- 2 28

18.

a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah ---
disepakati dalam kontrak manajemen; -—-—————————-o

b. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; -
c. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan ---------
{ perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran -
Dasar; -—-=—-——-mmmmm e

d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan —--—-—=——=--
Persercan dan/atau Negara; -------———=—-mm-ree—eoe
e. Melakukan tindakan yang melanggar etika --------
dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati ---
sebagai anggota Direksi Perseroan; -----—--——-———--

f. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan --
yang mempunyal kekuatan hukum yang tetap; ------

g..Mengundurkan diri.r-=-m=————re—————————— e e

.Disamping alasan pemberhentian anggota Direksi ----

sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf a sampai --
dengan g Pasal ini, Direksi dapat diberhentikan ---
oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan --—==—====
alasan lainnya vang dinilai tepat oleh Rapat Umum -~
Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan ——————-—-
Persergan.———————-—mmm e e e e ———————————
Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada -
ayat 14 huruf a, b, ¢, d, dan e dan ayat 15 -—————-
Pasal ini diambil setelah yang bersangkutan ------=-
diberi kesempatan membela diri.---—————-——————————=
Rencana pemberhentian sewaktu-waktu anggota -—-—----
Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ---
ini diberitahukan kepada anggota Direksi yang -----

bersangkutan secara tertulis oleh Pemegang Saham.--

Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar ----—————-




| 19.

20.

21.

Rapat Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri ----

sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini -------
disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham -
dalam jangka waktu 14 {(empat belas) hari ---—=—=—====
terhitung sejak anggota Direksi yang ————————=—=—nn
bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud ------
pada ayat 17 Pasal inj.—===ee e e e
Dalam hal anggota Direksi yang diberhentikan ------
telah melakukan pembelaan diri atau menyatakan ----
tidak berkeberatan atas rencana pemberhentiannya --
pada saat diberitahukan, maka ketentuan waktu -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 18 dianggap --------
telah terpenuhi.---—-——c—mmmmmm e
Dalam hal pemberhentian dilakukan dalam Rapat -----
Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri ---—————-—-
sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini -----=--
dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan --
mengabaikan ketentuan batas waktu sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 18 Pasal ini.---———————
Selama Rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud -
pada ayat 17 Pasal ini masih dalam proses, --—————=—-
maka anggota Direksi yvang bersangkutan wajib ---—--

melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.,----—-——-

.Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud --

pada ayat 14 huruf 4 dan f Pasal ini merupakan ~---

pemberhentian dengan tidak hormat.--————=—————ce—ax

' 23.Antar para anggota Direksi dan anggota -———=====——==

l
|

Dewan Komisaris dilarang memiliki -—-———=——————————

hubungan keluarga sampai dengan derajat —-—==——=e-a-

ketiga, baik menurut garis lurus maupun —------—----—-—




24.

25.

26

garis kesamping, termasuk hubungan ------—=-c-cceca--
vang .timbul karena perkawinan.--—--—--—-—-————————————-

Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud ---

pada. ayat 23 Pasal ini, Rapat Umum Pemegang ------=
Saham berwenang membarhentikan salah seorang —-—--==
diantara mereka.——r—r——m=== el

Anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan/fasilitas
termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan --—--
jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang -----
saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan ----

perundang-undangan. ——--—- o e e e e e

.Apabila oleh suatu.sebab jabatan anggota ---—====-==

Direksi. Persercan lowong, maka : ——————————ccocam—=a
a. .Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) -————-
| hari setelah terjadi lowongan, harus —-————-——-——--
.}-diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ------
untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang -----
lowong tersebut.——=——--eeecccccenan e c— e ————
Selama jabatan itu lowong dan Rapat Umum -------
Pemegang Saham belum mengisi jabatan anggota ---
Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud -------
pada huruf a ayat-ini, maka Dewan Komisaris ----
menunjuk salah seorang anggota Direksi ---------
lainnya, atau Rapat Umum Pemegang Saham --------
menunjuk pihak lain selain anggota Direksi -----
vang .ada, 'untuk sementara menjalankan ------====
pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut -

dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.-----=--=

¢. Dalam hal jabatan. itu lowong karena --———-——-———===




berakhirnya masa jabatan dan Rapat Umum --------
Pemegang Saham belum mengisi jabatan anggota ---
Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada --
huruf a ayat ini, maka anggota Direksi yYang -—--—--
berakhir masa jabatannya tersebut dapat ----——--
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ------
| untuk sementara menjalankan pekerjaan anggota --

Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan --

dan wewenang yang Sama.-—-—=—-———=—=== o
d. Bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang -—-----

| lowong sebagaimana dimaksud pada huruf b dan ---

27 .Apabila ada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh -
; jabatan anggota Direksi Perserocan lowong, maka : —--
a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) --===-
hari setelah terjadi lowongan, harus --————————
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ---——-
untuk mengisi lowongan jabatan Direksi --—————=—==
tersebut . === —————

b. Selama jabatan itu lowong dan Rapat Umum -----—-
Pemegang Saham belum mengisi jabatan Direksi --—-

yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a --

| ayat ini, maka untuk sementara Persercan —---——-—-

| diurus oleh Dewan Komisaris, atau Rapat Umum ---
Pemegang Saham dapat menunjuk pihak lain -----—--

untuk sementara mengurus Perseroan, dengan -----

kekuasaan dan wewenang yang sama.----———————==—=m

¢. Dalam hal jabatan Direksi lowong karena —-———=—-—-




berakhirnya masa jabatan dan Rapat Umum ————-—== ]
Pemegang Saham belum menetapkan penggantinya, -~
| maka anggota-anggota Direksi yang telah -—--====a
berakhir masa jabatannya tersebut dapat ~----—--
ditetapkan cleh Rapat Umum Pemegang Saham --—----
| untuk menjalankan pekerjaannya sebagai anggota -

Direksi dengan kekuasaan dan wewenang yang ----—-

d..Bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang —-—-——==
| .lowong sebagaimana dimaksud pada huruf b dan ~--
huruf ¢ ayat ini, selain Dewan Komisaris, —------

memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang ---

sama dengan anggota Direksi yang lowong —-—————=—-
| tersebut, tidak termasuk santunan purna -------- ’
Jabatan . —m=mm e e e ]

2§.Saorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri -- l

dari jabatannya dengan tembusan kepada Pemegang —-- %
Saham, Dewan Komisaris dan anggota Direksji --————=—= ’
Perseroan lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) ---

hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ------—--—-
i

Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan ---
j‘tanggalAreafektif kurang dari- 30 (tiga puluh) hari --
dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak --
menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.----
29.Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh ---

anggota Direksi yang bersangkutan atau dalam -----=-
waktu.30. (tiga puluh) hari sejak tanggal surat ----

permohonan pengunduran diri dalam hal tidak --—-----

m T id o e | i e s M . i — ——————

disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, —------

l | tidak ada keputusan dari Rapat Umum Pemegang —----—-—- i




30.

31

32

33

Saham, maka anggota Direksi tersebut berhenti -----
pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau ---
dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak --
tanggal surat permohonan pengunduran diri —-———————-
diterima tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum --
Pemegang Saham.--——————c oo
Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : --——-———=-
a. Meninggal dunia; —====ceam s
b. Masa jabatannya berakhir; —-—-————————________
¢. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat ------

Umum Pemegang Saham; ----————— o
d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagali --------

anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran -

Dasar dan peraturan perundang-undangan.——==—-==—~

-Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 30 —-—--——

huruf 4 termasuk tetapi tidak terbatas pada —-——-----

.Bagil anggota Direksi yang berhenti sebelum --————=—-

maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali --
berhenti karena meninggal dunia, maka yang --—=——===
bersangkutan wajib menyampaikan pertanggung ---—-—-—-==
jawaban atas tindakan-tindakannya yYang belum --———-
diterima pertanggung jawabannya oleh Rapat Umum ---

Pemegang Saham.--------- e e

.Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk ---—=—==—-

sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila ---—--
mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran --—--—-—

Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan --------

Kerugian Perseroan atau melalaikan kewajibannya ---




atau terdapat alasan yang mendesak bagi --—-———————-o

Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan- ----————=

| ketentuan sebagai berikut : —————-eee—________

a,

Keputusan Dewan Komisaris mengenaj ---=————=-e—ee-
pemberhentian sementara anggota Direksi ——-—-——=—==
dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan --
keputusan Dewan Komisarigs.-——————cccee_______
Pemberhentian sementara dimaksud harus ----——=—==
diberitahukan secara tertulis kepada yang ---—---
bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan --
tindakan tersebut dengan tembusan kepada --~-----
Pemegang Saham dan Direksi.-—————ccemmmmmmmm e
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ----—--
huruf b ayat ini disampaikan dalam waktuy ~-———=-
paling lambat 2 (dua) hari setelah ditetapkannya
pemberhentian sementara tersebut,--——————c—mmeeua
Anggota Direksi yang diberhentikan sementara ---
tidak berwenang menjalankan pengurusan ----—-—-—-——-—
persercan serta mewakili persercan baik di -----
dalam maupun di luar pengadilan.----=-—————————o
Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga ------
puluh) hari setelah pemberhentian sementara ----
dimaksud harus diselenggarakan Rapat Umum ~-——--—
Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah —-----
mencabut atau menguatkan keputusan ————-————=—=—=
pemberhentian sementara tersebut.--—-—-—ceemmmme--
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ------
dilakukan oleh Dewan Komisaris --——————————————-

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ----

dimaksud pada huruf e ayat ini, anggota -----===




Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan ----
untuk membela diri.—-——-—-—-—c e

g. Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ---
ini dipimpin cleh salah seorang Pemegang —------—-
8aham yang dipilih oleh d4an dari antara —————--——-
Pemegang Saham yang hadir.------————-—cmmmmmeec

| h. Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ----
telah lewat, Rapat Umum Pemegang Saham ----—-----
sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini -----
tidak diselenggarakan atau Rapat Umum Pemegang -

| Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka —---
pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.-

i. Keputusan untuk mencabut atau menguatkan -------
keputusan pemberhentian sementara anggota —-—----
Direksi, dapat pula dilakukan oleh Pemegang =----
Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham --—=====
dengan syarat semua Pemegang Saham dengan ------
hak suara menyetujui secara tertulis dengan ----

| menandatangani keputusan yang bersangkutan —-—---
dengan tetap memperhatikan ketentuan waktuy —----
sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini.-----
j+ Dalam hal keputusan untuk mencabut atay ——-—---—--
menguatkan keputusan pemberhentian sementara ---
anggota Direksi dilakukan di luar Rapat Umum ---
Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada —----—---
huruf i ayat ini, maka anggota Direksi yang ----
bersangkutan diberitahukan secara lisan atau ---

; tertulis, dengan diberikan kesempatan untuk ----

menyampaikan pembelaan diri secara tertulis -—--

dalam waktu 14 {empat belas) hari setelah —----—-




menerima pemberitahuan.----—=—cceemmm—— '
k. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham atau --—————-——= -

| Pemegang Saham membatalkan pemberhentian ---~=-=
sementara atau terjadi keadaan sebagaimana -----
dimaksud pada huruf h ayat ini, maka anggota ---
Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan ---
tugasnya kemballi sebagaimana mestinya.-----=====

34 .Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap -
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu : —-—-——-===

a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, -
Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik -
Swasta; - = e

b. Anggota 'Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada ----
Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha --=-====

Milik Swasta; ---———=-—=——————————————————————_

c. Jabatan stuktural dan fungsional lainnya pada --
instansi/lembaga pemerintah pusat atau daerah; -

d. Jabatan lainnya sesual dengan ketentuan dalam --
peraturan perundang-undangan, pengurus partai —-
politik dan/atau calon/anggota legislative —--—---
danfatau calon Kepala Daerah/wakil Kepala —-----—-
Daerah; dan atay === ——————_—_———

e. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan ---
Kepentingan.—=——=—c s ———

—=——- = .TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI = ——-—-
-------------------- e R
1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan ------
yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk --
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud ---—-

dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan ----—-




baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang ---
segala hal dan segala kejadian dangan —=————eee o
pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam ---—-
peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar ——-——-—
dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.--———-
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud -----
pada ayat 1 pasal ini, maka : —————cocmmmmm
a. Direksi berwenang untuk : ——————— -
| 1) Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan:-
2) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi -=====--

| kepada seorang atau beberapa orang anggota --
Direksi untuk mengambil keputusan atas nama -
Direksi mewakili Perseroan di dalam dan —-—---
i Jusr pengifileng —~—seccmciesicimanm e ————
! 3) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi ————-———
kepada seorang atau beberapa orang pekerja --
Perseroan baik sendiri-sendiri maupun --———--

| bersama-sama atau kepada orang lain, untuk --
mewakili Perseroan di dalam dan di luar -----
pengadilan; ———=--—m e

4) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang —-—--———-
kepegawaian Perseroan termasuk penetapan ----
gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan -—----
penghasilan lain bagi pekerja Perseroan ————-

: berdasarkan peraturan perundang-undangan —---
Yang berlaku, dengan ketentuan penetapan ~----
gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan —-—--
penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui-

kewajiban yang ditetapkan peraturan -——-—-—-————-

perundang-undangan, harus mendapat ---——————-




persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum -
Pemegang Saham) ~eeeeeemm e &
Mengangkat dan memberhentikan pekerja —--——-—-=-
Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian -
Perserocan dan perundang-undangan yang ---————=
POrlaku; —=-cemmmcm e o el
Mengangkat seorang Sekretaris Perseroan.—-———-
Melakukan segala tindakan dan perbuatan -----
lainnya mengenai pengurusan maupun ----——-———-=
pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat -—----
Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak -~
lain dengan Perseroan, serta mewakili ————--—-
perseroan di dalam dan di luar pengadilan ---
tentang segala hal dan segala kejadian, -----
dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana —---
diatur dalam peraturan perundang-undangan, --
Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat -----

Umum Pemegang Saham.-——-———mmmm o

b. Direksi berkewajiban untuk : ——————mmmmmmmmmeee

1)
I'

2)

Mengusahakan dan menjamin terlaksananya —----
usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan --
maksud dan tujuan serta kegiatan usahannya; -
Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka ---—-
Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan -----=-=
Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta -
menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan --
Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan -
Rapat Umum Pemegang Saham; -—————=——cc——ceeae-

Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum -----

Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka ------




4

)

6)

|
|

E—

Anggaran Dasar; -—-==—-—=———mm e
Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar —---—-———-
Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, --
dan Risalah Rapat Direksi.-—————— oo
Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud —--—————-
pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, --—--
serta dokumen keuangan Perserocan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang tentang --—---—-
Dokumen Perusahaan.---—--—=-=cmmm o
Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan —-------
Standar Akuntansi Keuwangan dan menyerahkan --
kepada Akuntan Publik untuk diaudit.--—---——--—-
Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk -------
Laporan Xeuangan kepada Rapat Umum Pemegang -
Saham untuk disetujui dan disahkan, serta ---
laporan mengenai hak-hak Perseroan yang -----
tidak tercatat dalam pembukuan antara lain --
sebagai akibat penghapusbukuan piutang; -----
Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum -----
Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan; ---—-
Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi ---
yang telah disahkan cleh Rapat Umum ---—=====
Pemegang Saham kepada Menteri vang ——-----———-
membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia ------
sesual dengan ketentuan peraturan perundang--

undangan . ———————————m e

10 )Menyampaikan laporan perubahan susunan ---—-—-—-

"

Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris -

kepada Menteri yang membidangi Hukum dan ----

Hak Asasi Manusia.--——=-——--——mmm e




11 )Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar ----
| Khusus, Risalah Rapat Direksi, Laporan ------
| Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan ———----
sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 4) --
dan 5) ayat ini, dan dokumen persercan ———-—-—- -
lainnya . ~===== = e
12 )Menyimpan ditempat kedudukan perseroan : --—--
Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, ------=
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah --
| Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat -----
| Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen ----—--—-
keuangan Perseroan serta dokumen Perserocan —--
lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b ---
butir 11) ayat ini.-——=——— s
13)Menyusun system akuntansi sesuai dengan -----
Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan --
prinsip-prinsip pengendalian intern, -------=
terutama fungsi pengurusan, pencatatan, ----—-
penyimpangan, dan pengawasan; —-—--—--——-——————--
14 )Memberikan laporan berkala menurut cara dan -

i waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, -
| serta laporan lainnya setiap kali diminta ---

oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham;
15 )Menyiapkan susunan organisasi Persercan -----
é lengkap dengan perincian dan tugasnya; ---——-
i6 )Memberikan penjelasan tentang segala hal —--——
yvang ditanyakan atau yang diminta anggota ---
Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham; --—=-

| 17 )Menyusun dan menetapkan blue print ----————--

organisas1 PAESErcdn; ———————-————sseemmea———




18)Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya -----

| sesuai dengan ketentuan vyang diatur dalam ---
Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan --—----
oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan —--

peraturan perundang-undangan.—-————————————___

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib ---—--

4.

B

o .

6.

mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan -----
pengabdiannya secara penuh pada tugas, -----———==
kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan,----—-
Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi ---
harus mematuhi Anggaran Dasar Persercan dan —---
peraturan perundang-undangan serta wajib ---—---
melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme.---
Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad -----
baik dan penuh tanggung jawab menjalankan ------
tugas untuk kepentingan dan usaha Persercan ----

dengan mengindahkan Perundang-undangan yang -—-—-

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh -
secara pribadi apabila yang bersangkutan -------
bersalah atau lalai menjalankan tugasnya -------
‘untuk kepentingan dan usaha Persercan, kecuali -
apabila anggota Direksi yang bersangkutan ----—--
dapat membuktikan bahwa : ===
a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan ----

atau kelalaiannya; ----—--———mmmmmmme e ———
b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad ----

baik dan kehati-hatian untuk kepentingan ----

dan sesual dengan maksud dan tujuan --——-—-——--

Perseroan; —-—-—-—m—mmm e




¢. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik ---
langsung atas tindakan pengurusan yang —-----==

| mengakibatkan kerugian; --—-=—-===————————==-==

d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah -----
timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.--
Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi ---
di luar yang diputuskan oleh rapat Direksi -----
menjadi tanggung jawab pribadi yang ------====-=
bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud ---
disetujui oleh rapat Direksi.--—-—-——--------——===
Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus -

| mendapat persetujuan tertulis dari Dewan ------=
Komisaris untuk ! —=———————-rmm e m e e ———————
a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan ----
kredit jangka pendek; -——=—=—-=————————=————o==

| b. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha ----
atau pihak lain berupa Kerja sama Operasi ---
(KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate -----
Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build ----

Own Transfer/BOWT), Bangun Serah Guna -----—-
(Build Transfer Operate/BT0) dan ---——---——=-==
kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka -

| waktu tertentu vang ditetapkan oleh --———-——=

2 Rapat Umum Pemegang Saham; ----—--———-——-——====

c. Menerima atau memberikan pinjaman jangka ----

l menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang ---
atau piutang) yang timbul karena transaksi --
bisnis, dan pinjaman yang diberikan ---------=

kepada anak perusahaan Perseroan, dengan -—-==

ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan ---




10.

i Perseroan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;-

d. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet -—-
| dan persediaan barang mati; --——-———————————au_o
e. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan -----

umur ekonomis yang lazim berlaku dalam --—--—-

industri pada umumnya sampai dengan 5 --=—=-=

{(lima) tahun; —————————
f. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) —-----

tingkat di bawah Direkgl. —-===———sccmeaceaacaaaa-
Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ---—=——---
diterimanya permohonan atau penjelasan dan ----—-
dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan -----
Komisaris harus memberikan Keputusan -----—-—-——--
sebagaimana dimaksud ayat 8 Pasal ini.--—-——-—————-
Perbuatan-perbuatan d4i bawah ini hanya dapat ---
dilakukan oleh Direksi setelah mendapat --——====
tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan ----
persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham -----
Untuk | e e
a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan ----

kredit jangka menengah/panjang; -----———=====

b. Melakukan penyertaan modal pada persercan ---

c. Mendirikan anak perusahaan dan/atau —---------
perusahaan patungan; ——-————=——m e
d. Melepaskan penyertaan modal pada anak -------
perusahaan dan/atau perusahaan patungan; ----
€. Melakukan penggabungan, peleburan, =---=—==——==

pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran --

anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan:




. atau avalist); —————————=—=——————mesms——==as

Mengikat Perseroan sebagai penjamin {borg —--

Mengadakan kerja sama dengan badan usaha -
atau pihak lain berupa, Kerja Sama Operasi -=
{KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate ---==
Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build ---=
own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build-
Transfer Operate/BTO) dan kerja sama lainnya-
dengan nilai atau jangka waktu tertentu ----=
melebihi penetapan Rapat Umum Pemegang ----==
Saham sebagaimana dimaksud pada -----—--—-====
ayat. 8 huruf. b .Pasal ini; --————==————=====S8
Tidak menagih lagi piutang macet yang ---—===
telah dihapus bukukan; ---======-—-—-—=--=--===
Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap —--——
Perseroan, kecuali aktiva tetap bergerak ----

dengan umur ekonomis yang lazim berlaku ----=
dalam industri pada umumnya sampal dengan ---
S L1AME) LARINS s e e e
Menetapkan blue print organisasi Perseroan; -
Menetapkan dan merubah logo Perseroan; ---=-==
Melakukan tindakan-tindakan lain dan ------==
tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 -—=
Pasal ini yang belum ditetapkan dalam =====-==
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan; -----—-
Membentuk yayasan, organisasi dan/atau -----=
perkumpulan baik yang berkaitan langsung ----
maupun tidak langsung dengan persercan —-—-—-=-
yang dapat berdampak bagi Persercan; --—--—-—--=

Pembebanan biaya Perseroah yang bersifat ----

l
I
i
i
|
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tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi ---

dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan ~---
langsung maupun tidak langsung dengan ---=-—-=-
Perseroan; ----==—sccc-mmrmmmmm e m——————
o. Pengusulan wakil Perseroan untuk menjadi ----
calon anggota Direksi dan Dewan komisaris ---
pada perusahaan patungan dan/atau anak ------
perusahaan yang memberikan kontribusi ==-====-
signifikan kepada Perserocan dan/atau bernilai
strategis yang ditetapkan Rapat Umum ---—----
Pemegang Saham.-------—-—— -
Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari -------
sejak diterimanya permohonan atau —--———————————--
penjelasan/data tambahan dari Direksi, Dewan ---
Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis, -
maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat ---—=-======
memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan —----

tertulis dari Dewan Komisaris; ---————-=—-—-———-=-

.Direksi wajib meminta persetujuan Rapat ---——-——--

Umum Pemegang Saham untuk : -——--—ccmcceccccenae—-
a. Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau - ————-——-
b. Menjadikan jaminan utang kekavaan ---—-—-———=--

PREROEOND)  — e it e e e e e e v e

.Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat 12 —-——-

huruf a adalah transaksi pengalihan kekayaan —--
bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka ---——-

waktu 1 (satu) tahun buku.--——-c—————

.Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau ---==—==—--

menjadikan sebagai jaminan hutang atau —-—--——-——--

melepaskan hak atas harta kekayaan Persercan ---




15.

16.

sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini --=-
harus mendapat persetujuan Rapat Umum ————=====-=
Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili ----=
Pemegang saham yang memiliki paling sedikit ----

3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah -----—--—=

seluruh saham dengan hak suara yang sah dan ----

disetujuli oleh paling sedikit 3/4 (tiga per ----
empat) bagian dari jumlah suara tersebut. —-----=
Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, ----= '
dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham ke ---=

dua dengan kehadiran paling sedikit 2/3 (dua ---
per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham -----
dengan hak suara yang sah dan disetujui ---—-—----=
oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) --———--
bagian dari jumlah suara tersebut.--—-——-—————=-=—=
Pengalihan, pelepasan hak atau menjadikan ----=-=
jaminan hutang seluruh atau sebagian aktiva ----
tetap yang merupakan barang dagangan atau ----=--=
persediaan termasuk yang berasal dari --——-—--—-—-
pelunasan piutang macet yang terjadi akibat ----
pelaksanaan dari kegiatan usaha utama, tidak ---
memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang -----

Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 10 dan ----

Pengalihan, pelepasan hak atau menjadikan ------
jaminan hutang seluruh atau sebagian aktiva ---=-
tetap yang merupakan aktiva investasi, tidak ---
memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang -----

Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 10 dan ----




17.Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengurangi -----

| pembatasan terhadap tindakan Direksi diatur ---—-
dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan ———=—=—-
pembatasan lain kepada Direksi selain —--—-————--

vyang diatur dalam Anggaran Dasar ini.---—————=—m
18.Dalam rangka melaksanakan kebijakan -----=——=——-

| kepengurusan Perseroan, apabila tidak --—-—--——==-
ditetapkan lain oleh Direksi, Direktur Utama ---
berhak dan berwenang bertindak untuk atas --———-

nama Direksi serta mewakili Perserocan dengan ---
ketentuan semua tindakan Direktur Utama --------

r dimaksud telah disetujui oleh rapat Direksi.----
19.Apabila Direktur Utama tidak ada atau —--———————-
berhalangan karena sebab apapun, hal mana ------
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, ----

maka salah seorang anggota Direksi yvang --—--—----
ditunjuk secara tertulis oleh Direktur -—-————----
Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama --
Direksi serta melaksanakan tugas-tugas ----——---
Direktur Utama.—-—=====—--c e
20.Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan --—----
penunjukan, maka anggota Direksi yang terlama --
dan/atau yang tertua dalam jabatan berwenang ---
bertindak untuk atas nama Direksi serta -----=--
melaksanakan ftugas-tugas Direktur Utama.----——--
21 .Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang -—-
anggota Direksi yang terlama dalam jabatan, —=---
maka anggota Direksi yang terlama dalam —--=—====-

jabatan dan atau yang tertua dalam usia yang ---

berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi-




s P

gerta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama,—-_

22.Dalam hal salah seorang anggota Direksi selain -
y Direktur Utama berhalangan karena sebab -—-~-———=
apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan --—---——=

| kepada pihak ketiga, maka anggota-anggota —-—-—--
| Direksi lainnya menunjuk salah seorang -—-—---————=
anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas -
anggota Direksi yang berhalangan tersebut.,--———==
23.Direksi untuk perbuatan tertentu atag -----—-——==
tanggung jawabnys sendiri, berhak pula --———--==

{ mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil --
atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya -----
atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan ~--

tertentu tersebut vang diatur dalam surat —--—-—---

24 .Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota ---—-
Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang ----
Saham. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham -----
tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang --
tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang ----

\ di antara Direksi ditetapkan berdasarkan —-------
keputusan Direksi.--——-——cmmmmmm e

25.Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan --

{  petunjuk yang diberikan oleh Rapat Umum --—=-=—==

| Pemegang Saham sepanjang tidak bertentangan —--—-

| dengan peraturan perundang-undangan dan/atau ---
Anggaran Dasar ini.-=——=—-c—mmm o

= RAPAT DIREBESY = —— e

—————————————————— PABRL JB e i vl

Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat ----——-—




Direksi.=——mm e o e e
Keputusan dapat pula diambil di luar rapat -——=-=—---
Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju --
tentang cara dan materi yang diputuskan.----—-—————e-
Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah ---
Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat ---————-
Direksi dan seluruh anggota Direksi yang hadir, ---
Yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk ----
pernyataan ketidaksetujuan/dissenting opinion -----
anggota Direksi jika ada) dan hal-hal yang --------
diputuskan. Satu Salinan Risalah Rapat Direksi ----
agar disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ---—-—-
diketahui.—==————— e
Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan -----
setiap waktu apabila ! —————mmm
a. dipandang perlu oleh secrang atau lebih -—-——=----

anggota Direksi; -
b. Atas permintaan tertulis dari secrang atau -----

lebih anggota Dewan Komisaris; atau —-—-———————-—--
c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang ---

atau lebih pemegang saham yang bersama-sama ——-—-

mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih ----

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.--——-—
Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan -------
di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain -
di dalam wilayah Republik Indonesia.--—-===-———e——-
Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis -
oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan

dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3

(tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu




vang- lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, --=
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan
tanggal rapat.——=—=———ccmmem e
7. Dalam surat panggilan rapat sebagaimana dimaksud --
dalam: ayat 6 Pasal ini harus mencantumkan ---------
acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.-—---=-——-===
8. Panggilan rapat terlebih dahulu tidak disyaratkan =
apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.---3
9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh =-====
{ lebih dari 1/2 {(satu per dua) jumlah anggota —=—=—===
Direksi atau wakilnya yang sah dengan ----=-==—=——===
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud ------
dalam ayvat 8 Pagal ini.-————-==rmmmemee——— ==
10.Dalam mata acara lain-lain, rapat Direksi tidak ~--
berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota --
Direksi atau wakilnya yang sah, hadir dan -----==-===
menyetujui penambahan mata acara rapat.------——----=
11.8emua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.-—
12.Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -------=-=
berhalangan, maka salah seorang Direktur yang ----=
| ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama -----=1
vang memimpin rapat Dirsksi.--—-—-—————————====————==
13.Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan ----==—===
penunjukan, maka salah seorang Direktur yang ------= :
terlama dan/atau yang tertua dalam usia dalam ----=
jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin -----
rapat Direkgi.——=—==sr==mec——— s man—————— e

14.Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat ----===

sebagai anggota Direksi Perseroan lebih dari —=====




it 1 {satu} orang, maka Direktur yang terlama dalam --
jabatan dan atau yang tertua dalam usia yang ------
bertindak sebagai pimpinan rapat Direksi.--——-————==-
15.Untuk memberikan suara dalam pengambilan --—-——=————=-
keputusan, seorang anggota Direksi dapat diwakili -
dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya ----
berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus --
untuk keperluan itu.-————————e————— —
16.Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili ------
seorang anggota Direksi lainnya.----=—-—ccemmmmcmcaaaa
17.Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil --—====
{ dengan musyawarah untuk mufakat.-————————cee
18.Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan ----
musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan -
gsuara terbanyak biasa.—---——————mme—aaeo e
19.8etiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 --—---
i (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk ----
‘ anggota Direksi yang diwakilinya.---—===—ccmeeemeea-
20.Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak ---
setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat -----—--
adalah yang sesuai dengan pendapat ketua rapat ----
dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai -----
pertanggungajawaban sebagaimana dimaksud dalam —-—-—-
Pasal 11 avat 6, (-
21.Dalam hal usulan lebih dari dua alternative —-—-———-
r dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan ------
satu alternative dengan suara lebih dari 1/2 —-—----
{satu per dua) bagian dari jumlah suara yang ------

dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang ----—---

terhadap dua usulan yvang memperoleh suara —--—--- -




terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh ---
suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ---
jumlah suara yang dikeluarkan.----—- — e
22.Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui ----—-—-=
. -hasll Kaputuspn: Flpate e st i b et
23.5uara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak -
lam menentukan jumlah suara yang ------=
BENTURAN KEPENTINGAN = — - __
————mm—————-—--— Pasal 13 - -

1. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan-

Terjadi perkara di depan pengadilan antara ---—--
an dengan anggota Direksi yang -————--———--

hersangkutan; atay —————————m——ccmm e
| b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai ----

benturan kepentingan dengan Persergan.--——=——====-

2

2. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud ---
dalam ayat 1 Pasal ini, yang berhak mewakili ------
Persercan adalah : -- e ————
a. Anggota Direksi lainnya yvang tidak mempunyai ---
{ benturan kepentingan dengan Perseroan yang -----
ditunjuk oleh anggota Direksi lain yvang -------=
tidak mempunyai benturan kepentingan.----—---——--——-
b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota ----—-
Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan --
Perseroan.—————————————— e
¢. Pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum ---———--

Pemegang Saham dalam hal seluruh anggota -------

Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai —----=====




e

i benturan kepentingan dengan Persercan.----------
Dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai -------
benturan kepentingan dengan Perserocan dan tidak ---
ada satupun anggota Dewan Komisaris, maka ------—-=-
Persercan diwakili oleh pihak lain vang ditunjuk --

oleh Rapat Umum Pemegang Saham.--——-——————————eee=-

Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang -------
anggota atau lebih.-===-eccccmcme e ——
Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari ------
1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan ----——-
setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat --------
bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan --
keputusan Dewan Komisaris.--——————=——ccmmmmmmme e
Dalam hal Dewan Komisaris yang terdiri lebih ------
dari 1 (satu) orang anggota maka salah seorang ----
anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai ----—-———-—-
Komisaris Utama.---——=——-—=m—m e e e
Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan ---————--
Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap ----
melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu ----
5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah ;: ---
a. dinyatakan pailit; -=--=--—-———mrrmm—— e
b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan —-----

Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang —-----

dinyatakan bersalah menyebabkan suatuy ---——==—===

Persercan atau Perum dinyatakan pailit; atau ---
¢. dihukum karena melakukan tindak pidana yang --—-

merugikan keuangan Negara dan/atau yang --------




berkaitan dengan sektor keuangan.--—-—-————————ea-o

5. Selain:.persyaratan sebagaimana tersebut pada ----==

ayat 4 :Pasal ini, harus pula memenuhi persyaratan -

lain yang ditetapkan oleh instansi teknis —--——————=
berdasarkan peraturan’ perundang-undangan,———-—-——====

6. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ---

ayat 4 Pasal ini, dibuktikan dengan surat ----—-——-=
pernyataan yang ditandatangani oleh calon -—=—===—-o
anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut —-—-————-_
disimpan oleh Persercan.—--——————-eooemmm-. ———————
7. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud -~---=
pada ayat 4 Pasal ini, pengangkatan anggota -—-----=
Dewan ‘Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan -
integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah ----—
manajemen:perusahaan yang berkaitan dengan salah --
gatu fungsi menajemen, memiliki pengetahuan -------=
| yang memadai di bidang usaha Perserocan, dan ------ -
dapat menyediakan waktu yang cukup untuk —--—-—-————-
melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain ---—---==

: berdasarkan peraturan perundang-undangan.------—--——-=

@o

Pengarngkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak ---
! memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ~---
ayat 4 Pasal ini, batal karena hukum sejak -------=
saat -anggota Dewan Komisaris lainnya atau ---—-—====
Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan -

tersebut s -—trebm e e

i

9. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak ---—-—--=

bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota —---—-

Direksi.——-—===—— e e e e e

10 .Anggota: Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan




[ oleh Rapat Umum Pemegang saham.----—=———=—ccccemeaaaa
11.Anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon-calon -
vang diusulkan oleh para Pemegang Saham dan ~--~—---
pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat Umum -----—-
Pemegang Saham.-——=~—ccmmm e

| 12.Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan ---
' 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk ---
1 (satu) kali masa jabatan.-——====-—cccccmcccmm————
13.Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat -------
| diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum —---
Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya.------—-

14 . Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana -
dimaksud pada ayat 13 Pasal ini dilakukan ---————---

i apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan ---——-—
Komisaris yang bersangkutan antara lain : —-————=—

a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; -

b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan -----—----
perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran -

Dasar ini; -

c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan --—-——=———-
Persercan dan/atau Negara; -—-—=—==cccmmmmaammaaoo

d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau
kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai ----

anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik ------

e. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan --
[ yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; ------

( L PR T LT ST F O

. 15.Disamping alasan pemberhentian anggota Dewan ——-——-—
|

§ Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 14 -—-———--
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16,

17

18

20

21

.Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana

.Dalam hal pemberhentian dilakukan diluar forum ---+=

.3elama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud -

.Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud --

huruf a sampai dengan f Pasal ini, anggota Dewan
Komisaris dapat diberhentikan oleh Rapat Umum ---
Pemegang Saham berdasarkan alasan lainnya yang --
dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham -——--
demi kepentingan dan tujuan Perseroan.--—-———————=
Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris ~--=
sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini ----—- :
diberitahukan kepada anggota Dewan Komisaris yang

bersangkutan secara tertulis oleh Pemegang Saham.

dimaksud pada ayat 14 huruf a, b, ¢, 4 dan ---——-
ayat 15 Pasal ini, diambil setelah yang —--——---———-—o :

bersangkutan diberi kesempatan membela diri.----—-- :

Rapat Umum Pemegang saham, maka pembelaan diri --
sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini ------
disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham
dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung —------= -
sejak anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan -
diberitahu sebagaimana dimaksud pada ayat 16 -———-=

Fasal. dnl. resr-prrmmmp e e e el

.pada ayat 13 Pasal ini masih dalam proses, —-—————-= i

maka. anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan ----

wajib melaksanakan ,tugasnya sebagaimana mestinya.-- |

pada ayat 14 huruf ¢ dan e Pasal ini merupakan ----
pemberhentian dengan tidak hormat.-—=-——=——cc—ecee=- -
Antara para anggota Direksi dan —-—=—-ceccecceea—a -

anggota Dewan Komisaris tidak ---——---———--———=vu=




| boleh ada hubungan keluarga sedarah atau -----=----
-hubungan karena perkawinan sampai dengan derajat --

| ke—-3 '(ketiga), baik menurut garis lurus maupun ----

i garis: kesamping.——===—=—— e m e e
22.Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud ----
pada ayat 21 Pasal ini, maka Rapat Umum Pemegang --

| Saham. berwenang memberhentikan salah seorang —------
diantara mereka.———-—————c— e

| 23.Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium ----—-—-
dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna ---
jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan -----—-—-
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan —-——-—-———————=o

memperhatikan ketentuan peraturan perundang- ------

undangan yang berlaku.,-—--—-————-=mmmmmm e
| 24 . Pembagian kerja diantara para anggota Dewan ----—--
i Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan --=-=-——=
; untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat ---
. dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang --—----
| diangkat :dan-diberhentikan oleh Dewan Komisarig ---

L ATEE DODEN  POTBOT OHE o =i o i e e e e e e i

25.Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan —--—-
| Komisaris lowong, maka ! ==—==—————mmmm e
a. Rapat Umum Pemegang Saham harus --———=—=—=—c—mme—e—x

f diselenggarakan dalam waktu paling lambat ----——-

: 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, -
untuk mengisi lowongan tersebut; =—-———-ceceaaeaao

; L. Dalam hal lowongan jabatan disebabkan oleh -----

| berakhirnya masa jabatan anggota Dewan ---------

,i Komisaris, maka anggota Dewan Komisaris yang ---

|| berakhir masa jabatannya tersebut dapat --------

R R L L 5




I ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham --—---<
| untuk sementara tetap melaksanakan tugas -====
| sebagal anggota Dewan Komisaris dengan tugas, =

kewenangan dan kewajiban yang sama.-—----="7"7%

c. Kepada Pelaksana Tugas anggota Dewan Komisaris
sebagaimana dimaksud pada huruf b pada ayat --=
ini, diberikan honoratium dan -—-—-————=r=s
tunjangan/fa51litas sebagai anggota Dewan =====

: Komisaris, kecuali gantunan Purna Jabatan.-===<=
. 26.Apabila karena sebab apapun juga Perseroan —---—"=%
| tidak mempunyai secrangpun anggota Dewan —--—-—-===<

| Romisaris, maka : ses4mdme——o—-ssssooSITETTTTT G .

a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) -----=
hari setelah terjadi lowongan, harug —-—=-——=====
diselenggarakan Rapat ymum Pemegang Saham ----==<
untuk mengisi lowongan itu; ——=——————————=ss=sTs

| b. Selama jabatan Dewan Komisaris lowong gelain --- _
karena berakhirnya masa jabatan, maka Rapat ----

Umum Pemegang Saham menunjuk seorang atau —---——-

beberapa orang Pemegang gaham atau pihak lain --

. untuk sementara melaksanakan tugas Dewahi ————===

D

i c..Dalam hal lowongan jabatan disebabkan oleh -----

karena berakhirnya masa jabatan, maka anggota --
Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya -=

| tersebut dapat ditetapkan oleh Rapat Umum —-——==-== %
Pemegang Saham untuk sementara talbap ———=—=——==m
melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan —-—=====<

| | Komisaris dengan tugas, kewenangan dan —--—--——-—"7

kewajiban yang Sama.----—----=T=TTTTTImTmIEEIEOOE ‘

e ———
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d. Kepada Pelaksana Tugas anggota-anggota Dewan ---
| -Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf b ----
i_ dan.c ayat ini, diberikan honorarium dan -------
| tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan ------

| Komisaris, kecuali Santunan Purna Jabatan.------

i 27 .Seorang- anggota Dewan Komisaris berhak -----—-======

[
|
I
1

]

i

|

mengundurkan-diri dari jabatannya dengan -----—-—-=-=
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya -
tersebut kepada Persercan dengan tembusan kepada —-
Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris lainnya ---
dan Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari ----
sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila —------
dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal ---
efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari -----
tanggal surat diterima, maka dianggap tidak ------—-

menyebutkan tanggal efektif pengunduran d4iri,------

28 .Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh ---

|
1
|

{

|

anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan atau ----
dalam waktu 30 (tiga ‘puluh) hari sejak tanggal ----
surat permohonan pengunduran diri, tidak ada -----—-
keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham, —-——-————-—-
maka anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti ----
dengan sendirinya pada tanggal yang diminta -----—--
tersebut diatas atau dengan lewatnya waktu 30 -----
{(tiga puluh) hari sejak tanggal surat permchonan —-
pengunduran diri diterima tanpa memerlukan --------

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham,--—-—-——-————-—-

29 Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :-

}
\

il

¥

a. Meninggal- dunia; -~————r-———"—»—--—»—-"—-

b. Masa jabatannya berakhir; -—--—-—-—-cecccmcccccccacaa




30.

314

32

c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat umum -
Pemegang Saham; dan/atau —-—-—-—-——=—-mmmmemeo
d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai —------=

anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran ---

. Dasar ini-dan peraturan perundang-undangan ----=
lainnya; ~—=r——mmm—— e e '
Ketentuan sebagaimana ayat 29 huruf d Pasal —-————=

ini termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap ---
jabatan yang dilarang dan pengunduran diri.-—————e—-
Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti --———-—--
sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir ---
kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka -----
yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas ----
tindakan-tindakannya yang belum diterima --———=—=—=

pertanggungjawabannya oleh Rapat Umum Pemegang ----

.Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan -

rangkap sebagai ; —-———=—mmmmmm .
a. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan ——---———=-
peraturan perundang-undangan, pengurus partai --

| politik dan/atau calon/anggota legislative —-—---

| dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala —---—-

i..Daerah; dan atau --———=——— L

b. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan ---
kepentingan.———————————— e

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS =-

———————————————————— Pagal 15 -——————

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan ---—--

terhadap kebijakan pengurusan, jalannya ————-————--=

pengurusan pada umumnya baik mengenai Perserocan --—-




——

maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh --------

Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi ---

S e S E————

termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana --
| Jangka Panjang Persercan, Rencana Kerja dan -----=-
Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar -
dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta --——

peraturan- peruhdang-undangan vang berlaku, untuk --

kepentingan Petrserocan dan sesuai dengan maksud ----
dan tujuan PerSerOan.————— e o o
Dalam.melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud -----
’ padarayat-4-Pasal ini, maka ;: -————————-——————— -
| a. Dewan Komisaris beérwenang untuk : —————————meeee-
1) 'melihat buku-buku, surat-surat, serta —-------
i vdekumen-dokumen lainnya, memeriksa kas -----—-

.
untuk keperluan verifikasi dan lain-lain ----
surat berharga dan memeriksa kekayaan --~----
[ PO OI QAL , == e i o o e e e e
2) memasuki pekarangan, gedung, dan kantor -----
+ Yang 'dipergunakKan oleh Perserocan; ----—-------
J) meminta:penjelasan dari Direksi dan/atau ----
pejabat lainnya mengenai segala persocalan ---
vang menyangkut pengelolaan Perseroan; —---—-—-—
4) mengetahui segala kebijakan dan tindakan ----
| riyang .telah dan akan dijalankan oleh Direksi;-
| 5) meminta Dirsksi dan/atau pejabat lainnya ----
dibawah Direksi dengan sepengetahuan ---——-—-
Direksi untuk mienghadiri rapat Dewan ------—-
cKomisaris; =
6 ) rmengangkat dan memberhentikan sekretaris ----
kigDewan Komisaris, jika dianggap perlu; -------

!




8)

9)

memberhentikan sementara anggota Direksi ---=~
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini; -
membentuk komite-komite lain selain ----==-==
Komite Audit, jika dianggap perlu dengan ---=-
memperhatikan kemampuan perusahaan; -------==

menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu --
dan dalam jangka waktu tertentu atas ---=---=--=

beban Persercan, jika dianggap perlu.-------=

10 )melakukan tindakan pengurusan Perseroan -----

[

|
|
i

dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu ---
tertentu sesual dengan ketentuan Anggaran ---

Dasar inil.==-—ssscmmcmc e ————

11 )menghadiri rapat Direksi dan memberikan ---=-=

pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang ---

12 )melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya --

sepanjang tidak bertentangan dengan ---------
peraturan perundang-undangan, Anggaran —----—--
Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum -----——-

POIMBYEANG. BELIBE| i o oo o s o i e e e i

Dewan Komisaris berkewajiban untuk : ---—-—-—====-

1)

f

2')

Memberikan nasihat kepada Direksi dalam —-----
melaksanakan pengurusan Perserocan; =-----—--——--=-=
Meneliti dan menelaah serta menandatangani --
Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan -------
Rencana Kerja dan Anggaran Dasar Perusahaan -
yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ---————-
ketentuan Anggaran Dasar inji; ---——-==-—--====

Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat --

Umum Pemegang Saham mengenai Rencana —-----——-




fi‘JangkasPanjang”Perseroan dan Rencana Kerja --

| -dan -Anggarah Perseroan mengenai alasan —---——--

!
!
i
!'Déwan Komisaris menandatangani Rencana ------
i Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan --------
irooi luAnggaran Perusahlan; ——————mmmmmmm e ————
“f=;f4) Mengikuti- perkembangan kegiatan Perseroan, --
ha,i ©imemberikan péndapat dan saran kepada --------
Rapat  Umum: Pemegang Saham mengenai setiap ---

:|- masalah yvang dianggap penting bagi --————====
?vkepﬂngumubaanerseroan; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

t 5j:Mélaporkan déngan: segera kepada Rapat Umum --

| [ Pemegang Bahami apabila terjadi gejala - —————-

b menurunnya kinerja Perseroan; ——---—---—---——-
| 6) Meneliti dan menelaah laporan berkala dan ---

{ laporan tahunan yang disiapkan Direksi ------

{ serta menandatangani laporan tahunan.------—-

7) Memberikan penjelasan, pendapat dan saran ---

f kepada Rapat Umum-Pemegang Saham mengenai ---

[ l Laporan Tahunan, ‘apabila diminta; ---———-———-=

' 8) Menyusun program“kerja tahunan dan -----—-=--—-

f dimasukan dalam Rencana Kerja dan ---—-====—=

I Anggaran Perusahaan} —-—-—————=——ccmmmmmmm—————

i 9) Membentuk RKomite Badit; -———----mmmmmmm

10)Mengusulkan Akuntan‘Publik kepada Rapat —---——-

Umum Pemegatig- Saham} ~—————

11 )Membuat risalalh rapat Dewan Komisaris dan ---

57 1) SN - E IményYimpan ‘salinannya; ---————-———————————————

| 12)Melaporkan kepada ‘Perseroan mengenai --------

| kepemilikan sahamnya -dan/atau keluarganya ---

‘ pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; -




—.--1--..-—.-.-—1

|
1
H

|

13)Memberikan laporan tentang tugas pengawasan =
| yang telah dilakukan selama tahun buku —--—--=
5 yang baru lampau kepada Rapat Umum -———-—======
| Pemegang Saham.-~--~=-- e
| 14)Melaksanakan kewajiban lainnya dalam ------- -
; rangka tugas pengawasan dan pemberian ------=
nasihat, sepanjang tidak bertentangan ------ -
dengan peraturan perundang-undangan, ----—----=-

| Apnggexan.Pagar; dan/atau keputusan Rapat ----=

Umum Pemegang Saham; --——————--------————so

3.-Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap ---——==

!

anggota Dewan. Komisaris harus : -———————-——ee
a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan —---—--—---——-—=
[ perundang-undangan serta prinsip-prinsip =-—-=====

profasionalisme;, —-———=—=mmmmmcc e e

‘“ b. Beritikad.baik, penuh kehati-hatian dan —---——-=

4.

e oo by

bertanggung jawab..dalam menjalankan tugas -----=
{ pengawasan dan pemberian nasihat kepada --—----=
Direksi untuk kepentingan Persercan dan -————==a
sesual dengan maksud dan tujuan Perseroan.----=-=
fetiap . .anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung ---
jawab,K secara pribadi atas kerugian Persercan ——-—--—-

apabila yang bersangkutan bersalah atau lalaji -=—-=

menjalankan tugasnya -sebagaimana dimaksud pada —----

ayat 1:Pasak d@i.srmmommmmmm e
Dalam hal -Dewan -Komisaris terdiri atas 2 (dua) ----
anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung ------
Jawab sebhagaimana dimaksud pada ayat 4 berlaku ----

secara tanggung renteng bagi setiap anggota —-——-—=—=

Dewan Komigaris.-—v---—-——————— e e




Anggota Dewan Komisaris tidak dapat ---=-=--=--====---
dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana ---
dimaksud pada ayat 4 Pasal ini apabila dapat ------
membuktikan : -———————mmemm e e
a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad -------
l baik dan kehati-hatian untuk kepentingan -------

i Persercan dan sesuai dengan maksud dan tujuan --

PergerOal. ———————— e

b. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik ------

langsung maupun tidak langsung atas tindakan ---

pengurusan Direksi yang mengakibatkan --—-------—-
kerugian; dan ————=———mmm e e
c¢. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk --
[ mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian -----
E

LErSeDUL . — == e e e e e

i ———————————— = RAPAT DEWAN KOMISARIS = ———————=====

----------------- PRER] Bl i s o i ot i o

Segala keputusan Dewan Komisaris diambil ----——----
dalam rapat Dewan Komisaris. - -———————————===—==—===
Keputusan dapat pula diambil diluar rapat Dewan ---
Komisaris sepanjang seluruh anggota Dewan ---————--
Komisaris setuju tentang cara dan materi yang —-----
diputuskan. ----——===—————————————— ==
Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat ---
risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan-
(termasuk pendapat berbeda/dissenting opinion -----
anggota Dewan Komisaris, jika ada) dan hal-hal ----
yang diputuskan. -——==—————ceececmrn— e —-
Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada ----—==---—-

ayat 3 Pasal ini ditandatangani oleh ----—----=-———-




ketua rapat dan seluruh anggota Komisarig ——-————=e-
¥ang hadir dalam Tapll.~=—=-———— e m e e -
Asli Risalah Rapat Dewan Komisaris disampaikan ----
kepada Direksi untuk disimpan dan dipelihara, -----
sedangkan Dewan Komisaris menyimpan salinannya. --—-
Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila -----—==
diadakan ditempat kedudukan Perseroan atay —--——-——-—=
ditempat lain di dalam wilayah ——==—— oo
R e T R S i = e et s e e e e e i e
Dewan Komisaris mengadakan rapat paling ---——-———==
sedikit setiap bulan sekali, dalam rapat —————————=
tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang --—---——--
Pireksl . —=rase—sn st b= ——— ey S e =
Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat --—-———-———===
sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) ----—--——————=
atau beberapa anggota Dewan Komisaris, --—————————-
permintaan Direksi, atau atas permintaan —-———-——-—=
tertulis dari 1 (satu) atau beberapa Pemegang -----
Saham yang mewaliki sekurang-kurangnya 1/10 ——=——wa
{satu persepuluh) dari jumlah saham dengan ----—--—--=
hak suara,. dengan menyebutkan hal-hal yang -----===
akan dibicarakan. s—-——teecccccc e cmcm e - -
Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan -------
secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh ----
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ---—-----
Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka -----=
waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat ---
diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat ------
jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak ---——————=

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -——




I

!

10.Pangrilan. rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 9 --

e rapa Tt i e e e e ——————

.- Pasal 4ni’ Harus mencantumkan acara, tanggal, ------
i
. waktu dan tempat rapat. -—--———————emcemcmccm e ————

11~ Panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan ---—----
i

12.Rapat Dewan Komisaris:-adalah sah dan berhak -------

. apabila. semua anggota Dewan Komisaris hadir ------

: dalam rapat: s=——teef e e e e e e

r;menqambil'keputusan*yanq mengikat apabila ----==---
| dihadiri- atau diwakili- oleh lebih dari % (satu ----
i
|

|7 per;duaj: jamlah anggota Dewan Komisaris, ------~-—-

i 13iDalam-mata: agara lain, tapat Dewan Komisarig ---—---

SEE—

tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua --~
»anggota Pewan Komisaris atau wakilnya yang sah, ---

| hadir dam menyetujui: pemambahan mata acara -----—--—-
rapat,: —q-ror-———=——- e
14,.8eoxang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili --—
wGalam;xapat -bhanya oleh anggota Dewan Komisaris —--——-—

[
' ..lainnya. berdasarkan. kuasa tertulis yang diberikan -

s+ khusus uptuk:kdperiuan itu, —~ec—mmm— e
i

15.8eorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat —------
| -mewakili seorang anggota Dewan Komisaris -------—--——
TlAIRNYE . — ot e e e e e
16.8emua rapat-Pewan Komisaris dipimpin oleh ---————==
! Kamisaris Utama. ec=-hbsloceocc e ——————————————
17.Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau --------
g;barhalanqanﬁ rapat Dewan Komisaris dipimpin ----=---
i.oleh.seorang gnggota 'Dewan Komisaris lainnya ---—--—-

i:Hanarditunjnknoleh-xomisaris NP, s i i i bt

18.Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan --——————=




penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang -----
paling lama menjabat sebagai anggota Dewan —-——--—-——-

| Komisaris bertindak sebagai pimpinan rapat Dewan --
Komisaris. -—=s=—r====————e—eee—— ——————— e et
19.Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling -----
lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris -----
lebih dari satu orang, maka anggota Dewan -———————==

| Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 18 -————--
Pasal ini yang tertua dalam usia bertindak --------
sebagai pimpinan rapat. =———=-cmmmmmmm—— e
20.8emua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris ------=
5 diambil dengan musyawarah untuk mufakat, —--————————-
21 .Apabhila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, -
maka keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengan

| suara terbanyak biasa. -————-——————————
22.8etiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk -———-——-
mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) ---==
suara untuk anggota Dewan Komisaris yang ----------=

diwakilnva. ---=-=-—==-- e e —————

B
w

.Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak --——----
setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat -------
adalah yang sama dengan pendapat pimpinan --------—-
rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan -------
mengenai pertanggungjawaban sebagaimana ------====-
dimaksud pada pasal 15 ayat 4,5 dan 6, --—-—-—--==—===
kecuali mengenail diri orang, pengambilan ------—----
keputusan rapat dilakukan dengan pemilihan ------——-

BOCATE Lartulup. — e i o i i i s e s

|| 24.8Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui hasil --




. 0 L

25.Dalam hal usulan lebih dari dua alternative —--—-—----

dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan ------

satu alternative dengan suara lebih dari 3 ----———-
{ (satu per duwa) bagian dari jumlah suara vang ------
| dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang -------
terhadap dua usulan yang memperoleh suara ---------
terbanyak sehingga salah satu usulan - —————-—————--—-
memperoleh suara terbanyak sehingga -------=-eeee—-

salah satu usulan memperoleh suara lebih dari ¥ --

| {satu per dua) bagian dari jumlah suara yang ------
| dikeluarkan. -—=--—mm o
26 .8Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak -
! dihitung-dalam menentukan jumlah suara yang —-------
| dikeluarkan dalam rapat. -—————ceecmmmm e —————
===~ = RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN = ----
-------------------- Pasal 17 - ————
| . Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran--
’ Perusahaan untuk setiap tahun buku, yang sekurang--
' kurangnya memuat : -=--—-——mmm e
a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan -
1 perusahaan, dan program kerja/kegiatan. ---——----
, b. Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap ----
anggaran program kerja/kegiatan. ---—-——-—ceee---
| ¢. Proyeksi kéuangan Perseroan dan anak ----—--—-———==-=
[ Perusahaannya. —————————cm e
| d. Program Kerja Dewan Komisaris, dan; --—-—--=====—=
: @, Hal-hal lain yang memerlukan keputusan Rapat ---
| Umum Pemegang Saham. ———————ommm

2. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ---




bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk ---

tahun buku yang lampau.————=====—cc oo e m e —_—— e

; 3. Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan --=-==-=
keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, --

| vyang telah ditandatangani oleh seluruh anggota ---~-
Direksl disampaikan kepada Dewan Komisaris ----—---

| untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum ---——-=—-=
disampaikan kepada Pemegang Saham. ----—--——-—————o-o

i 4, Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada --——-—-——--
ayat 3 Pasal ini ditetapkan oleh Rapat Umum ----—-—--
Pemegang Saham atas usul Dewan Komisaris.-------=--
! 5. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ---=-==----
ayat 2 Pasal ini, yang telah ditandatangani oleh --
seluruh anggota Direksi dan semua anggota Dewan----
Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada --—-———----
Pemegang Saham paling lambat 5 (lima) bulan ---—---—-
setelah Tahun Buku berakhir dengan memperhatikan --
ketentuan yang berlaku. ——————mmmm e
! €. Dalam hal anggota Direksi dan Dewan Komisaris —----—-
tidak menandatangani Laporan Tahunan dimaksud -----
harus disebutkan alasannya secara tertulis atau----

i alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam -----
| Surat tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan ----
TAahUNAN . = mm e e e e o e

i 7. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan Dewan ------
i Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan----

sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini dan ----

tidak memberi alasan secara tertulis, yvang --------




S ——

8.: Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk ----——--—=

pengesahan laporan Kkeuangan sebagaimana —----—-—-—-=-—==

b
i
| dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, dilakukan oleh ----

Rapat Umum Pemegang Saham paling lambat pada ----=-

| akhir bulan keenam setelah tahun buku berakhir.----

9. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk --—------=

l

- pengesahan laporan keuangan oleh Rapat Umum ---=-=-=-=
Pemegang Saham, berarti memberikan pelunasan dan --
.pembebasan kepada para anggota Direksi dan --——===—=—
. anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan —-——==--
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun -----
buku, yang lalu, sejauh tindakan tersebut -----=-==--
ternyata dalam Laporan Tahunan termasuk laporan----

keuangan serta sesuai dengan ketentuan yang -------

DOBTRI, i o o i e s e

10.Laporan Tahunan termasuk

Laporan Keuangan --------

sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini harus --

* disediakan di kantor Perserocan sejak tanggal ------

ananggtlan sampai dengan tanggal pelaksanaan --—----

L:Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan -------
Pemegang Sahall., =———rees——e——c— e — - e e —————os -
11.Dalam hal laporan keuangan yang disediakan --------

| ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan ---------

I
| -anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris -------

j secara tanggung renteng bertanggung jawab ---—-—--

i terhadap pihak yang dirugikan, kecuali apabila ----

terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena ------

ROBEL ARMNYH : e = e e m s ——————————————————

———e e e —————— —

PELAPORAN = —————emmmmm————— =

Pasal 19




1. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang -----

‘ memuat pelaksanaan

| Perusahaan. —--—=-=-=

Rencana Kerja dan Anggaran -----

e e T o

2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat----—-

’ (1) pasal ini meliputi laporan triwulan dan ---—-—-—-—

i} laporan tahunan. --

3. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada --

disampaikan dengan

B e I )

perundang-undangan.

ayat (2) pasal ini,

Pemegang Saham., -~-

Direksi sewaktu-waktu dapat- --

pula membperikan. laporan khusus pada Dewah —-——-—=—====

Komisaris, Pemegang Saham, dan/atau Rapat Umum ----

4. Laporan berkala dan, Laporan lainnya sebagaimana --

dimaksud dalam ayat (1) dan (3) pasal ini, ---=——a=

bentuk, isi dan tata cara -----

penyusunan sesuail dengan ketentuan peraturan —----—--

. e

5. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulan —-—--—---

i kepada Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham ~----

| paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah --—------

i berakhirnya periode triwulan tersebut. —-————————eeo

6. Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat--—-

| -5 pasal ini ditandatangani oleh semua anggota -----

| Direksi..---—- P ——

e . T S o o e e

7. Dalam.hal.ada anggota Direksi tidak —-———-——-—ccceua

s et e e e S ——

menandatangani laporan triwulan sebagaimana ---- --
dimaksud pada ayat 6 pasal ini, maka harus --------
disebutkan alasannya secara tertulis. ——==——ccmee—-

= RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM = ————c=ec——-




|

|
|
’l”r--1%::rﬂw;=eRAPAT.UHUH PEMEGANG SAHAM = —-——————===
i1

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Persercan adalah; -
a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana -
dimaksud dalam Pasal 21 Anggaran Dasar ini. ----
‘ b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang —--———-——-—-=
| selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat -

Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat ----
. Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu-

-}.. berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur dalam-—

| Pasal 22 Anggaran Dasar ini. -—-—-—--—-——-———-=———-
|.2, Yang dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam
Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat --
Umum Pemegang Saham: Tahunan dan Rapat Umum —-———-—-——-

Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas —-—-

S — ——

! ditentukan lain.-=-—e—eccccccnmcccccncc e n——

3. Rapat Umum Pemegang Saham, dalam mata acara lain---

lain. tidak berhak mengambil keputusan, kecuali ----

semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam-

Rapat Umum Pemegang Saham dan menyetujui penambahan

mata acara rapat. —~=———m—mm e ———————

i

Keputusan atas mata acara Rapat Umum Pemegang Saham

[ Yang ditambahkan harus disetujui dengan suara -----

* E bulat. — = e
i ------ = RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN = ——————

| I.—*+1 ————— e e Pagal 21 -————-————m——————————

I 1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan tiap- --

s 1.tiap tahun meliputi ! —=——cccccccccccccc e ———

|
| a. Rapat Umum Pemegang Saham mengenai persetujuan -

\
\
\

[
i

" laporan tahunan, =<-e-ccccccccccccccccce e e
|
|




ii b. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai ------
persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran —--—-—————aao
POIUBADAAN: ~vrormr st e e ——— e
2. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui-
laporan tahunan diadakan paling lambat dalam bulan-
Juni setelah penutupan tahun buku yang —————————ooo
bersangkutan, dan dalam rapat tersebut Direksi ----
MeNYamPaikan : ————— e
a. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ---===
i Fasal 1B ayat 5. ~-—<cc e s
; b. Usulan penggunaan laba Bersih Perseroan. ---———-
¢. Hal-hal lain yang perlu persetujuan Rapat ------
Umum Pemegang Saham untuk kepentingan perseroan.

3. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan URtUK ——-—-—————e—

[ menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan --
; diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari ---—---=
| setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran ---—

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang --—-=-——=-=

bersangkutan) dan dalam rapat tersebut Direksi ----

menyampaikan : —--——m e e

a. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan-

' termasuk proyeksi Laporan Keuangan sebagaimana -

[ dimaksud pada Pasal 17 ayat 1. —————cmmmmmmm

5. Hal-hal lain yang perlu persetujuan Rapat Umum -

Pemegang Saham untuk kepentingan Perseroan yang-

; belum dicantumkan dalam Rancangan Rencana Kerja-

dan Anggaran Perusahaan. —-e-cececmmm e ecc—e———

4. Dalam Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat

f juga dimasukkan usul-usul vang diajukan oleh Dewan-

Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang --—-




| saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu —--—-
il persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang -
sl alu ikeluarkan: Perseroan dengan hak suara yang -
asa dengan kkbtentuan bahwa usul-usul Yang -—————-—=--
- bersangkutan' harus sudah diterima oleh Direksi ~-—--
osebelamn tangyal’ penggilan Rapat Umum Pemegang ----

Sahain Tahunalss —>-laus 2 e

[
' S.a¥sulan: Dewan Komigardis daa/atau Pemegang Saham yang

| F—tidak sesuai dengan keteantwan sebagaimana dimaksud-

!;:padasayat:iﬂvasalﬁini‘hanya dapat dibahas dan -----
’ diputuskan-6leh:Rapat Omum Pemegang Saham dengan --
!- ketentuan-bahwa“seiuruhiPemegang Saham atau ---—----
j-~wakiinra-yang%sdhuhadif@daﬁ menyetujui tambahan ---
,n acaral/tdrdebut ; dan keputusan Rapat Umum Pemegang -
‘~-Sah&m-atas usulan ‘tersebut harus disetujui dengan -
|- Suara. bulat. —-ememeee e

| © =< = RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA = ————-

‘sotdap wWaktu berdasarkan Kebutuhan untuk kepentingan--
R EET O .. e e e
—==—=~ = TEMPAT DAN PEMANBGILAN RAPAT UMUM = —————_

Trrotm e A—guinoz 3 PRMEGANG BAHAM = —————— e

- ——————— e il PEBAT 23 ——mmme e

|
| i Semua: Rapat' Uiisn Pemegang Saham diadakan ——--—-———--

r ditempat’ kedudukan Perseroan atau ditempat ----=---
| e

| Pefseroan:melakukan kegiatan usahanya yang utama --
|

¥Yang-terietak di- wilayah Negara Republik ————=—e—--



l

dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua --
pemegang saham menyetujui diadakannya Rapat Umum --
Pemegang: Saham terssbut maka Rapat Umum Pemegang —-
Saham dapat diadakan dimanapun dalam wilayvah ----—-=
Regara . Republik: Indonesia, -—==-———cmmmmmmmmmeas
Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ----
pada ayat 2 Pasal ini dapat mengambil keputusan- --

lika keputusan tersebut disetujui dengan suara ----

Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang ------
Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar --
Biasa dengan didahului pemanggilan Rapat Umum -----
Pemegang Saham. ~—-=wsscmmmm e el
Penyelengaraan Rapat Umum Pemegang Saham -------=-=
sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat pula -------
dilakukan atas permintaan : --—————————————m—m—————
a. seorang atau lebih Pemegang Saham yang --———-—=-—=

mewakili paling sedikit 1/10 (satu —-——-—=—————=-==

persepuluh} bagian dari jumlah seluruh ---——=——--

saham yang telah dikeluarkan Persercan ---------

dengan hak suara yang sah atay -—-————————cmmmaeao
b.. Dewan Komisaris -——==—ce oo
Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayar 5 -------
Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan Surat----
Tercatat disertai dengan alasannya. —--==——=—e——cma=
Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal -----
ini pamun tidak terbatas pada : ——-—--—-—————-——————o
a. Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum --———-——-——-

Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan —-----————-=

\} ketentuan yang berlaku. —-—---====-=====———-—————-




10

11

b. Masa jabatan anggota Direksi dan/atau ------=-—--

anggota Komisaris akan berakhir atau —--———------
¢. Dalam hal Direksi berhalangan atau ada --———————-

pertentangan kepentingan antara Direksi dan ----

Perseroan. ———————mmmm e e e e ——
Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 6 ---
Pasal ini yang disampaikan oleh Pemegang Saham ----
tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.----
Direksi wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum ----
Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ---
Pasal ini dalam jangka waktu paling lambat 15 --———-
(lima belas) hari terhitung sejak tanggal ---------
permintaan penyelengaraan Rapat Umum Pemegang -----

Saham diterima. --—==-=-m=mmmmmmr— e e e

.,Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan -----

Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud----
pada ayat 9 Pasal ini, maka : ------===-- s
a. permintaan peyelenggaraan Rapat Umum ----======-
i Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada -———---
I ayat 5 huruf a Pasal ini, diajukan kembali------

kepada Dewan Komisaris, atau. ---—-—-———-——=——-——--
b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan -------——--=
sendiri Rapat Umum Pemegang Saham —--—-——-—--—=—==-==

sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b -------

Pasal ini. —=—————srcmmmm e e

.Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan ----—---

Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud-----
pada ayat 10 huruf a Pasal ini dalam jangka ----—--
waktu paling lambat 15 {(lima belas) hari ---------—-

terhitung sejak tanggal permintaan ---——-----=-===——




diterima, —--—————=———==f-m—————=———==—————=-ToSssss
12.Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan ----

i

l [ Direksi berdasarkan panggilan Rapat Umum --=--=====

| Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 9 -—-

Pasal ini hanya membicarakan masalah yang -------=<

berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud ---—-——-

pada ayat 6 Pasal ini dan mata acara rapat —--—===—-==

lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi. —-—=———=

i 13.Rapat Umum Pemegang Saham yang -——===-——-"""7777777

l diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan -------

panggilan Rapat Umum Pemegang Saham -——-—————==—=====

sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf b Pasal ---

! ini hanya membicarakan masalah yang berkaitan———-

| dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 ---—-

pasal ini.--—--==v-z-m--=mr-ss——smsossssommooomemmsEEs

| 14.Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak -=--==-

melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang -----=-<

Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud -———-

pada ayat 9 dan ayat 11 Pasal ini, pemegang --———-——-—

saham yang meminta peyelenggaraan Rapat Umum —==-=-==
| ‘Pemegang Saham dapat melakukan pemanggilan -----=-=- %
| sendiri Rapat Umum Pemegang Saham setelah -----——-=<
mendapatkan izin dari ketua Pengadilan Negeri -----

yang dearah hukumnya meliputi tempat kedudukan-----

P g L T

t PETSOTOAL  ~— === = s e S ST
| 15.Pemanggilan. Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan ---
dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat -=-=——=—-—

; belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang ---

]i Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan -----==

IV -




| tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum ------—-

' ] POROGANY BENAN ., = e o i i e o e
16 .Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----——=———-

| dilakukan dengan melalui surat tercatat --—-—-———————-
dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. ———-=—==—===-=
.Dalam panggilan Rapat Umum Pemegang Saham --—--=--

dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata -----——-

ary
-]

acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan-----
i:yang akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang ---
j-Saham tersedia di Kantor Perseroan sejak -—--—=—==—=

i tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum -------
Pemegang Saham sampai dengan tanggal Rapat ------

| Umum Pemegang Saham diadakan. - - - ——————— e
| 18.Perseroan wajib memberikan salinan bahan -----—---—-
| sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini -——--=--
kepada Pemegang Saham secara Cuma-Cuma jika --=-==-

diminta., - ——— . —

19.Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ----—----
r-metentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 15 dan ---
| ayat 16 - Pasal ini dan panggilan tidak sesuai -----
; dengan ketentuan ayat 17 Pasal ini, keputusan -----

| Rapat Umum Pemegang Saham tetap sah jika semua ----
Pemegang Saham dengan hak suara yang sah hadir ----
atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham -—---—

| dan keputusan tersebut disetujuili dengan suara——--—-—

I bulat., =——-———m
L = KETUA DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM = —————-
i e = PEMEGANG SABAM = ——— oo
e Pasal 24 --—-————=———c—mm————-

|| 1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan -
\




lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin -----
oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih ----
oleh dan dari antara mereka Yang hadir.---———eeeao_o
2. Setiap peyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, --
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib —————————eev
dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rapat -=-=--—==

dan, paling sedikit 1 {satu) orang --—-————mm————e o

oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham.--—---———————
3, Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 -----
Pasal ini tidak disyaratkan apabila risalah Rapat -
Umum Pemegang .Saham tersebut dibuat dengan akta ---
e
4. Dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham ——-——-——-———
sebagaimana dimksud ayat 2 Pasal ini berigi -—----—-
hal-hal, yang dibicarakan dan hal-hal yang ----=——=-
diputuskan (termasuk pendapat berbeda/dissenting --
opinion, jika ada).-———==me-—mmm e __

———————— = KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN = —————o

1.a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan --
|- jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling —----
~sedikit 51 % (1lima puluh satu persen) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau-
diwakili kecuali peraturan perundang-undangan ---
i dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan lain. —-—-
b. Dalam hal kuorum sebagimana dimaksud dalam huruf-
a ayat ini tidak tercapai, maka dapat diadakan -
pemanggilan rapat Redua, ===-—cc o

c. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua




w harus disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham-
| pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai --
MR sl L L

E d. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana -----

{ dimaksud pada huruf ¢ ayat ini sah dan berhak ---
y“mﬁngambil”kéﬁﬁfﬁéﬁn“ﬁfkﬁldalam Rapat Umum --—---—-
| Pomtfant’ satihn’ PATIAY FAIKit 50 % (lima puluh) -
iiﬁe@kﬂﬁﬁH%@&%iﬂ%irﬁ*iﬁﬁf%ﬁ seluruh saham dengan --
| hak suara hadir atau dThhkili, kecuali Anggaran--
| ‘Dasar ini menentukan lain. ————eommmm o __

@. Dalam hal kuorum Rapat Kédua sebagaimana dimaksud

{ pada huruf d ayat ini Eiéak:torcapai, Perseroan—
i dapat memchon kepada kétla Pengadilan Negeri yang
l daerah hukumnya meliputi-tempat kedudukan —------
i Perseroan atas permohonan Perseroan agar —-—————-—

ditetapkan kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham

T e L e
|

| &. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham —--—-
I cketiga- hards ¥4 sebtitan Bahwa Rapat Umum —=———-—

f
| 2Pemegang” saham-kedui telah dilangsungkan dan —--
i tidak-méncapai kudrum 'serta Rapat Umum Pemegang-
| Bdham ‘ketiga akan diYangsungkan dengan kuorum---
i vang-téldh‘ditetapkafi ‘Retua Pengadilan Negeri. -
l b.<Pémanggilan '‘Rapat "mum Pemegang Saham kedua dan-
| | ketiga-‘dildkukan dd'lam jangka waktu paling -----
[-i%mbﬁti7f(%ﬁjuﬁ)‘hafﬁ“sebelum Rapat Umum ---—---
grFéNGQéﬁﬁtéﬁham’kﬁdﬁa'atau ketiga dilangsungkan.-
f ﬁ.URap&t Umum’ Pemegahy S4ham kedua dan ketiga -~—-~
I ! !d¥1angsidngkan <441 4m jangKa waktu paling cepat 10

{sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh -



%)

_‘.-—"‘-"—".“"

.tidak tercapai, keputusan adalah sah ijika disetujui

"lebib dari % (satu per dua) bagian dari jumlah ----

fi satu) hari setelah tanggal Rapat Umum Pemegang -
Saham yang mendahuluinya dilangsungkan. --------=
pemegang saham baik sendiri maupun diwakili ---====
herdasarkan Surat Kuasa berhak menghadiri Rapat ---
Umum Pemegang Saham dan menggunakan hak suaranya --
sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. ------=
Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk -
mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya ---
pada waktu, rapat.diadakan. -------—----=-====-ToTms
Dalam Rapat, tiap. saham memberikan hak kepada —-——--
pemilikpya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----
dengan surat tertutup dan mengenai hal lain secara-
lisan kecuali, apabila ketua rapat menentukan lain -
tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir-
dalam Rapat, s——sorgnnn e m s s ———
Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat, ————=—mmmmm—e e m s e
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk --

mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini-

suara yang dikeluarkan kecuali Anggaran Dasar -----=
ini menentukan lain, dengan ketentuan ------=--===<
pemungutan suara mengenai diri orang ----—-----==-==
dilakukan dengan surat tertutup ------—----—-—=-=-==
vand . t1ldak dltandatancani. —<——-s——mmemmmommmne -
Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan ----

hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu -----=




alternatif dengan suara lebih dari % (satu per dua)
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka ---
dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang-
memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu ----
usulan mempercleh suara terbanyak sehingga salah —-
satu usulan memperoleh suara lebih dari 4 (satu --
per dua) bagian dari jumlah suara yang —-————-—--—-
dikeluarkan ——==-==deci e
Suara blanko atau suara yvang tidak sah dianggap ---
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan -----
jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum ----~

Pemegang Saham, -—=—=-=ccsmmccesmsccc—e e

.Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan yang-

sah-tanpa mengadakan-Rapat Umum Pemegang Saham ----
secara fisik, dengan ketentuan semua Pemegang Saham
telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang
saham memberikan persetujuan mengenal usul yvang -—--
diajukan secara tertulis serta menandatangani -----
persetujuan tersebut. Keputusan yvang diambil dengan
cara demikian mempunyai kekuatan yvang sama dengan -

keputusan yvang diambil dengan sah dalam rapat Umum-

= PO AR DALY, %5 b o e e g e s e S

1

= PENGGUNAAN LABA = ——————-——————een

| Pagal 26 -————— e

...Penggunaan Laba bersih termasuk jumlah ----======--

penyisihan untuk cadangan kerugian diputuskan -----

oleh Rapat Umum Pemegang Saham .-———=—==——-—mmemee——

~ 8eluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan --

untuk: ¢adangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 —-—-

:Pasal ini dibagikan kepada Pemegang Saham sebagi —-




deviden kecuali ditentukan lain dalam --—=————————=a—
Rapat Umum Pemegang Saham. ----—-—-—ccmmmeem e
Selain penggunaan laba bersih sebagaimana --—-———==
dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, Rapat Umum ---—--———=
Pemegang Saham dapat menetapkan penggunaan laba ---
bersih untuk pembagian lain seperti tantiem —--—--—--
untuk Direksi dan Dewan Komisaris, bonus untuk—---—-
karyawan atau penempatan laba bersih tersebut —-----
dalam cadangan Perseroan yang antara lain ——-————===
diperuntukkan  bagi perluasan usaha Perseroan -----
yang progsentsenya masing-masing ditetapkan tiap ---
tahun oleh Rapat Umum Pemegang Saham., ——————=m—m———-
Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal-—----
ini hanya boleh dibagikan apabila Perseroan -—-—--—--
mempunyai saldo laba yang positif, ———————mmm—-—e .
Dalam hal tantiem dan bonus dianggarkan dan ------—-
diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun —-—-——-—————=
berjalan dan Rapat Umum Pemegang Saham -——————==—===
menetapkan tantiem dan bonus lebih besar dari —-----
yang dianggarkan sehubungan dengan pelampauan -----
target yang ditetapkan maka selisih tantiem dan ---
bonus tersebut diambil dari laba bersih tahun -----
yang bersangkutan. —————— e e
Dalam hal Persercan tidak mempunyai laba ----———e-a
bersih namun menunjukkan penigkatan kinerja yang --
ditunjukkan dengan pencapaian target yang harus ---
dicapai maka Perseroan dapat memberikan tantiem ---
untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta —-—-
bonus untuk karyawan sepanjang telah dianggarkan --

dan diperhitungkan sebagai biaya, —-————=———cmauv




! buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat --------
/| ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu ---
akan. tetap .dicatat dalam pembukuan Perseroan dan --
dalam- tahun-tahun yang akan datang Persercan —------

dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang -

| -tercatat itu belum sama sekali tertutup dengan ----

; tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan ----—-
yvang berlaku.-—-—===ctcm e

} 8. Kecuali bdgian deviden yvang menjadi hak Negara --—-
| ‘Republik Indonesia , deviden vang tidak diambil ---
! dalam waktu 5 {lima) tahun setelah disediakan -----
| untuk dibayarkan, dimasukkan dalam dana cadangan --
.yang khusus diperuntukkan untuk itu. -—-—-——-—c—meea-

9. Deviden dalam dana cadangan khusus tersebut -—-—==——=
dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak -----
dengan menyampaikan bukti haknya atas deviden -----

tersebut yang dapat diterima cleh Direksi ---———--—-

Perseroan dengan syarat pengambiiannya tidak ------

secara sekaligus dan dengan membayar biaya --—————-
.administrasi yang ditetapkan Direksi. ---=———ce—eee-
10.Deviden vang telah dimasukkan dalam cadangan ---—-—--
| khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal -----
l ini dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 -—-—-——-
{sepuluh) tahun akan menjadi hak Persercan.-—-—————-
11.Perseroan dapat membagikan dividen interim ————----
| sebelum tahun buku Perseroan berakhir, dengan -----
| memperhatikan proyéksi perolehan laba dan ——----—-—-—-
.-kemampuan - keuangan Perseroan.--—-——-——————— -

| 12.Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud ----

., ayai 11 Pasal ini, ditetapkan berdasarkan ---------



o

]

1

| i

|| keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan -~ |

Dewan. Komisarisg, —=F—==r=rese——s==———=-—oSososses— = 1
13.Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata ----
| Perseroan menderita kerugian, dividen interim —-=--=
yang telah dibagikan harus dikembailkan oleh -----=
Pemegang Saham kepada Perseroan,————=—====—-=——=====
14.Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab —-—---
secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, --
| dalam hal Pemegang saham tidak dapat --—--=--———-—==<=
| mengembalikan dividen interim sebagaimana -----=--=
dimaksud pada ayat 13 Pasal inl,————————————mm—=——
15.Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 --

{ (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah ——-

| dikeluarkan dapat meminta pembagian deviden ------=

et

' —meep————=—— = PENGGUNAAN DANA CADARGAN = ----—=-—=

1. Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan --
lainnya.———-=——-—smm—=sssssm——esss——sossssmmmmmm
2. Penyisihan bersih untuk cadangan sebagaimana ---=--—
dimaksud pada ayat 1 Pasal ini berlaku apabila ----

perseroan mempunyai saldo laba yang positif.----===

Lad

Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib --—-—-==
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 passl ini -=———78
dilakukan sampai cadangan tersebut mencapal ---——-—-—
paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah -
modal yang ditempatkan dan disetor . —==———=====——===
| 4. cadangan Wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 -—-

| _?aga;,ini yang belum mencapai jumlah sebagaimana —-

dimaksud pada ayat 3. Pasal ini hanya dapat --=-=——=<

Siow = ..




dipergunakan untuk menutup kerugian Perseroan -----

yvang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lainnya.---
Apabila dana cadangan wajib sebagaimana dimaksud --

pada. ayat 1 Pasal ini telah melebihi jumlah 20% ---

{dua puluh persen) tersebut, maka Rapat Umum ------

Pemegang Saham dapat memutuskan agar kelebihan ----
dari dana cadangan tersebut digunakan bagi --------
keperludan Persergan, —==——=—mmm e e e e ———— e e e e
Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana —-—-
cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara ----
yang dianggap baik oleh Direksi dengan --—--===-——-
persetujuan Dewan komisaris dan dengan -----—-—-—----
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ---

berlaku.-—-=—-———— e ———————————

Perubalian Anggaran Dasar ditetapkan oleh rapat ----
Umum Pemegang Saham.-—--—————————m—mmmee e mcme s s mm -

Acara mengenai perubahan Anggaran Dasar wajib -----

‘dicantumkan dengan jelas dalam pangilan Rapat -----

Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah Anggaran -
Dasar dapat dilansungkan jika dalam rapat paling --
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah --—-——-
selur*uh saham dengan hak suara yang sah hadir -----
atau diwakili dan keputusan adalah sah jika -------
disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) ~-

bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.-------—-




Dalam hal kuarum kehadiran sebagaimana dimaksud ---

pada. ayat 3 Pasal:imi tidak tercapai, dapat -------
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua.---
Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ----
pada.ayvat 4 Pasal . . ini sah dan berhak mengambil ----
keputusan jika dalam rapat umum Pemagang Saham ----
paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari ----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah ----
hadir atau diwakili, dan keputusan adalah sah -----
jika disetujui paling sedikit 2/3(dua pertiga) --—--
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.--—-—-—=—===
Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat ----
dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.----
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ---=--

ayat 1 huruf e s.d h {mengenai penetapan kuorum ---

‘0leh pengadilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham ---

ketiga dan batas waktu penyelenggaraan Rapat Umum -
Pemegang Saham kedua dan ketiga, dan —----—-—=———-—--
keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham) ----—--
mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Umum -----——==-

Pemegang Saham untuk mengubah Anggaran Dasar.------

. Pengubah ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut -

perubahan nama dan/atau tempat kedudukan -----=--==
Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha,-
jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal -
dasar, pengurangannya modal yang ditempatkan dan --
disetor, dan/atau mengubah status Perseroan --=--—-=-=-

menjadi persercan terbuka, wajib mendapat ----—--—==

persetujuan dari Menteri yang yang tugas dan -----=




s sy

tanggungjawabnya di bidang Hukum dan Hak Asasi ----
ManUSis . — == e e e ——————

9. Pengubah Anggaran Dasar selain yang menyangkut ----
hal-hal yang tersebut dalam ayat 8 Pasal ini --———-
cukup dilaporkan kepada Menteri yang tugas dan ----
tanggung jawabnya dibidang Hukum dan Hak Asasi ----
Manugsia.———=====——m——— e
10.Perubahan Aggaran Dasar yang tidak dimuat dalam ---
akta berita acara rapat yang dibuat Notaris -------

j harus dinyatakan dalam akta Notaris paling --------
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak -------
tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.------
11.Permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar ---
| dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, ————--
diajukan kepada Menteri yang tugas dan tanggung ---
jawabnya dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung ------
sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan --
Anggaran Dagsar.,——-—=—m-r-rmm— e e e e ———
———= = PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILAN, = ----
-~ = PEMISAHAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM = -
e e e i PABAL 29 —-=—====—=rr——r———————
1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan ----——-——-—--
| perundang-undangan yang berlaku, maka penggabungan
| peleburan, pengambil alihan, pemisahan dan --------
! perubahan bentuk badan Hukum Perseroan, hanya -----
| dapat dilakukan bedasarkan Keputusan Rapat Umum —--
Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham --
vang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) -

bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ---—---—-



e ———

dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah ---
dan keputusan disetujui oleh paling sedikit -~=—=-=
3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah tersebut,--
Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud ---
pada ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, dapat =-—=———-
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua.--—-
Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana -==----
dimaksud pada ayat 2 Pasal ini sah dan berhak -----
megambil keputusan jika dalam rapat Umum Pemegang -
Saham Paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian ——==
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang ---
hadir atau diwakili, dan keputusan adalah sah —-—--
jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat)-
bagian dari jumlah suara vyang dikeluarkan.---—-—===
Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, --—-——-—-=
pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum -—-————--
tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan ———--
dalam bahasa Indonesia.———————o oo
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ---——-
ayat 1 huruf e sampai dengan h (mengenai --—-—=——=---
penetapan kuorum oleh Pengadilan untuk ---———-——————=-
Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dan batas -—--————-—=
waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ---
kedua dan ketiga, dan keputusan diluvar -———-——ccemme-
Rapat Umum Pemegang Saham) mutatis mutandig -———=——=
berlaku bagi Rapat Umum Pemegang Saham yang —————=-
diatur dalam Pasal ini.--————mmmmmm
Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat --—---
kabar harian berbahasa Indonesia vyang terbit dan --

beredar luas/nasional di wilayah Republik --——-=====




Indonesia mengenali rencana penggabungan, ---

peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan —-

perubahan bentuk badan hukum Perseroan paling ~----

lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemangg

ilan --

Rapat Umum Pemegang Saham.----———————cmcmcmeeeeee=-

Dengan mengindahkan ketentuan peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku, maka pembub

dan likuidasi Persercan, hanya dapat dilakuk

---------- = PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI = ———————mx

——————————————————— Pagsal 30 ~cmecmcccc e ——e-

aran --

an ----

berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ——-

yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili --~~

paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari ---

jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan

Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan -

disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per

empat) bagian dari jumlah suara tersebut.---

Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud ---

pada ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, dapat
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ke

Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana

dua.---

dimaksud pada ayat 2 Pasal ini sah dan berhak -----

mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum --
Pemegang Saham paling sedikit 3/5 (tiga per

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak

lima) -

suara yang sah hadir atau diwakili, dan keputusan -

adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3

(dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang

dikeluarkan, —=——==—== e e

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25



ayat 1 huruf e sampai dengan h (mengenai ----------
penetapan kuorum oleh Pengadilan untuk ---———-—-—--
Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dan batas ---————--
waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ---
kedua dan ketiga, dan keputusan diluar -----———==—=-=
Rapat Umum Pemegang Saham) mutatis mutandis -------
berlaku bagi Rapat Umum Pemegang Saham untuk ------

pembubaran dan likuidasi.-=--—=——-cc—mmmm e

. Apabila Perserocan dibubarkan berdasarkan --------—-=

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau ----------
dinyatakan bubar berdasarkan Pengadilan, maka -----
harus diadakan likuidasi oleh Likuidator.-----—----
Direksi bertindak sebagai Likuidator apabila -----=-
dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau ----
penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat 5 Pasal ini tidak ditunjuk Likuidator.--------
Upah bagi para Likuidator ditentukan oleh Rapat ---
Umum Pemegang Saham atau penetapan pengadilan.-----
Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib --=--—=-==
Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita ----=-=-=
Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) -------
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ---—---—-
terbit dan beredar luas/nasional di wilayah -------
Republik Indonesia serta memberitahukan kepada ---—-
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia paling lambat -
30 (tiga puluh) hari sejak Persercan dibubarkan,---
Sisa lebih dari perhitungan likuidasi dibagikan ---
kepada para Pemegang Saham secara proporsional ----
berdasarkan jumlah saham yang dimiliki ---————————-

masing-masing.—————=-—————————m—m e




—————— = TEMPAT TINGGAL (DOMISILI) = ————=—=—=m

10.

Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam ---—-—---
akta pendirian beserta pengubahannya dikemudian ---
hari tetap berlaku sampal dengan tanggal --———--———-
disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat -=-====
Umuin Pemegang saham dan diberikannya pelunasan ----

dan pembebasan sepenuhnya kepada likuidator.-———----

.Dalam Hal perseroan bubar, maka Perserocan tidak ---

dapat melakukan perbuatan hukum kecuali --=-===—===
diperlukan untuk membereskan kekayaan dalam -------

proses likuidasi. ——————mmmmmmm e

.Tindakan pemberesan sebagimana dimaksud dalam -----

ayat 11 pasal ini meliputi : ————mmemmmmmm—————————
Penicatatan dan pengumpulan kekayaan Persercan, ----
a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan ---—-——--————--

Perseroan; -—-————=———————— e
b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan. —-=====--
¢. Pembayaran kepada likuidator. -——-———————memmmun
d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi -------

kepada Rapat Umum Pemegang Saham, dan ----—-——=——-
e. Tindakan-tindakan lain yang dilakukan ---====—=--

dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan. -———————-

——————————————— Pagal 3] -———c——————m—mm e

~Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang -----

berkaitan dengan Perseroan, Para Pemegang Saham ------

dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana ---

dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud

dalam Pasal 8 Anggaran dasar ini. ———————————————————-

——————————— = KETENTUAN PENUTUP = —————mmmm e



-Segala sesuatu vang tidak atau belum cukup ---=======
diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam =
Rapat Umum Pemegang Saham.—————--m——ccmm e e e e e
-Akhirnya para pengahadap bertindak dalam ---————-—---—=
kedudukannnya sebagaimapna tersebut diatas ----==-======
menerangkan bahwa : -=—===———————————— -————
1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan ----
[ disetor penuh dengan uang tunai melalui kas -------
Perseroan sejumlah 50.000,000 (lima puluh juta) --
saham. atau seluruhnya dengan nilai nominal -------- ;
Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah), ----—===-
yaitu oleh para pendiri : --——-- P —————
-PRRUSAHAAN PERSEROAN --~-

(PERSERO) PT. HUTAMA KARYA !

disingkat PT. HUTAMA KARYA- |

{PERSERQ) tersebut, --—=-—-

sebanyak 49.875,000 =—===--

(empat puluh sembilan juta-

delapan ratus tujuh -——-—-

} puluh lima ribu) saham, ---

dapgan nilai neminal-------

, Rp. 100,- (seratus Rupiah)-
atau sebesar ————-r-=-=—rr- Rp. 4.987.500.000,--
{empat milyar sembilan ----
ratus delapan puluh tujuh -

juta lima ratus ribu =------

-YAYASAN KESEJAHTERAAN ---

KARYAWAN PT. HUTAMA KARYA-

ig——

disingkat YKK-HK tersebut, -

I




/| sebanyak 125.000 ------mmn-
| (seratus dua puluh lima ---
ribu) saham, —-——-————=————o-
dengan nilai nominal ------
Rp. 100,- (seratus Rupiah}-

atau sebesar -------=-==== Rp. 12.500.000, -
(dua belas juta lima ratus-
ribu Rupiah); =-===ceceaa-oo
-Sehingga seluruhnya ------
‘ berjumlah 50.000.000 —----
l {lima puluh juta) ----—==—-
I saham, dengan nilai ------—-
nominal Rp. 100,- —————=—-
(seratus Rupiah), ---=-—=——-

atau sebesar -------=-—---- Rp. 5.000.000.000,--
{lima milyar Rupiah).------

2. Menyimpang dari ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ---

| Pasal 14 ayat (4) Anggaran Dasar ini mengenai -----

tata cara pengangkatan anggota Direksi dan --------

] Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai : —--=-————-—-

| DIREBESI ——— e e e

B Direktur Utama : ~Tuan Insinyur PUTUT ---==--

. ARIWIBOWO, Magister ---—--—---

! Manajemen, ----—===———————————

Lahir 4i Yogyakarta, -—-—--———-

tanggal 11-04-1965 ——\————————=

(sebelas April ————————e———__

seribu sembilan ratug --—-—-—--——-

. | enam puluh lima), Swasta, ----

Warga Negara Indonesia, ------




|| 'bertempat tinggal di Bekasi,--
‘f Jalan Citra Gran Blok GM 02, -
! Rukun Tetangga 004, —-——-owc——ee
i Rukun Warga 011, —-—ccmmmmeaes
Kelurahan Jatikarya, ----———=-
Kecamatan Jatisampurna, ------
Kota Bekasi, pemegang ---—-—----
Kartu Tanda Penduduk —--————————
dengan Nomor Induk —-————————w-=
Replandudukan ———sseac e
32751011046550003, berlaku ---

sampal dengan tanggal -—--————-

B =

11-04-2014 (sebelag ————ececcee=
April dua ribu empat belas).--

| — Direktur : ~Nyonya Insinyur OKI -——————-

t RAMADHANI WIDIASTUTI, -—————-

| Magister Manajemen, ------—--

' Lahir di Jogyakarta, ----—--—-

tanggal 20-10-1972 ———————o =

{dua puluh Oktober --—--—-——c——--

| seribu sembilan ratus -—-—-—-——-—-

! tujuh puluh dua), Swasta, ----

! Warga Negara Indonesia, --—----
bertempat tinggal di Jakarta,

| Jalan Bendungan Jatiluhur VI -
i Dalam/81, Rukun Tetangga 010,

Rukun Warga 001, ——=——-——ceeea-

| Kelurahan Bendungan Hilir, --—-

I Kecamatan Tanah Abang, ------=

{! Kotamadya Jakarta Pusat, -----




|~ Direktur

| DEWAN KOMISARIS --

|
—-Komisaris Utama

pemegang Kartu Tanda —-———=———-
Penduduk dengan Nomor —-————==e
Induk Kependudukan —-—-————————
09.5307.601072.0355, berlaku -
sampai dengan tanggal --—————-

20-10~-2014 (dua puluh —————e-

Tuan Insinyur KRISWANDONO —-
Lahir di Semarang, -----=————-
tanggal 23-07-1960 ——————————_
(dua puluh tiga Juli —--—————=-
seribu sembilan ratus --—————--
enam puluh), Swasta, —-——————--
Warga Negara Indonesia, --—---
bertempat tinggal di Bekasi,--
Jalan Hanjuang 7 Nomor 90, -—--
Rukun Tetangga 008, -———ce——e-
Rukun Warga 008, —-—————cmmees
Kelurahan Jatibening Baru, ---
Kecamatan Pondok Gede, —-——---
Kota Bekasi, pemegang -——-———-—
Kartu Tanda Penduduk Nomor --—-
10.5505.230760.1001, berlaku -
sampai dengan tanggal --—-————-
23-07-2010 (dua puluh —-—=—--—o

Juli dua ribu sepuluh).--—-w-o

-Tuan Insinyur TRI -—--—emme=
WIJAYARTO, Lahir di Jakarta,-




|

- Komisaris

tanggal 19-12-1959 ——cmmmmeea
(sembilan belas Desember -----
seribu sembilan ratus lima ——-
puluh sembilan), Swasta, -----
Warga Negara Indonesia, -—--===
bertempat tinggal di Jakarta,

Tebet Dalam IV/5, ————ceeaeaea
Rukun Tetangga 011, ——-—-——————o
Rukan“wWarge 001, ——————————aal
Kelurahan Tebet Barat, —-------
Kecamatan Tebet, Kotamadya ~--
Jakarta Selatan, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk dengan --
Nomor Induk Xependudukan -----
09.5407.191258.0172, berlaku -
sampal dengan tanggal ---—-----
19-12-2010 (sembilan belag ---
Desember dua ribu sepuluh).---
~Tuan SUMYANA SUKANDAR, ----
Sar jana Bkonomi, -—-——=eccea-
Magister Manajemen, lahir ---
di Bandung, tanggal 11-09-1964
(sebelas Beptember seribu ---—-
sembilan ratus enam puluh —---
empat ), Pegawai Negeri Sipil,-
Warga Negara Indonesia, ------
bertempat tinggal 4i ----——---
Tangerang, Perum Benda Indah--

W-I, Rukun Tetangga 004, Rukun

Warga 018, Kelurahan Benda ---




|

- Komisaris

Baru, Kecamatan Pamenang, ----
Kabupaten Tangerang, pemegang-
Kartu Tanda Penduduk dengan --
Nomor Induk Kependudukan -----
3603251109640004, yang berlaku
sampai dengan tanggal --————----
11-09-2014 (sebelas September-
dua ribu empat belas).--—-=-====
-Tuan Doktorandus ---——-——---—-
SUPARMAN, Akuntan, —------—---
Magister Manajemen, --——-----
Lahir 4i Nganjuk, --———-——————-

tanggal 16-08-1959 -————=——=—

. (enam belas Agustus ---———————-

seribu sembilan ratus --—-----—-
lima puluh sembilan), Swasta,-
Warga Negara Indonesia, ------

bertempat tinggal di Jakarta,-

-Jalan Kalisari Nomor 59, --—--

Rukun Tetangga 009, -—--====—-
Rukun Warga 003, —————c——eeeeee
Kelurahan Kalipari, ---—-—-—-—--—-
RKecamatan Pasar Rebo, --—--==-=
Kotamadya Jakarta Timur, -----
pemegang Kartu Tanda --—=-=-----
Penduduk dengan Nomor —--—-——--—-—
Induk Kependudukan ----——=—===—-
09.5406.160859.8517, berlaku ~
sampai dengan tanggal -----—--—-

16-08-2013 (enam belas -—=--=--




Agustus dua ribu tiga belas).-
-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris --—--
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ------
bersangkutan. ———=== =

-Tuan/Nyonya

dan pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal ———-————-
di Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri- -—-————-=
sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan —-----—-
ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon —-—————=
pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi -----
yang berwenang dan untuk membuat pengubahan ------——-=
dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun -----
juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan -----
tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani -----
semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk ----—--=--=
memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan ------
tindakan lain yang mungkin diperlukan.----—-——————————=
-Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan ------
kebenaran identitas para pihak sesuai tanda -————-—----
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris -------
dan bertanggung-jawab sepenuhnya atas hal -—-——==———==
tersebut dan selanjutnya para pihak juga ----=—=———====
menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.--
-Minuta akta ini diselesaikan pada Pukul 10.30 WIB --—~

(sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu Indonegia =---—=-=--

—————————————— = DEMIKIAN AKTA INI = —-—————————-——mu
Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta,-----

pada hari dan tanggal tersebut diatas, dengan —-—-----




BIRBRET L 0LaR 1 = vt st ooy it o s - o s s A S
1. -Nyonya URNIYATI, Sarjana Hukum,6 Lahir di ---—------
Palembang, tanggal 12-11-1970 (dua belas --—————---
Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh), ------

| Warga negara Indonesia, swasta, bertempat ---———-—-
tinggal di Tangerang, Jalan Muhasyim Gang —---—====-=

| Swadaya II/78, Rukun Tetangga 02,Rukun Warga 01, --
Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan, -------————=—=--
Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu Tanda ---------
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan --———=—===-

3671135211700004, yang berlaku sampai dengan ------

tanggal 12-11-2012 (dua belas Nopember ----—-——==—=-=-
dua ribu dua belas).——==—mmm——————————————
~untuk sementara berada di Jakarta; dan ----——-——-
2. -Tuan ARGC WAHYU JATI KUSUMO, Sarjana Hukum, --———-
Magister Kenotariatan, Lahir di Blitar, ---————w===
tanggal 11-10-1983 (sebelas Oktober seribu --------

sembilan ratus delapan puluh tiga), —-—-—-—————-—————v

Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat ---—------
tinggal di Kota Blitar, Gedog Jalan Gunojoyo, —-----
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, --—--—-——=—-—-
i Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3572031110830001, ------
berlaku sampali dengan tanggal 11-10-2013 -——————==-
(sebelas Oktober dua ribu tiga belas).----=——=—=====
-untuk sementara berada d4i Jakarta; dan ----—-—==—--
-Keduanya karyawan Kantor Notaris, dan bertindak -----
sebagal saksi-saksi.--——=—=--mmmmm e
-5egera setelah akta ini dibacakan oleh saya,----—-——--

Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka --




segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris,--
menandatangani akta ini.--———————m
~Dilangsungkan dengan memakai tiga perubahan yaitu ---
karena tiga coretan demgan gantian.-----—-————————————=

i -Minuta akta ini telah ditandatangani dengan --—-
SEMPUINA ., == === = e e e e e e e
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.--

-~Jakarta, tanggal 10-05-2010 (sepuluh ----

| Mei dua ribu gsepuluh) . ~——~~---mrmmm e
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: 1487/REF/TST/X/2021 Jakarta, 06 Oktober 2021

Kepada Yth. :

Politeknik limu Pelayaran Semarang
Jl Singosari Raya No. 2A

Semarang

SURAT REFERENSI

Dengan hormat,

Dengan ini kami menerangkan, bahwa :

Nama : PT HK REALTINDO / Haka Hotel Semarang

Alamat : JIl. Ahmad Yani No. 173 Pleburan, Semarang
lawa Tengah 50241,

Nomor Rekening : 5045182999 (IDR)

Jenis Rekening : Giro

Adalah nasabah PT Bank Central Asia,Tbk. Kantor Cabang Pembantu Tempo Scan Tower
Jakarta sejak tanggal 15 Desember 2010. Surat referensi ini dibuat atas permintaan yang
bersangkutan untuk keperluan Kegiatan Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) Politeknik
limu Pelayaran Semarang

Surat ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan membebaskan PT Bank
Central Asia, Thk atau karyawannya dari segala tuntutan dan/gugatan berupa apapun dan
dari pihak manapun juga.

Hormat kami,
PT BANK CENTRAL ASIA, Thik
KCP Te Scan Tower — Jakarta

Yasd Cynthia Nurhan S
Kepala KCP - Kabag Cso
KANTOR CABANG KUNINGAN

Gedung Menarg Karya Ground Floor, JIi. HR Rasuna Saul Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta 12950 Teip (021) 57944500 [Hunting), Fax {021) 57944565, 5T944541, 54944525




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH |

|
KPP PRATAMA SEMARANG SELATAN
JL. PURI ANJASMORO BLOKEFHz. SEMARANG
TELEPON 024-76136801-3 FAKSIMILE 024-7613806 SITUS www,pajak.go.Id
LAYANAN INFORMAS! DAN KELUHAN KRING PAJAK {021) 1-500-200
EMAIL pengaduan@pajak.go.ld

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
S-921KT/WPJ.10/KP.0403/2018
|

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4} UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No, 16 Tahun
2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan PER-38/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. HK REALTINDO

:2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 1 31.194.203.1-508.001
Nomor Induk Kependudukan (NIK) D -

3. Klasiflkasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 68110 - REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI
i ATAU DISEWA

i4. Alamat : 1 JLAHMAD YANI NO. 173

WONODRI, SEMARANG SELATAN
KOTA SEMARANG JAWA TENGAH

'5. Kategori : Badan
6. Tanggal Mulai Terdaftar : 25 Juli 2018
|7. Kewajlban Pajak :
1' PPh Sendiri: Pemotonglan dan Pemungutan PPh:
[ 1 PPh Pasal 25 [ 1 PPh Pasal 4 ayat (2)
[ 1 PPh Pasal 26 OPPT [ ] PPhPasal 15
{1 PPhPasal29 [ 1 PPhPasal 18
[ 1 PPh Final [v] PPh Pasal 21
[ 1 PPhPasal 22
PPN: [v] PPh Pasal 23
[ ] PPhPasal 26
[ 1 Pemungutan PPN
[ 1 PPN Kegiatan Membangun
Sendiri

Telah terdaftar-pada administrasi kami terhitung sejak 26 Ju;li 2018.

Semarang, 25 Juli 2018

~(66503251985032001

*\Jika data diatas sudah fluek sesuai harap melakukan perubahan dala di KPP terdafler




TAVA RAYA

KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) BESAR

Nomor : 26408/24,1.0/31.76.00.000/1.824.271/2018

1 Nama Perusahaan © PT. HK REALTINDO

2 Nama Penanggung Jawab & : MUHAMMAD FAUZAN - Direktur Utama
Jabatan

3. Alamat Perusahaan : Ji. Letjen Haryono MT.Kav.8 Rt.012/011

Kel. Cipinang Cempedak Kec. Jatinegara
Jakarta Timur 13340

4. No Telp : (021) 8193708 Fax ' (021) 8196107
5 Kekayaan Bersih Perusahaan : Rp 132.724.310.800
(Tidak Termasuk Tanah &
Bangunan)
6 Kelembagaan : Distributor, Eksportir, Importir
7. Kegiatan Usaha (KBLI) : 4652 4663 6811
8. Barang / Jasa Dagangan Utama : Perlengkapan Elektronik, Alat Telekomunikasi dan Bagian-Bagiannya/

Bahan Bangunan(Tidak Membangun ODitempat/ Bukan Gudang)/ Jasa
Pengelolaan Gedung (Tidak Membangun Ditempat/ Bukan Gudang) ===

Surat izin Usaha Perdagangan Ini Berlaku Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Selama Perusahaan Menjalankan

Usahanya Sesuai Isi Izin Ini Dan Wajib Didaftar Ulang Setiap 5 (lima) Tahun Sekali

SIUP ini diberikan dengan ketentuan :

1 Pemilik SIUP waiib menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan kepada Pejabat Penerbit SIUP

2 SIUP akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan/peraturan perizinan yang beriaku dibidang usaha perdagangan

SIUP ini diiarang digunakan untuk melakukan :

a Kegiatan usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan keiembagaan dar/atau kegiatan usaha. sebagaimana yang
tercantum di dalam SIUP.

b Kegiatan usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan
janji keuntungan yang tidak wajar (money game) atau

c. Kegiatan usaha perdagangan lainnya (selain butir a dan b) yang telah diatur meilalui kétentuan peraturan perundang-
undangan tersendiri

(keluarkan o JAKARTA
Pada Tanggal 24 Agustus 2015
Pendaftaran Ulang Tanggal 02 September 2020




|
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH |

]
KPP PRATAMA SEMARANG SELATAN
JL. PURI ANJASMORO BLOK|FI12, SEMARANG
TELEPON 024-7613601-3 FAKSIMILE 024-7613606 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMAS! DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

i SURAT KETERANGAN TiEEQAFTAR
S-921KT/WPJ.10/KP.0403/2018

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun
2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan PER-38/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama 1 PT. HK REALTINDO

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 1 31.194.203.1-508.001
Nomor Induk Kependudukan (NIK} Do

3, Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 68110 - REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI
| ATAU DISEWA

|
'4. Alamat - JL AHMAD YANI NO. 173

} WONODRI, SEMARANG SELATAN
i KOTA SEMARANG JAWA TENGAH

‘5. Kategoni : Badan ]
'6. Tanggal Mutai Terdaftar : 25 Juli 20181
7. Kewajlban Pajak :
} PPh Sendiri: Pemotongan dan Pemungutan PPh:
[ 1 PPh Pasal 256 [ 1] PPh Pasal 4 ayat (2)
[ ] PPhPasal 25 OPPT [ ] PPhPasal 156
[ ] PPhPasal 29 [ 1 PPhPasal 19
[ 1 PPh Final [vi PPh Pasal 21
[ 1 PPh Pasal 22
PPN: [vi PPh Pasal 23
| { ] PPhPasal 26
] [ 1 Pemungutan PPN
[ ] PPN Kegiatan Membangun
Sendiri

*\Jika dala dialas sudah tiuak sesual harap melakukan perubahan dala di KPP terdaftar




NPWP : 31.194.203.1-508.001
PT. HK REALTINDO

JL AHMAD YANI NO. 173
WONODRI, SEMARANG SELATAN
KOTA SEMARANG JAWA TENGAH

KPP PRATAMA SEMARANG SELATAN




JAY A HAYA

KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS

BERDASARKAN G NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
Nomor : 27682 /24.3.0/31.75.00.000/1.524.271/2015
NOMOR TDP BERLAKU S/D TANGGAL  |[PENDAFTARAN : PERPANJANGAN
09.04.46.30794 17 SEPTEMBER 2020  |[PEMBAHARUAN : 01
NAMA PERUSAHAAN : STATUS : KANTOR TUNGGAL
HK. REALTINDO, PT

PENANGGUNG JAWAB/ PENGURUS : MUHAMMAD FAUZAN

ALAMAT : 31 LETJEN HARYONO MT. KAV.8 RT.012/011
KEL. CIPINANG CEMPEDAK KEC. JATINEGARA JAKARTA TIMUR 13340

NPWP : 31.194.203.1-093.000

FAX: (021)8196107
NOMOR TELEPON : (021)8193708

KEGIATAN USAHA POKOK : KBLI: 4663
PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN PERLENGKAPAN BANGUNAN







&) SERTIFIKAT KEPESERTAAN
samsosrex JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

NOMOR : 1200000014094

Dircksi PT. JAMSOSTEK (Persero) dengan ini menyatakan bahwa :
Nama Perusahaan : HK REALTINDO PT

Nom;:)r Pemi'aftaran Perusahaan .+ JJ092228
Alamat :+ JLLETJEND MT HARYONQO KAV 8

JAKARTA TIMUR

. Telah didaftar sebagai peserta JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Juncto Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993

ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 31-05-2012

| PT JAMSOSTEK (Persero)
DIREKSI

5 T
) 3

Nomor Kendali :2012-12975" _ = Hﬁ:ﬁﬁﬁ? ﬁrﬁﬁf =

== 1 T




" PROVINSI JAWA BARAT
5 KOTA BANDUNG

| NIK : 32731130%2L90002
| Nama DEDY SUMARD!

| TempatTgiLamw  PADANG. 30-12-1959
Jons [LARILAK! GotDarab - O
Alamat “Jb SAWAH KURUNG I NO.18A

RTRW . 003/ 002
KelDesa {GIATEUL

Agama T KATHOLK
Status Perkawanan. KAWIN
. Pokevaon (KARYAWAN SWASTA

I L WNI
Beriabu Hngga - 30-17-2019

-




PROVINSIDKI JAKARTA

JAKARTA SELATAN
NIK : 3174016005800005
Namg - SELVIAN MERIANA
THERESIA

Tempat/Tgl Lahir : JAKARTA, 20-05-1980
Jenis kelamin - PEREMPUAN Gol. Darah :O
Alamat “JN. BARKAH Il NO.25

RT/RW - 015/002

Kel/Desa - MANGGARAI SELATAN

Kecamatan :TEBET
Agama - KATHOLIK
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan - KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

JAKARTA SELATAN
g5-04-2018

-~

he



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN @
BADAN LAYANAN UMUM VKAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG —— T
JALAN SINGOSAR! 2A | TELP. (62) 024-8311527 | FAX : (62) 024-8311529
SEMARANG {62) 024-8311528 | Email : info@pip-semarang.ac.id

KODE POS 50242 Home Page : WWw.pip-semarang.ac.id

DAFTAR PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

KANTOR/SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

KEGIATAN : PELATIHAN BIDANG INFRASTRUKTUR, DIKLAT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG
TRANSPORTASI LAUT (PRIORITAS NASIONAL), BASIC
SAFETY TRAINING (BST), BASIC SAFETY TRAINING
(BST), BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA

PEKERJAAN . PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN
ANGKATAN IV KELAS G DAN H
LOKASI . JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
HARI/TANGGAL . Selasa, 14 Juni 2022
NO PERUSAHAAN/ALAMAT i JAM TANDA '
JABATAN TANGAN
S,
1. | PT. HK REALTINDO SELVIAN
J1. Ahmad Yani No. 173. Wonodn, Semarang | MERIANA 10_0(}\,1,!].5 1 i M : l
Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. THERESIA 10 /(j:} ‘]
/Hotel Manager |

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST.. MM
Pembina (I'V/a)
NIP. 19800602 200212 2 002




KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DA]T{A MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARA N| G

DOKUMEN PEMILIHAN
PENGADAAN LANGSUNG

NOMOR : PL.102/106/11/P1P.SMG-2022
Tanggal 13 Juni 2022

UNTUK

PENDIDIKAN TRANSPORTASI, PELATIHAN BIDANG
INFRASTRUKTUR, DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BIDANG TRANSPORTASI LAU (PRIORITAS NASIONAL), BASIC
SAFETY TRAINING (BST), BASIC SAFETY TRAINING (BST),
BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA
l

PEKERJAAN

PENGADAAN PAKET PENéINAPAN PESERTA
DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM)
BST KN ANGKATAN IV ‘KELAS G DANH

PEJABAT PENGADAAN!BARANG/JASA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JL. SINGOSARI 2A §|EMARANG
TELP. (024) 83i11527

|
TAHUN ANGGARAN 2022

1
|
|
H




Nomor
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Direktur PT. HK REALTINDO

Nilai total HPS

Sumber pendanaan

Telepon/Fax
Website

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A | TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528 | Email

SEMARANG
KODE POS 50242

- PL.102/ 106/ 12/ PIP.SMG-2022

FAX

: (62) 024-8311529
: info@pip-semarang.ac.id

Home Page : www.pip-semarang.ac.id

di Kota Semarang, Jawa Tengah
Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket peketjaan Pengadaan Paket Penginapan

Semarang, 13 Jumi 2022

Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan IV
Kelas G dan H pada Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun Anggaran

2022

1. Paket Pengadaan
Nama paket pengadaan

2. Pelaksanaan Pengadaan
Tempat dan alamat

JL

Dengan im1 Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket
Pekerjaan Barang sebagai berikut:

: Pengadaan  Paket Penginapan Peserta Diklat

Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan

IV Kelas G dan H
Puluh Ribu Rupiah)

Singosari 2A Semarang

0248311527 / 0248311529
http://pip-semarang.ac.id

: Rp 95.040.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Empat
: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022

Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang,

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara
langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No Kegiatan Hari/Tanggal Waktu
a. Pemasukan dan Pembukaan | Selasa s/d Rabu, 14 s.d. 15
Dokumen Penawaran Juni 2022 e L
; luasi, Klarifikasi '
b. | Evaluasi, Klaniftkasi Teknis Rabu, 15 Juni 2022 09.00 WIB s/d Selesai
dan Neg051a81 Harga
C. Penandatanganan SPK Jumat, 17 Juni 2022

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
PIP Semarang

Pembina (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan ]cblh lanjut, dapat
menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir |
pemasukan Dokumen Penawaran. Demikian disampaikan untuk diketahui.




BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

1. Lingkup
Pekerjaan

2. Sumber Dana

3. Perbuatan
yang Dilarang
dan Sanksi

1.1

1.2

1.3

1.4

15

1.6

1.7

1.8

1.9

Pengadaan ini dibiayai

Peserta menyampalklan penawaran atas paket
Pengadaan Barang dengan kode Rencana Umum
Pengadan (RUP) sebagalmana tercantum dalam
LDP.

Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum
dalam LDP.

Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana
tercantum dalam LDP.

Peserta yang ditunjuk berkewajiban  untuk
menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu
berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak
dengan mutu sesuai sp351ﬁka51 teknis dan harga
sesuai kontrak. |

Nama Satuan Kerja/Pe'rangkat Daerah sebagaimana
tercantum dalam LDP.

Nama Pejabat Pcngad:aa_n sebagaimana tercantum
dalam LDP.

Alamat Pejabat Pengaélaan sebagaimana tercantum
dalam LDP.

Website _ Satuan
Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
sebagaimana tercantunf dalam LDP,

Website Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum
dalam LDP. .

'dari sumber pendanaan

sebagaimana tercantum dalamiLDP.

Penyedia dan pihak yang terkalt dengan pengadaan ini
berkewajiban untuk mematuh1 etika pengadaan dengan
tidak melakukan tindakan sebaga1 berikut:

a.

berusaha mempengaruhl Pejabat Pengadaan dalam
bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan
penyedia yang bertelntangan dengan Dokumen
Pengadaan Langsurllg, dan/atau  peraturan
perundang-undangan;




4. Larangan
Pertentangan
Kepentingan

4.1

42

4.3

membuat  dan/atau | menyampaikan dokumen
dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk
memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan
Langsung ini,

Para pihak dalam mellaksanakan tugas, fungsi, dan
perannya, menghindari dan mencegah pertentangan
kepentingan baik sec:ara langsung maupun tidak
langsung.

Pertentangan kepentirigan sebagaimana dimaksud

pada klausul 4.1 antara lain meliputi:

a. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai
Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat
Pengadaan pada pelaksanaan pengadaan di
Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah.

b. Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat
Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung
mengendalikan atau menjalankan badan usaha
Penyedia.

Peserta dilarang | | melibatkan pegawai

Kementenan/Lembaga! Perangkat Daerah sebagai

pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau

tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

5. Persyaratan
Kualifikasi

Administrasi/

Legalitas
Peserta

6.1

Untuk peserta yang | berbentuk badan usaha,
persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas
meliputi:

a. Memiliki izin usaha sebagaimana tercantum
dalam LDP; ;

b. Memiliki bidang pekerjaan sebagaimana
tercantum dalam LDP

c. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

d Memiliik NPWP dan telah memenuhi
kewajiban perpajiakan tahun pajak terakhir
(SPT tahunan);, .

e. Mempunyai atau  menguasai  tempat
usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap
dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;

f.  Secara hukum Iﬁempunyal kapa31tas untuk
mengikatkan d1r1 pada Kontrak yang
dibuktikan dengan
1) Akta Pendman Perusahaan dan/atau

perubaha.nnya
2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan




|
3) Kartu Tanda Penduduk.
g.  Pakta Integntas;
h.  Surat pernyataan|yang ditandatangani Peserta
yang berisi:

1) yang bersangkutan dan manajemennya
tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak
pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang
dihentikan; .

2) yang bersangkutan berikut pengurus badan
usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar
hitam; |

3) yang bertindak untuk dan atas nama badan
usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi

pidana dan '
4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan
sebagai | pegawai

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
atau pimpinan dan pengurus badan usaha
sebagai pegawai
Kementerian!lLembaga/Perangkat Daerah
yang sedang mengambil cuti diluar
tanggungan Negara.

I

6.2 Untuk peserta peroranigan, persyaratan kualifikasi

administrasi/legalitas meliputi:

a. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia
sepertl Kartu Tanda Penduduk
(KTP)/Paspor/Surat Keterangan  Domisili
Tinggal,

b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
dan telah memenuhl kewajiban perpajakan
tahun terakhir;
menandatangani Pakta Integritas; dan
Surat pernyataan y‘ang ditandatangani berisi:

1) tidak dlkenakan Sanksi Daftar Hitam;

2) kelkutsertaannya tidak  menimbulkan
pertentangankepentingan  pihak  yang
terkait; |

3) tidak dalam/ pengawasan pengadilan
dan/atau sedalng menjalani sanksi pidana;
dan

4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara,
kecuali yang bersangkutan mengambil cuti
di luar tanggungan Negara.

ao

6. Persyaratan Persyaratan kualifikasi teknis meliputi :
Kualifikasi a. Memiliki pengalaman:
Teknis Peserta 1) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling
kurang




1 (satu) pekerjaan|dalam kurun waktu 1 (satu)
tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah
maupun  swasta, termasuk  pengalaman
subkontrak; dan
2) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam
kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu)
pekerjaan dalam 'kurun waktu 3 (tiga) tahun
terakhir baik di hngkungan pemerintah maupun
swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber
daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam
proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika
diperlukan).

C.DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

7. Isi Dokumen
Pengadaan
Langsung

Dokumen Pengadaan Langsung terdiri dari :

Boe O Ap O

Undangan Pengadaan Langsung;

. Instruksi Kepada Peserta (IKP);

Lembar Data Pemilihan (LDP)

Daftar Kuantitas, Spes1ﬁka31 Teknis dan Gambar;
Bentuk Dokumen Penawaran:

Pakta Integritas;

Formulir Isian Kualifikasi; dan

Bentuk Surat Perintah Keﬁa (SPK).

D. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN l

8. Dokumen

Penawaran dan
Kualifikasi

8.1

8.2

Dokumen Penawaran| terdii dari Penawaran
Administrasi, Penawaran Teknis, Penawaran Harga,
Pakta Integritas, dan [Formulir Isian Kualifikasi,
sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dokumen Penawaran Admxmstras1 yang terdiri dari:
a. Surat Penawaran, yang didalamnya
mencantumkan ;!
1) tanggal; '
2) masa berlaku penawaran sebagaimana
tercantum dalam LDp;
3) harga penawaran (dalam angka dan huruf);
dan
4) tanda tangan och,h 4
a) direktur | utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi;
b) penerima | kuasa  dari  direktur
utama/plmpman perusahaan/pengurus
koperasi yang nama penerima kuasanya




tercantum dalam akta
pendirian/anggaran dasar;
¢) pibhak Iain yang bukan direktur
utama/pinipinan perusahaan/pengurus
| koperasi yiang namanya tidak tercantum
dalam akta pendirian/anggaran dasar,
\ sepanjang pihak lain tersebut adalah
pengurus/karyawan
perusahaan/kaxyawan koperasi yang
berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan
mendapat kuasa atau pendelegasian
wewenang vyang sah dari  direktur
utama/pimpinan  perusahaan/pengurus
koperasi berdasarkan akta
pendirian/anggaran dasar; atau

|
d) kepala cabang perusahaan yang diangkat
oleh kantor pusat.
- b. Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan
‘ perusahaan/pengurus koperasi kepada penerima
kuasa (apabila dikuasakan).

a. spesifikasi teknis barang yang ditawarkan
berdasarkan contoh brosur dan gambar-gambar;
standar produk yang digunakan;

garansi;

asuransi (apabila dipersyaratkan);
sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis (apabila
dipersyaratkan),

layanan purnajual;!
tenaga teknis (apabila dipersyaratkan);
jangka waktu penyerahan/pengiriman barang
sebagaimana tercantum dalam LDP; dan

1. identitas (jenis, tipe dan merek).

‘ 8.3  Dokumen Penawaran ‘Teknis yang terdiri dari:

oo o

r)

SR

8.4 Dokumen Penawaran Harga yang terdiri dari:

a. Rincian harga penﬁwaran (Daftar Kuantitas dan
Harga);

b. Jumlah total harga penawaran;

c. Biaya overhead dan keuntungan serta semua
pajak, bea, retnbu51 dan pungutan lain yang sah
serta biaya asuran51 (apabila diperlukan) yang
harus dibayar oleh| penyedla untuk pelaksanaan
pengadaan barang ini diperhitungkan dalam
total harga penawaran.

8.5 Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas




dan Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap
dan ditandatangani | oleh pihak sebagaimana
tercantum pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

E. PENYAMPATAN DOKUMEN PENAWARAN

9. Penyampaian
Dokumen
Penawaran

Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran
kepada Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan
Pengadaan Langsung |

F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN

NEGOSIASI

10. Pembukaan
Penawaran

11. Evaluasi dan
Negosiasi
Penawaran

8.1 Dokumen Penawaran dibuka pada saat penyerahan
dokumen penawaran sesuai jadwal dalam Undangan
Pengadaan Langsung.

8.2 Pejabat Pengadaan memenksa kelengkapan Dokumen
Penawaran, yang mehputl

Surat penawaran |

Surat kuasa (apabila dikuasakan);

Dokumen penawaran teknis;

Dokumen penawaran harga;

Pakta Integritas; dan

Formulir Isian Kualifikasi.

mo e oR

11.1 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran
yang meliputi: i
a. evaluasi administrasi dan kualifikasi;
b. evaluasi teknis; dan
c. klarifikasi dan negosié.si teknis dan harga.

11.2 Evaluasi Administrasi da!n Kualifikasi :

a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan
administrasi, apabila surat penawaran memenuhi
ketentuan sebagai berikut:

a) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul
8.2 huruf a butir 4);

b) mencantumkan penawaran harga;

c) jangka waktu berlakunya surat penawaran
tidak kurang dari waktu sebagaimana
tercantum dalam LDP dan

d) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang
ditawarkan tidak melebihi jangka waktu
sebagaimana tercantum dalam LDP.

b. Jika peserta 'ﬂdakJ memenuhi  persyaratan
administrasi, Pe_]abat Pengadaan menyatakan
Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang
Pelaku Usaha lain.




co

c. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:
1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem
gugur;
2) Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta
Integritas dan Formuhr Isian Kualifikasi sesuai
| dengan persyaratan kualifikasi pada klausul 5
; dan 6.
i 3) Apabila penyedla! tidak memenuhi persyaratan
kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan
' Pengadaan LangSUng gagal, dan mengundang
Pelaku Usaha lami

11.3 Evaluasi Teknis : '

a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang
memenuhi  persyaratan  administrasi  dan
kualifikasi,

b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan

: yang ditetapkan seﬂagaimana yang tercantum di

| spesifikasi;

¢. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan
sistem gugur (pass ard fail);

d. Pejabat Pengadaan' menilai persyaratan teknis
minimal yang harus dipenuhi sebagaimana

| tercantum di spesifikasi;

e. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan
tethadap  Dokumen  Penawaran  Teknis
sebagaimana terdapat pada klausul 8.3.

f. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis,
Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan
Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha
lain.

11.4 Klarifikasi dan neg051as1 teknis dan harga :
a. Pejabat PengadaanI melakukan klarifikasi dan |
negosiasi teknis dan;harga.
b. Pejabat Pengadaam bersama dengan peserta
membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan
Negosiasi. ! '
c. Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai
kesepakatan, Pejabat Pengadaan menyatakan '
Pengadaan Langsung gagal, dan dilakukan
Pengadaan Langsung ulang mengundang Pelaku
Usaha lain.

12. Pembuatan 12.1 Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil

Berita Acara Pengadaan Langsung.

Hasil i

Pengadaan 12.2 Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus
Langsung memuat hal-hal sebagai berikut:

é I




a. tanggal dibuatnya Plenta Acara

b. Nama dan alamat peserta

¢. harga penawaran dJl.n harga hasil negosiasi;

d. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan

e. keterangan-keteranéan lain yang dianggap periu
(apabila ada) '

G. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN SPK
|

13. Penerbitan
SPPBJ

14. Penandatanga
n-an SPK

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

13.1

13.2

Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil
Pengadaan Langsung kepada PPK dengan
melampirkan Berita, Acara Hasil Pengadaan
Langsung. |

PPK sebelum menerbitkan SPPBJ melakukan

review atas laporan hasil Pengadaan Langsung

untuk memastikan:

a. bahwa proses Pengadaan Langsung sudah
dilaksanakan sesual prosedur; dan

b. bahwa calon Penyedla memiliki kemampuan
untuk mclaksanak?n Kontrak.

Dalam hal PPK menyetujui hasil Pengadaan
Langsung, maka PPK menerbitkan SPPBJ.

PPK mengirimkan SP!PBJ kepada calon Penyedia
dan memasukkan data ]SPPBJ pada Aplikasi SPSE.

Dalam bal PPK tidak imenyetujui hasil Pengadaan
Langsung, maka PPK menyampaikan penolakan
kepada Pejabat Pengadaan dengan disertai alasan
dan bukti. Selanjutnya PPK dan Pejabat Pengadaan
melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan
pendapat atas hasil Pengadaan Langsung.

Dalam hal tidak tercapal kesepakatan, maka
pengambilan keputus!an atas hasil pemilihan
diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam)
hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.

PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK
yang meliputi substans1 bahasa, redaksional, angka
dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap
lembar SPK. |

Banyaknya rangkap SP!‘K dibuat sesuai kebutuhan,
yaitu:
a. sekurang-kurangnya| 2 (dua) SPK asli, terdiri
dari:
1) SPK  asli pertama untuk PPK dibubuhi




10
l

meterai pada ba!gian yang ditandatangani oleh
penyedia barang; dan
2) SPK  asli kedua untuk penyedia barang
dibubuhi  metérai pada bagian yang
ditandatangani oleh PPK;
b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi meterai,
apabila diperlukan.

133 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas
nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada
klausul 8.2 huruf a butir 4).




BAB IIL. LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP)

Bagian IKP No. Isian Ketentuan
IKP
1. LINGKUP 1.1 Kode RUP:
PEKERJAAN
1.2 Nama paket pengadaan:
Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat
Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN
Angkatan IV Kelas G dan H PIP Semarang T A.
2022
13 Uraian singkat paket pengadaan: Pengadaan
Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat
Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN
Angkatan IV Kelas G dan H PIP Semarang T A.
2022 meliputi paket penginapan sebanyak 48 paket
selama 9 (sembilan) malam.
14 Jenis Kontrak yang digunakan:
Harga satuan
1.6 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah:
Politeknik limu Pelayaran Semarang
1.7 Nama Pejabat Pengadaan:
Pejabat Pengadaan Politeknik Iimu Pelayaran
Semarang
1.8 Alamat Pejabat Pengadaan:
JI. Singosari 2A Semarang
19 Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah:
https://pip-semarang ac.id
1.10 | Website Aplikasi SPSE:
Ipse.dephub.go.id
2. SUMBER DANA Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan:
DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022
3. PERSYARATAN | 31 Memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan

KUALIFIKASI
PESERTA

atau surat izin lain sesuai bidang sebagaimana yang
dipersyaratkan, yaitu : Tanda Daftar Perusahaan
(TDP) Persekutuan Komanditer dengan jenis usaha
pokok perhotelan yang masih berlaku dengan
menyampaikan rekaman.




8.2

Memiliki NPWP| dan telah memenuhi kewajiban
perpajakan  (SPT Tahunan) tahun 2021/2022

33 Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta
perubahan perusalllaan (apabila ada perubahan);
34 Surat Pernyataan Pakta Integritas.
!
4. DOKUMEN 4.1 Masa berlaku surat penawaran:
;iNNAWARAN 30 (tiga puluh) hari kalender
KUALIFIKASI |
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;

4.2

20 (dua puluh) hari kalender
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BAB IV. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR
No. Uraian Jumlah CheckIn | Check Out Waktu
1, | Het 48 | Pax | 20 Juni 2022 | 29 Juni 2022 Malam
Penginapan




é
‘ 14
[]

!
BAB V. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA (HPS)

I 3

‘No. Uraian Jumlah | Check In Chesk \I?Vaktu Flangs Jumlah Harga

| Qut i Satuan

! Paket 20 Juni 29 Juni

| 1. Penehapai 48 | Pax 2022 202 9 | Malam | Rp 220.000,- | Rp 95.040.000,-
JUMLAH | Rp 95.040.000,-

TERBILANG: SEMBILAN PULUH LIMA JUTA EMPAT PULUH RIBU RUPIAH




BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN

[Kop Surat)
Nomor : [tempat], __ [tanggal] [bulan] _ ftahun]
Lampiran y
Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan pada [Kementerian/I.embaga/Perangkat Daerah]
di
Perihal - Penawaran Pengadaan [diisi nama pekerjaan]

|
Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor:
tanggal , dengan ini kami meng%tjukan penawaran untuk pengadaan
[diisi nama pekerjaan] sebesar Rp

( )

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam
Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakain pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan

pekerjaan selama ( ) hari Kalender,
Penawaran ini berlaku selama _ (_ ) hari kalender sejak tanggal
surat penawaran ini. '

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampalkan sebanyak 1 (satu) rangkap
dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, ma‘ka kami menyatakan sanggup dan
akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan
Langsung.

i Penyedia,
[PT/CV/F irma/K operasi/Perorangan)

--------------------------

Nama Lengkap




B.

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

No. | Uraian Spesifikasi | Satuan Volume | Identitas

Pekerjaan | Teknis yang
dan/atau ’ ditawarkan
Gambar
1. | [Diisi [diisi | [diisi
uraian satuan unit | volume
Jenis Pekerjaa!n ] | unit
Pekerjaan] , | Pekerjaan]

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HAiRGA

Daftar Kuantitas dan Harga ;
i

Daftar Kuantitas dan Harga diisi sesuai dengan ifem pekerjaan yang tercantum

dalam spesifikasi.

No | Uraian Pekerjaan | Satuan Volume Jumlah Harga

Jumlah (Sebelum PPN)
PPN (10%) '
Jumlah total setelah PPN !
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BAB VIIL PAKTA INTEGRITAS

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa Kemitraan]
PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : [nama wakil sc:zh badan usaha]

No. Identitas 3 [diisi nomor K TP/SIM/Paspor]

Jabatan |

Bertindak untuk  : PT/CV/Firma/Koperasi | [pilih yang sesuai
dan atas nama dan cantumkan nama/

i
dalam rangka pengadaan Pengadaan Paket Meeting Workshop Review Pelaksanaan
Anggaran Dan Pelaporan Politeknik Ilmu'Pelayaran Semarang dengan ini
menyatakan bahwa: ‘

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

2. akan melaporkan kepada APIP Politekniki Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang,
dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan
ini;

3. akan mengikuti proses pengadaan secara blersih, transparan, dan profesional
untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini,

bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam
Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/ataui dilaporkan secara pidana.

[tempat], __ [tanggal] [bulan] 20 [tahun]
|

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],

[nama lengkap]




FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PESERTA BERBENTUK BADAN

USAHA

[
1

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama - [nama badan usa{za]

!
No. Identitas [diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]

Jabatan : [diisi sesuai jabatan dalam akta notaris|

Bertindak : [diisi nama badan usaha]
untuk
dan atas nama

Alamat

L.

6.

Telepon/Fax

Email

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

|
saya secara hukum bertindak ' untuk dan atas nama
perusahaan/koperasiberdasarkan l [akta pendirian/anggaran
dasar/surat kuasa, disebutkan secara jellas nomor dan tanggal akta
pendirian/anggaran dasar/surat kuasay, |

saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/bagi
pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar
tanggungan Kementerian/Lembaga/Perangkatl Daerah ditulis sebagai berikut :
“Saya merupakan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang
sedang cuti diluar tanggungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah” ],

saya tidak sedang menjalani sanksi pidana; |

saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para
pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

badan usaha yang saya wakilitidak sedang dik(::nakan Sanksi Daftar Hitam, tidak
dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang
dihentikan;

data-data badan usaha yang saya wakili adalah |sebagai berikut:

! A. Data Administrasi 4




1. Nama Badan Usaha
2. Status Badan Usaha l Z Pusat Cabang
3. Alamat Kantor Pusat i :
No. Telepon ke
No. Fax :
E-Mail k
4, Alamat Kantor Cabang E
No. Telepon X
No. Fax |
E-Mail |
5. Bukti kepemilikan/penguasaan
tempat usaha/kantor o
[
B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha .
1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi
a. Nomor i
b. Tanggal
c. Nama Notaris
d. Nomor Pengesahan/pendaftaran
[contoh: nomor  pengesahan
Kementerian Hukum dan
HAMuntuk yang berbentuk PT]
2. Perubahan Terakhir Akta Pendirian |
Perusahaan/Anggaran Dasar
Koperasi
a. Nomor :
b. Tanggal :
c¢. Nama Notaris ;
[contoh: persetujuan/bukti |
laporan dari Kementerian Hukum
dan HAM untuk yang berbentuk
PT]
C. Pengurus Badan Usaha ’
1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)I
No. Nama nomor Kartu | Jabatan dalam Badan
Tanda Pendudulf Usaha

(KTPY |
Paspor/Surat |




|
l

Keterangan]

Domisili Tinggal
|

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No. Nama nomor Kar‘cu| Jabatan dalam Badan
Tanda Penduduk Usaha
(XTPY
Paspor/Surat
Keterangan
Domisili Tinggal
D. Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
1. Surat Izin Usaha No Tanggal
2. Masa berlaku izin usaha '
3. Instansi pemberi izin usaha i
4. Kualifikasi Usaha
5. Klasifikasi Usaha
6. No. TDP
E. Izin Lainnya fapabila dipersyarathan] l
1. Surat Izin No Tanggal

B,

2. Masa berlaku izin
Instansi pemberi izin

F. Data Keuangan

20

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuki PT)/Susunan Persero (untuk

CV/Firma)
nomor Kartn Alamat
Tanda Penduduk
No. Nama KTPY Persentase
Paspor/Surat
Keterangan

Domisili Tinggal
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2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak : —F———

b. Bukti laporan Pajak Tahun No ! ——
terakhir (SPT tahunan) s - N
l
G. DataPersonalia(Tenaga ahli/teknis/terampilbadan usaha) fapabila diperlukan]
|

Tinekat Jabatan Pengalama Profesi | Tahun
N | Nam | Tglbln/th gt dalam gala /| Sertifikat
x Pendidika X n Kerja .
0 a n lahir pekerjaa keahlia /
n (tahun) !
n n Ijazah
1 2 3 4 5 6 7 8
|

H. Data FasilitasIPeralatan/Perlengkapan[apabilh diperlukan]

Jenis Kapasitas Bukti
Fasilitas/Pe Tumla atau Merk | Tahun | Kondis | Lokasi Status
No.| ralatan/ - output dan | pembuata i Sekaran 4
h : " Kepemil
Perlengkap pada saat | tipe n (%) g ikan
an ini |
1 2 3 4 S 6 7 8 9
I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir
! Tanggal

Status Selesai

: | Kontrak .
Pemberi Penye | Pekerjaan
Nama : Pekeriaan dia | Berdasarkan
No | Paket kel:lzn P Rlsr;%lka Loka A dalam
Pekerj (grup) | Lingku St Alama No pelaks BA
aan / . anaan
p Nam |t/ Nila . | Kon | Serah
: | | Ta | . |Pekerj X
Pekerja a |Telep ng i aan trak | Terim
an on ga] a
M @ 3 4 G G| D [®|G ]| 0 | dh| a2
1 |
|
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dst

J. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

Status
Penyedia
. Pemberi dalam
Ringka Pekerjaan pelaiksan Kontrak Progr =
Nama | 520 ! Terakhir
N | Paket | Lingku | 1ok et
Pekerjaa
0. | Pekerj P | asi L
aan | Pekerja ‘
an Alam : No/ Kontra | Prest
Nam { at/ Tan Nil k asi
a | Telep algg ai | (Renca | Kerja
on ) na) (%) | (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

|
Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa
tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui| bahwa data/dokumen yang saya
sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili
bersedia dikenakan sanksi berupa sanksiadministratif, Sanksi Daftar Hitam, gugatan
secara perdata, dan/ataupelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. i

[tempat], [tanggal] [bulan] [tahun]
|
PT/CV/Firma/Koperasi |
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
[rekatkan meterai Rp 6.000,-
tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)
[jabatan dalam badan usahaf




BAB VIH

BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

[kop surat satuan kerja Pejabat Pe‘zmbuat Komitmen]

SATUAN KERJA :
SURAT PERINTAH KERJA NOMOR ' DAN TANGGAL SPK.
(SPK)
|
Nama PPK: !
Nama Penyedia: l

NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN
LANGSUNG:

. | TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN
PAKET PENGADAAN : LANGSUNG-

NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN
LANGSUNG:
1

TANGGAL | BERITA ACARA HASIL
PENGADAAN LANGSUNG:

SUMBER DANA: [sebagai contoh, cantumkan “dibebankan atas DIPA/DPA
Tahun Anggaran untuk mata anggaran kegiatan

Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp
( rupiah). |

Jenis Kontrak |
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: ( ) hari
kalender !
Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia
Pejabat Pembuat Komitmen |
[tanda tangan dan cap (jika salinan [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini
asli ini untuk Penyedia maka rekatkan untukW proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat
meterai Rp 6.000,- )] Komitmen maka rekatkan meterai Rp
6.000,- )]
[nama lengkap] !l [nama lengkap]
[jabatan] [jabatan]
|
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SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH/KERJA (SPK)
|

LINGKUP PEKERJAAN W
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam
jangka waktu yang ditentukan sesuai deng'an volume, spesifikasi teknis dan harga
yang tercantum dalam SPK. |

HUKUM YANG BERLAKU |

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum

Republik Indonesia. |

HARGA SPK |

a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya
overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan)

b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar
kuantitas dan harga.

HAK KEPEMILIKAN l

a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau
disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK.
Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara
optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum
yang berlaku. |

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK
tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK
pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua
peralatan tersebut harus dikembalikan 'dalam kondisi yang sama pada saat
diberikan kepada penyedia dengan pengecuahan keausan akibat pemakaian
yang wajar.

CACAT MUTU |
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaal'} penyedia dan memberitahukan secara
tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat
memerintabkan penyedia untuk menguji |pekerjaan yang dianggap oleh PPK
mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama
masa garansi. i

PERPAJAKAN ‘

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan
lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK.
Semua pengeluaran perpajakan ini dlanggap telah termasuk dalam harga SPK.

PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKON TRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau
seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekeljaan hanya diperbolehkan dalam hal
pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat
lainnya.
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10.

11,

JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau
pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum
dalam Surat Perintah Mulai Kerja.

c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena
keadaan diluar pengendaliannya dan’ penyedia telah melaporkan kejadian
tersebut kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali
pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

ASURANSI
a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat

Perintah Mulai Kerjasampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:

1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya
kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan serta pekerja untuk pelaksanaan
pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan,
serta risiko lain yang tidak dapat diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan

b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam
harga SPK.

PENANGGUNGAN DAN RISIKO L

a. Penyedia berkewajiban untuk rnehndungl membebaskan, dan menanggung
tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung
jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum,
proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta
instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan
kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari
hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal
penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediadan Personel,
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian

pihak lain. |

b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan
berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil
pekerjaan inimerupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan
tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

c. Pertanggungan asuransi yang d1m111k1 oleh penyedia tidak membatasi
kewajiban penanggungan dalam syarat uu

d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasﬂ pekerjaan sejak tanggal mulai kerja
sampaibatas akhir garansi harus d1perba1k1 diganti atau dilengkapi oleh
penyedia atas tanggungannya sendiri _]lka kehilangan atau kerusakan tersebut
terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedla

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
PPK berwenang melakukan pengawasan d_an pemeriksaan terhadap pelaksanaan
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12,

13.

14.

15.

pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedla PPK dapat memerintahkan kepada
pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedla

PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memermtahkan penyedia untuk melakukan
pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan
Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia
berkewajiban untuk menanggung biaya péngujian tersebut. Jika tidak ditemukan
adanya Cacat Mutu maka uji coba fersebut dianggap sebagai Peristiwa

Kompensasi. i

LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap
kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan
pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan
hasil pekerjaan. |

b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas
Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan
pekerjaan di lokasi pekerjaan.

WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulal kerja, dan melaksanakan pekerjaan
sesuai dengan program mutu, serta; menyelesaikan pekerjaan selambat-
lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah
Mulai Kerja.

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena
kesalahan atau kelalaian penyediamaka penyedia dikenakan sanksi berupa
denda keterlambatan.

c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK
memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan

d. Tanggal penyelesaian yang d1maksud1 dalam ketentuan ini adalah tanggal
penyelesaian semua pekerjaan. :

SERAH TERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan
permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil
pekerjaan.

c. PPK dalam melakukan pemeriksaan ihasil pekerjaan dapat dibantu oleh
pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis. |

d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan,
penyedia Wa_]lb memperballn/menyelesalkannya atas perintah PPK.

e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah! seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan SPK. '

f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan

[
1

1
|
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penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

a.

Penyedia dengan jaminan pabrikan} dari produsen pabrikan (jika ada)
berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang
tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian
Penyedia, atau cacat mutu akibat desain; bahan, dan cara kerja.

Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.

c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera

setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.

Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk
memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu
sesual dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.

Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat
cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam
Sertifikat Garansi,PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan
PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan
melakukan perbaikan tersebut. Penyedla berkewajlban untuk membayar biaya
perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara
tertulis oleh PPK.

Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedla yang lalai memperbaiki cacat
mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

a.

SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.

b. PerubahanSPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi

lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak,
meliputi: |

1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;

2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;

3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau

4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantuPejabat Peneliti
Pelaksanaan Kontrak.

18, PERISTIWA KOMPENSASI .

a.

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai

berikut:

1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;

3) PPK tidak memberikan gambar-gambar spesifikasi dan/atau instruksi sesuai
jadwal yang dibutuhkan;

4) penyedia belum bisa masuk ke loka51 sesuai jadwal;

5) PPK menginstruksikan kepada plhak penyedia untuk melakukan pengujian
tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;)

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;

7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat
diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
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8) ketentuan lain dalam SPK.
Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau
keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk
membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian
pekerjaan.

Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan
perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat
dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

Perpanjangan waktu penyelesalan pekexjaan hanya dapat diberikan jika
berdasarkan data penunjang dan perhltungan kompensasi yang diajukan oleh
penyedia kepada PPK, dapat dlbuktlkan perlunya tambahan waktu akibat
Peristiwa Kompensasi.

Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian
pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini
dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

a.

Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan
melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta
perpanjangan tanggal penyelesaian i berdasarkan data penunjang. PPK
berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal
penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus
dilakukan melalui adendum SPK. ,

PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan
penelitian terhadap usulan tertulis yang 'diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a

Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.

b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wa_ub membayar kepada penyedia sesuai

dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:

1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini.
Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK,
dan selanjutnya menjadi hak milik PPK

2) biaya langsung demobilisasi personel.

Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh plhak PPK atau pihak penyedia.

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata,pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan

apabila; |

1) penyedia terbukti melakukan KKN} kecurangan dan/atau pemalsuan dalam
proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;

2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan
benar oleh instansi yang berwenang,

3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam Jangka waktu yang telah ditetapkan;

4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;

5) penyedia menghentikan pekeﬂaan{ dan penghentian ini tidak tercantum
dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;;

6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
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7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan

sebanyak 3 (tiga) kali;

8) penyedia selama Masa SPK pagal imemperbaiki Cacat Mutu dalam jangka

waktu yang ditetapkan oleh PPK;

! 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan

pekerjaan, dan perintah tersebut tldak ditarik selama 28 {(dua puluh delapan)
hari;dan/atau '

10) PPK tidak menerbitkan surat permtah pembayaran untuk pembayaran
tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum
dalam SPK.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:

1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka

dicairkan (apabila diberikan),

2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dar/atau

3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.

£ Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan
prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam
pelaksanaan pengadaan, maka PPK dlkenakan sanksi berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan 'yang disepakati dilakukan oleh PPK,
dengan ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil
pekerjaan;

2) pembayaran dilakukan dengan [s:stem bulanan/sistem termin/pembayaran
secara sekaligus], |

3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
persen) dan Berita Acara Serah Terimaditandatangani.

¢. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan
pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan
pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
(PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhltungan angsuran, tidak akan menjadi
alasan untuk menunda pembayaran PPK dapat meminta penyedia untuk
menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-
hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia
berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil)
dari [nilai SPK atau dari nilai bagian SPK] (tidak termasuk PPN) untuk setiap
hari keterlambatan. |

b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan
penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurang1 tanggung jawab kontraktual
penyedia. |
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23,

24,

PENYELESAIAN PERSELISTHAN
PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan
secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK
ini atau interpretasinya selama atau |setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika
perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan
diselesaikan melalui Layanan Penyelesai;an Sengketa, arbitrase atau Pengadilan
Negeri.

LARANGAN PEMBERIAN KOMISI .

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau
akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun
tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini
merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.
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BAB IX

BENTUK DOKUMEN LAIN

|
A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

[kop surat K/L/PD]
Nomor : >
20
Lampiran :
Kepada Yth.
di
Perihal : Penunjukan Penyedia Pekeraan KOIISt]’llkSI untuk Pelaksanaan Paket
Pengadaan
l
Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor tanggal
tentang dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp

( ) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penye!dia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara
diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
diterbitkannya SPPBJ. Kepagalan Sandara untuk menerima penunjukan ini yang
disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi
sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja
Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP :

Tembusan Yth. : ‘
1. [PA/KPA K/L/PD] !
2 [APIP K/L/PD]

3 [Pejabat Pengadaan]
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|
B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA

[kop surat satuan kerjcf K/L/PD]

|
SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor:
Paket Pekerjaan:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

[nama Pejabat Penandatangan ¢ ontrak]

[jabatan Pejabat Penandatangan Kontrak]

[alamat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak]

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan SPK nomor tanggal , bersama ini
memerintahkan:

[nama Penyedia Jasa Lainnya/

[alamat Penyedia Jasa Lainnya ]
yang dalam hal ini diwakili oleh:

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut:

1. Paketpengadaan: ;

2. Tanggal mulai kerja: z

3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;

4. Waktu penyelesaian: selama ( ) hari kalender dan pekerjaan harus
sudah selesai pada tanggal :

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan‘pelaksanaanfpenyelesa:ian pekerjaan
Penyedia akan dikenakan Denda Keterlmnbatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari
nilai SPK atau dari nilai bagian SPK(tidak tennasuk PPN) sesuai ketentuan dalam
SPK.




Untuk dan atas nama

Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]
[jabatan]
NIP:

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama [nama Penyediaj

[tanda tangan]

[rama lengkap]
[jabatan]

i

[tempat], _ [tanggal] [b;dan ] [tahun]

g
l




BABX

PENUTUP

Ketentuan-ketentnan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Paket Penginapan
Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan IV Kelas G
dan H PIP Semarang T.A. 2022,

|
Semua pengeluaran biaya sebagai akibat! ketetapan ini dibebankan kepada

Anggaran Belanja pada DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 Nomor :
SP DIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 November 2021.

Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya
tugas Pejabat Pengadaan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana
mestinya. |

Semarang, 13 Juni 2022
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Belanja
\ Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

KRISTIN ANITA INDRTYANI. 3.ST.. M.M.

; Pembina (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002




KERANGKA ACUAN KERJA
1
PENGADAAN JASA LAINNYA

i
PA/KPA :  CAPT. DIAN WAHDIANA, M.M
UNIT KERJA :  POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
PPK ¢ HERIPRASETYO, SM

PENGADAAN PAKET MEETING WORKSHOP

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (DPM) BST KN ANGKATAN IV KELAS G DANH

I
KEMENTERIAN PERHUBU‘NGAN RI
BADAN PENGEMBANGAN SDM II’ERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

TAHUN ANGGARAN 2022




KERANGKA ACUAN KERlJA (KAK)

PENGADAAN PAKET MEETING WORKSHOP PENGADAAN PAKET
PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAY;AAN MASYARAKAT (DPM) BST

KN ANGKATAN IV KELA]S G DANH

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022

I. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum :

a.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286),

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
!

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomér 4301);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor |64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4849);

i
Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2:000 tentang Kepelautan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di
Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republiké[ndonesia Nomor 5310),

|
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Perilgelolaan Perguruan Tinggi;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tentang Penetapan
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departeman Perhubungan Sebagai
Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pe?gelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum;




Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 43 Tahun 2014 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2015 fentang Statuta

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;

. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi!

Peraturan Menteri Pethubungan Nomor PM. 140 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2013 tentang
Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut;

|
. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan|Pelatihan Perhubungan Nomor SK

656/DL-002/VI/DIKLAT-10 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan
Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK. 471/DL.002/IV/DIKLAT-09
tentang Kurikulum Pendidikan Kepelautan;

. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

|
Nomor SK 2162/HK-208/XI/DIKLAT-10; tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan; ‘

. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

|
Nomor PK.01/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan
Peningkatan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;

. Peraturan Kepala Badan Pengembangan $umber Daya Manusia Perhubungan

Nomor PK.02/BPSDMP-2013 tentang Kimkulum Pendidikan dan Pelatihan
Pembentukan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;

Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
Nomor PK.03/BPSDMP-2013 tentang Kllrikulum Pendidikan dan Pelatihan
Pemutakhiran Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;

Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor
PK.07/BPSDMP-2016 tentang Kurikulum| Program Pendidikan dan Pelatihan
Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi di Bidang Pelayaran.




2. Gambaran Umum

Sejalan dengan visi terwujudnya konektlivitas nasional yang handal, berdaya
saing dan memberikan nilai tambah. Untuk dapat menjalankan visi tersebut maka misi
yang diemban oleh Kementerian Perhubungan adalah :

a. Meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk
mendukung pengembangan konektivitas antar, wilayah;
b. Meningkatkan keselamatan dan keamanan t{ansportasi dalam upaya peningkatan
pelayanan jasa transportasi; '
¢. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;
d. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana'pelayanan transportasi;
¢. Melanjutkan konsolidasi mel.alui restrukturisaflsi, reformasi dan penguatan dibidang
peraturan, kelembagaan, sumber daya man!usia, dan pengakuan hukum secara
konsisten;
f Mewujudkan pengembangan inovasi dan 'teknologi transportasi yang ramah
lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iidim;
g. Meningkatkan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan instruktur sector
transportasi. |
Visi dan Misi Badan Pengembangan Stflmber Daya Manusia Perhubungan
(BPSDM) Kementerian Perhubungan selain mengacu pada tugas pokok dan fungsi
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, visi dan misi
Kementerian Perhubungan dan mem'ndaklanjuti: amanat Undang — undang di bidang
transportasi antara lain : ‘
a. Undang — undang Nomor 23 Tahun 2007 tenthg Perkeretaapian;
b. Undang — undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
¢. Undang — undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
d. Undang — undang Nomor 22 Tahun 2009 tent:ang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Dalam keempat Undang — undang dibidanlg transportasi diatas mengamanatkan
bahwa pemerintah (Kementerian Perhubungan$ bertanggung jawab atas penyediaan
dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang transportasi (profesional,
kompeten, disiplin, bertanggung jawab dan memiliki integritas) yang memenuhi
standar nasional dan internasional.
Berdasarkan hal diatas, maka Visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BPSDM) Perhubungan adalah terwujudnya sumber daya manusia perhubungan yang

4



prima, profesional dan Beretika dalam menyelenggarakan transportasi yang handal
serta berorientasi Zero Accident.

Untuk mencapai visi tersebut, maka telah dirumuskan misi Badan Pengembangan
SDM Perhubungan adalah sebagai berikut ;
a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat transportasi sesuai dengan standar

nasional dan internasional;

b. Meningkatkan mutu lulusan diklat transportasl)i yang sesuai dengan kebutuhan dunia
kerja melalui kerjasama kemitraan dengan stakeholder terkait;

c. Penguatan dan peningkatan kelembagaan dikiat yang efektif, efisien, akuntabel dan
transparansi.

Pusat Pengembangan SDM Perhubungan L;aut yang berada dibawah koordinasi
Badan Pengembangan SDM Perhubungan 1inempunyai visi terwujudnya SDM
transportasi laut yang kompeten dan berdaya isaing nasional dan internasional dan
mempunyai misi penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien,
akuntabel dan transparansi. ;

Selain itu, dalam menggerakan roda organisas%i sesuai tugas dan fungsi yang telah

diamanatkan Kementerian Perhubungan, BLU;, PIP Semarang mempunyai cita-cita
dan harapan yang dituangkan dalam visi organis!asi sebagai berikut:

» Menjadi Perguruan Tinggi Pelayaran Nisinga yang Profesional, Mandiri dan
Berwawasan Global”. Visi PIP Semarang akan terwujud dengan baik sesuai yang
dicita-citakan dengan membuat perencanaan dan penetapan misi sebagai langkah-
langkah konkret organisasi yang dijabarkan seba:igai berikut:

a) Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun
internasional untuk membekali sumber daira manusia yang profesional, mandin,
berwibawa dan berwawasan global.

b) Mengembangkan penguasaan ilmu teraﬁan dan teknologi bidang pelayaran
melalui penelitian dan pengabdian kepada rfnasyarakat.

c) Melaksanakan tata kelola lembaga yang tra:nsparan, akuntabel dan mandiri dengan
meningkatkan kemampuan seluruh sumber idaya organisasi secara terus menerus.

d) Menjalin kerjasama dengan stakeholder, dunia usaha, dunia industri dan alumni

demi terwujudnya jejaring kinerja berkelanjutan




Politeknik Iimu Pelayaran (PIP) Semarang merupakan salah satu instansi pelayanan
pendidikan di bidang pelayaran yang berada di Kota Semarang. PIP Semarang adalah
Pergurvan Tinggi Negeri dibawah Kementerian Perhubungan RI. PIP semarang
mempunya tugas menyelenggarakan program plendidikan vokasi dibidang pelayaran
dan secara internal PIP Semarang saat ini Sedang menjalankan komitmen dan
tanggung jawabnya sebagai penyedia, pengem:bang dan pemerata pendidikan ilmu
pelayaran dalam rangka meningkatkan pelayanan publik pada bidang pendidikan ilmu
pelayaran. PIP Semarang melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi
dan sertifikasi dalam rangka melaksanakan kégiatan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Perhubungan Laut. '

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang selain menyelenggarakan program
pendidikan dan pelatihan transportasi juga mienyelenggarakan jasa layanan diklat
keterampilan dan keahlian pelaut. Jasa layanan ;ini selain meningkatkan keterampilan
kompetensi ijasah para pelaut juga menyelenggiarakan diklat pengembangan keahlian
pelaut antara lain seperti BST, AFF, MFA, SDS]?), dil.

3. Rumusan Masalah i

|
Mengingat pentingnya terciptanya lulusan Diklat Transportasi Laut yang prima,
profesional dan beretika yang dihasilkan BPSPM Perhubungan setiap tahun yang
sesuai standar kompetensi/kelulusan serta sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan
pelaut Nasional dan Internasional, maka PIP Semarang berupaya mengoptimalkan

dukungan layanan pada jasa yang diselenggarak?nnya kepada para peserta didik.

Hal ini juga sejalan dengan misi dari PIP Semarang, yakni salah satunya adalah
Meningkatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun
internasional untuk membekali sumber dayaimanusia yang profesional, mandiri,

berwibawa dan berwawasan global.

I. MAKSUD DAN TUJUAN |
1} Maksud Kegiatan
Maksud Pengadaan Paket Meeting Workshop| Pengadaan Paket Penginapan Peserta
Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan IV Kelas G dan H
Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang ’}‘ahun 2022 adalah sebagai pedoman
untuk Pengadaan Paket Meeting Workshop !Pengadaan Paket Penginapan Peserta

|
I 6
l
|
|



2) Tujuan Kegiatan

| IV. ORGANISASI PENGADAAN

Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan IV Kelas G dan H
serta untuk memenuhi wujud nyata Misi ‘ari PIP Semarang sebagai proses
peningkatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun

internasional kepada para peserta didik.

Tujuan kegiatan Pengadaan Paket Meeting Workshop Pengadaan Paket Penginapan
Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan IV Kelas G dan
H Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang 'fahm 2022 adalah agar terlaksananya
kegiatan tersebut. |

OI. TARGET/SASARAN !

{

Target dan sasaran memberikan kenyamanan dan k(jeamanan bagi para Civitas Akademika
di lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Sema%rang.

|

! a. Kementerian : Kementerian Pehubu.nga:jn
b. Satker : POLITEKNIK. ILMU PI%LAYARAN SEMARANG
¢. KPA : Capt. DIAN WAI{DIAI\{A, MM
d. PPK : HERI PRASETYO, SNI]

a.

V. SUMBER DANA PERKIRAAN PEMBIAYAAI\‘I

Sumber dana yang tersedia dalam DIPA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG untuk membiayai Belanja Perjalanan Pengadaan Paket Meeting
Workshop Pengadaan Paket Penginapan PeseI:ta Diklat Pemberdayaan Masyarakat
(DPM) BST KN Angkatan IV Kelas G dan' H Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP)
Semarang Tahun 2022 sebesar Rp. 2.128.500.(:)00,— (Dua Milyar Seratus Dua Puluh
Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). !

Total perkiraan biaya (HPS) yang diperlukein untuk Pengadaan Paket Meecting
Workshop Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat
(DPM) BST KN Angkatan IV Kelas G dan H Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP)




VII. SPESIFIKASI TEKNIS

Semarang Tahun 2022 sebesar Rp. 95.040.000
puluh ribu rupiah).

,- (Sembilan puluh lima juta empat

VL JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah selatlna 20 (dua puluh) Hari kalender

No.

Uraian

Jumlah

Check In Check Out Waktu
i

1.

Paket Penginapan

48 | Pax

20 Jun:i 2022 29 Juni 2022 | 9 | Malam

VII. PENUTUP

Kerangka acuan kerja ini dibuat sebagai pedoman untuk melaksanakan penyusunan

pekerjaan kepada pemberi tugas.

Proposal Dokumen Administrasi dan Penawaran Teknis serta Penawaran Biaya / nilai

|
! Semarang, 13 Juni 2022
PEJ AB'AT PENANDATANGAN KONTRAK
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

h 5 s
| U \./‘-h—
| HERIPRASETYO. S.M
Penata Muda (I1l/a)
' NIP. 19850429201012 1 003




KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN @
BADAN LAYANAN UMUM VKAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG ————
JALAN SINGOSARI 2A | TELP. (62) 024-8311527 | FAX : {62) 024-8311529
SEMARANG (62)024-8311528 | Email : info@pip-semarang.ac.id

KODE POS 50242 Home Page : Www.pip-semarang.ac.id

HARGA PERKIRAAN SENDIRI
PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (DPM) BST KN ANGKATAN IV KELAS G DANH
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022

No. Uraian Jumlah | Check In Check Waktu Harga

Out Satian Jumlah Harga

Paket

1. | Penginapan | 48 | Pax 20.Iom) &0

2022 20y | 9 | Malam | Rp220.000.- | Rp 94.608.000.-

JUMLAH | Rp 94.608.000,- |

TERBILANG: SEMBILAN PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS DELAPAN RIBU
RUPIAH

Semarang, 13 Jum 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG

, f— r

SERrPASETYO
RASETYO, S.M

Penata Muda (I11/a)
NIP. 19850429201012 1 003




JADWAL PROSES

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BST KN ANGKATAN IV KELAS G DAN

H

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO KEGIATAN 11-Jun-22 | 12-Jun-22

13-Jun-22

14-Jun-22 | 15-Jun-22 | 16-Jun-22

17-Jun-22

| |Dokumen Pengadaan Langsung

2 |Undangan kepada Peserta Terpilih

3 |Pemasukan Dokumen Penawaran

4 |Pembukaan Dokumen Penawaran

5§ |Evaluasi Penawaran

6 {Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga

7 |Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung

8 {Rapat Pra Penunjukan

9 |Penandatanganan Konirak / SPK

KETERANGAN

[ ] HARIKERIA

_ PROSES PENGADAAN

B :sxiLiBur

SEMARANG, 13 JUNI 2022
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

Pembina (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002




2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas ---
; saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada -----
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta
persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada --—-
Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.

3. Pemindahan hak atas saham mendapat persetujuan ----
dari instansi yang berwenang, jika peraturan —-----
perundangan-undangan mensyaratkan hal tersebut . ----

| 4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham —--=-
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum --——-——=
Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham --—-—————-
tidak -diperkenankan: sd=smse——— e e e — e e e

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab- ---=-
lain saham tidak lagi menjadi milik Warga -----—-===
Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, ---—---

: maka dalam .jangka waktu' 1 (satu) tahun orang ------
atau badan hukum tersebut wajib memindahkan -----—-—-
hak atas saham kepada Warga negara Indonesia -----—-
suatu badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan -----
Anggaran Dasar.-—-—-————-——m e o

6. Para Pemegang Saham lainnya berhak membeli saham --
| vang ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari sejak tanggal penawaran sesuai dengan --—-——-—-—-
pertimbangan jumlah saham yang dimiliki --————————==
MASing-MABING . === e e e

7. Pemegang Saham yang menawarkan sahamnya ----—-------=
sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, ------
berhak menarik kembali penawaran tersebut ---------

| setelah lewatnya jangka waktu yang dimaksud -—--—=—-

dalam ayat 6 Pasal ini.-—-=————m




10.

13,

Keharusan menawarkan saham kepada Pemegang --------

Saham lain hanya dapat dilakukan satu kali,-—--—-----
Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan ----- i
apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar ------
telah dipenuhi.-—-—=-———cmmmm e ———————
Mulai hari Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan
hari Rapat tersebut, pemindahan hak atas saham ———-
tidak diperkenankan.-—-———=————————mmm e
Segala tindakan pemindahan hak atas saham yang ---—-
bertentangan dengan Pasal ini, membawa akibat -----
bahwa hak-hak yang diberikan oleh hukum atas ------
saham tidak dapat dijalankan, sedangkan --—--——-———-——-
pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.----
————————————————— = DEREKE] = —————=—=—m————————
Persercan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi --
yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan -------
Perseroan. Dalam hal Direksi terdiri atas lebih ---
dari 1 (satu) orang anggota Direksi, seorang —-—----=
diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.-------
Seseorang dapat diangkat sebagai anggota Direksi --
adalah seorang perseorangan yang cakap melakukan --
perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) -----
tahun sebelum pengangkatannya pernah : --————=====—-
a. dinyvatakan pailit; —————emmcme e
b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan -----
Komisaris atau anggota Dewan Pengawaas yang ----
dinyvatakan bersalah menyebabkan suatu Perserocan-

atau Perum dinyatakan pailit; atau ----———=—=——=

dihukum karena melakukan tindak pidana yvang ----




merugikan keuangan Negara dan/atau yang ------—--

berkaitan dengan sektor KEUATOER , = et o el
Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ----=
ayat 2 Pasal ini, harus pula memenuhi persyaratan -
lain yang ditetapkan oleh instansi tehnis ————————n
berdasarkan peraturan perundang-undangan.---—-—-———-—=
Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ---
ayat 2 Pasal ini, dibuktikan dengan surat ---—-———--
pernyataan yang 'ditandatangani oleh calon anggota -
Direksi dan surat tersebut disimpan 0leh —=-=———e—ee
PR SOrOaN i~ e e e e
Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud --
dalam ayat 2 .Pasal ini pengangkatan anggota ----—--
Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, --
pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan -~----
peraturan perundangan.—==———=—cecm oo
Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi --
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ---—--
Pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota -—-
Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahul ---
tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.,---—-——————-=
Arnggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh ---
Rapat Umum Pemegang Saham.,---——-——-—— -« _____
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai ---—--—--
pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi ~-—-
juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan
dan  pemberhentian tersebut. Dalam hal Rapat Umum --
Pemegang Saham tidak menetapkan, maka pengangkatan

dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai --

berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham.-




10

11

12

Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggota --
Direksi dilakukan melalui keputusan Pemegang —---—-—-
Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham, maka -----
mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian ---
tersebut dimuat dalam keputusan Pemegang Saham ----
tersebut. Dalam hal keputusan Pemegang Saham ------
di luar Rapat Umum Pemegang Saham tidak ----——————=
menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian ---
anggota Direksi tersebut berlaku sejak keputusan --

Pemegang Saham tersebut ditetapkan.--—————————————=

.Anggota Direksi diangkat dari calon yang ------====

diusulkan oleh para Pemegang Saham dan -~-----————=—-
pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat Umum ------

Pemegang Saham.----—-----coommm o

.Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 {(lima) --

tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) ---

kali masa jabatan.--—--——————mmmmm——_—

.Dalam hal masa jabatan anggota Direksi berakhir ---

dan Rapat Umum Pemegang Saham belum dapat —----—- -
menetapkan penggantinya, maka tugas-tugas anggota -
Direksi yang lowong tersebut dilaksanakan sesuai --
dengan ketentuan pengisian jabatan anggota ---————-

Direksi yang lowong.————— ==

.Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan ----

para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan ——----—-———-

menyebutkan alasannya.-———==——c e

.Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana --

dimaksud pada ayat 13 Pasal ini dilakukan ---————==

apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi --—--

Yang bersangkutan antara lain : ————ccmmmmmmmm———e
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16.

s By 5

18

a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah ---
disepakati dalam kontrak manajemen; --—-—--—————==
b. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; -
c. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan -—----—---=
perundang-undangan dan/f/atau ketentuan Anggaran -
Dasar; -~—-=————- o
d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan ----—-—-—--
Perseroan dan/atau Negara; —-----——————————————ew-o
e, Melakukan tindakan yang melanggar etika --------
dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati ---
sebagai anggota Direksi Perserocan; —-------—-————--
f. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan --
vyang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; ------

g. -Mengundurkan diri.s=====—cccccmecmcccn e —a-

.Disamping alasan pemberhentian anggota Direksi ----

sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf a sampai --
dengan g Pasal ini, Direksi dapat diberhentikan ---
oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan -----=---
alasan lainnya vang dinilai tepat oleh Rapat Umum -
Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan -------—-
PerSer0aN. ———— === e e e
Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada -
ayat 14 huruf a, b, ¢, 4, dan e dan ayat 15 -————-—-
Pasal ini diambil setelah yang bersangkutan ---=---
diberi kesempatan membela diri.--=-===---r—mme——m———-
Rencana pemberhentian sewaktu-waktu anggota --—-----
Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ---
ini diberitahukan kepada anggota Direksi yang -----

bersangkutan secara tertulis oleh Pemegang Saham.--

.Dalam hal pemberhentian dilakukan d4i luar ---------




{ 19.

20

21

22

23

Rapat Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri ----
sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini ------—-
disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham -
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari ————======
terhitung sejak anggota Direksi yvang ——=———ececeeamaa.
bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud ------
pada ayat 17 Pasal ini.---=-=——————
Dalam hal anggota Direksi yang diberhentikan ------
telah melakukan pembelaan diri atau menyvatakan ---—-
tidak berkeberatan atas rencana pemberhentiannya --
pada saat diberitahukan, maka ketentuan waktu -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 18 dianggap --------

telah terpenuhi,-----——-m——mmmecm e e e

.Dalam hal pemberhentian dilakukan dalam Rapat -----

Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri --————————-
sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini -------
dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan --
mengabaikan ketentuan batas waktu sebagaimana -----

dimaksud pada ayat 18 Pasal ini.--——=-——cmmmmmmm—

.8elama Rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud -

pada ayat 17 Pasal ini masih dalam proses, ——-——=——--
maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib ------

melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.----—-——-

.Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud --

pada ayat 14 huruf d dan f Pasal ini merupakan ----

pemberhentian dengan tidak hormat.--—--—-- e

.Antar para anggota Direksi dan anggota —-——————————-

Dewan Komisaris dilarang memiliki -———=—=—==————————x
hubungan Kkeluarga sampai dengan derajat —-—-——-———=——--

ketiga, baik menurut garis lurus maupun —------—-—--—--
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26

garis kesamping, termasuk hubungan ------———=—====

vang .timbul .karena perkawinan.------—=-cccccccca—a=o

.Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud ---

pada. ayat 23 Pasal ini, Rapat Umum Pemegang ------=
Saham berwenang memberhentikan salah seorang ------=

diantara mereka.——rr——mmmmm e e

.Anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan/fasilitas

termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan ----
jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang -----
saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan ---=

perundang-undangan. —=-—====mm————— e e e e — e —a—————

.Apabila oleh suatu. sebab jabatan anggota ---——=----=

Direksi.Perseroan lowong, maka : -——————===———————--
a. .Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) ——--—-
7 hari setelah terjadi lowongan, harus -———---——--
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ------
untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang -----=
lowong tersebut.--—-—-———-——-———————=—————m—————————a
b. Selama jabatan itu lowong dan Rapat Umum -------
Pemegang Saham belum mengisi jabatan anggota ---=
Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud -------
pada huruf a ayat-ini, maka Dewan Komisaris ----
menunjuk salah seorang anggota Direksi ---------
lainnya, atau Rapat Usum Pemegang Saham --------
menunjuk pihak lain selain anggota Direksi -----—
yang .ada, 'untuk sementara menjalankan —------===
pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut -

dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.-------<

¢. Dalam hal jabatan. itu lowong karena —--——-—-—-—=====




; berakhirnya masa jabatan dan Rapat Umum ------—-
Pemegang Saham belum mengisi jabatan anggota ---
Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada --
huruf a ayat ini, maka anggota Direksi yang ----
berakhir masa jabatannya tersebut dapat ----——--
ditetapkan cleh Rapat Umum Pemegang Saham --—-—--
untuk sementara menjalankan pekerjaan anggota --
Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan --
dan wewenang Yang SaMa.————————mm oo -——————————

d. Bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang ----—--
| lowong sebagaimana dimaksud pada huruf b dan ---
huruf ¢ selain anggota Direksi yang lowong ----—-
| tersebut, tidak termasuk santunan purna -—----—-—--
jabatan.-————————m—mm—— e

27 .Apabila ada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh -

f jabatan anggota Direksi Perserocan lowong, maka : --

A. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) ------
hari setelah terjadi lowongan, harus -—-——-——————=

| diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham --———-
untuk mengisi lowongan jabatan Direksi ---——-—-—-——-
tersebut . ~——-———— e

b. Selama jabatan itu lowong dan Rapat Umum -------
Pemegang Saham belum mengisi jabatan Direksi —--—-
yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a --
| ayat ini, maka untuk sementara Perseroan --—-——-—-—-—
| diurus oleh Dewan Komisaris, atau Rapat Umum —--
i Pemegang Saham dapat menunjuk pihak lain -------
i untuk sementara mengurus Perserocan, dengan —-----

kekuasaan dan wewenang yang sama.---—-—————-——————n

¢. Dalam hal jabatan Direksi lowong karena —=———-—=-




berakhirnya masa jabatan dan Rapat Umum —~--————-=

Pemegang Saham belum menetapkan penggantinya, -- !
maka anggota-anggota Direksi yYang telah - —--—---=
berakhir masa jabatannya tersebut dapat -——————=
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham —--—-=-—=
untuk menjalankan pekerjaannya sebagai anggota -
Direksi dengan kekuasaan dan wewenang yang -----

d.-Bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang ——----

[ .lowong sebagaimana dimaksud pada huruf b dan ---
huruf ¢ ayat ini, selain Dewan Komisaris, ------
mempercleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang --- '
sama dengan anggota Direksi yang lowong ———-———=—=
tersebut, tidak termasuk santunan purna —----—----
Jabatan., —=— == e e e

28.Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri --

dari jabatannya dengan tembusan kepada Pemegang ---—
Saham, Dewan Komisaris dan anggota Direksi -——====- l
Perseroan lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) ---
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. —-—-———==- i
Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan --—-
" tanggal .efektif kurang dari- 30 (tiga puluh) hari -- I
dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak --
menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.---- ]

29.Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh ---

anggota Direksi yang bersangkutan atau dalam ------— 4

waktu.30.(tiga puluh) hari sejak tanggal surat ---—-
permohonan pengunduran diri dalam hal tidak —-=—---=-

disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, —-----=

|
i
\ i tidak ada keputusan dari Rapat Umum Pemegang ------ ’




30.

31

3d.

33

Saham, maka anggota Direksi tersebut berhenti --—-—-
pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau ---
dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak --
tanggal surat permohonan pengunduran diri —-———————-
diterima tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum --
Pemegang Saham.-—————————ce oo
Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :; -——-———-
a. Meninggal dunia; -----———mmmmm .
b. Masa jabatannya berakhir; —————memcm oo
c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat ------
f' Umum Pemegang Saham; -----—=-cemmmmmmmme
d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai ----—-—-—-

anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran -

Dasar dan peraturan perundang-undangan,---—--—-—-—-

.Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 30 —-————-—

huruf 4 termasuk tetapi tidak terbatas pada —-=—--==-

Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum --—————-
maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali --
berhenti karena meninggal dunia, maka yang ---————-
bersangkutan wajib menyampaikan pertanggung ---—--—-
Jawaban atas tindakan-tindakannya yang belum ------
diterima pertanggung jawabannya oleh Rapat Umum ---

Pemegang Saham.—=—---—cocmmm o

.Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk --———————

sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila ------
mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran —---—-

Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan ---—----

kerugian Perseroan atau melalaikan kewajibannya ---




atau terdapat alasan yang mendesak bagi -----————=s

Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan- ---——————

ketentuan sebagai berikut ! ————— = ___

a.

Keputusan Dewan Komisaris mengenai ---—-—-—-—-——————-o
pemberhentian sementara anggota Direksji ——————-—
dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan --
keputusan Dewan Komigaris. ————— oo
Pemberhentian sementara dimaksud harus -----—-—---
diberitahukan secara tertulis kepada yang --——-—-
bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan --
tindakan tersebut dengan tembusan kepada —------
Pemegang Saham dan Direksi.-—————ccmmmmmmm e
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ------ -
huruf b ayat ini disampaikan dalam waktu ~-————=-
paling lambat 2 {dua) hari setelah ditetapkannya
pemberhentian sementara tersebut.,---——-——————————
Anggota Direksi yang diberhentikan sementara —---
tidak berwenang menjalankan pengurusan ----—-—-—-——
perseroan serta mewakili persercan baik di -——---
dalam maupun di luar pengadilan.---—=—————e———ao
Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga ------
puluh) hari setelah pemberhentian sementara —-——-
dimaksud harus diselenggarakan Rapat Umum ------
Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah -----
mencabut atau menguatkan keputusan -——————————e-
pemberhentian sementara tersebut.—--—=—=—ceeemeeo_
Penvelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----—-
dilakukan oleh Dewan Komisarig ---—--—-———=——=e—=m

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana —-—--

dimaksud pada huruf e ayat ini, anggota --—-—=—=--




Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan ----
untuk membela diri.--—-———————
g. Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ---
ini dipimpin oleh salah seorang Pemegang ------=-
Saham yang dipilih oleh dan dari antara --------
Pemegang Saham yang hadir.-———————-—c—ccmmeeam-
h. Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ----
telah lewat, Rapat Umum Pemegang Saham ---=—=—---
sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini -----
tidak diselenggarakan atau Rapat Umum Pemegang -
| Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka ----
pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.-
1, Keputusan untuk mencabut atau menguatkan -------
keputusan pemberhentian sementara anggota ------
Direksi, dapat pula dilakukan oleh Pemegang ----
Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham --—-—---
dengan syarat semua Pemegang Saham dengan —----—-
hak suara menyetujui secara tertulis dengan ~---
| menandatangani keputusan yang bersangkutan -----
dengan tetap memperhatikan ketentuan waktu —-—---
sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini.-----
j. Dalam hal keputusan untuk mencabut atay —--—-—-—-—----
menguatkan keputusan pemberhentian sementara ---
anggota Direksi dilakukan di luar Rapat Umum ---
Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada —————--
huruf i ayat ini, maka anggota Direksi yang ----
bersangkutan diberitahukan secara lisan atau ---
| tertulis, dengan diberikan kesempatan untuk ---—-

|| menyampaikan pembelaan diri secara tertulis ----

dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah —-———--




menerima pemberitahuan.-—-=—=———c— ool
k. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham atau ——-——-————=
Pemegang Saham membatalkan pemberhentian ---——-=
sementara atau terjadi keadaan sebagaimana ---—--
dimaksud pada huruf h ayat ini, maka anggota ---

Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan ---

" tugasnya kembali sebagaimana mestinya.--—=——====
34.Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap -
sebagaimana tersebut di bawah ini, yvaitu : -——————-o
a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, -
| Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik -
Swasta; ——s--- e e

b. Anggota 'Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada ----
Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha —-==—====
Milik Swasta; =————= e el

¢. Jabatan stuktural dan fungsional lainnya pada --
instansi/lembaga pemerintah pusat atau daerah; -

d. Jabatan lainnya sesual dengan ketentuan dalam --
peraturan perundang-undangan, pengurus partai --
politik dan/atau calon/anggota legislative -—----
dan/atau calon Kepala Daerah/wakil Kepala ------
Daerah; dan atau --===—-—m e ——————— e

e, Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan ---
kepentingan.—-———=—==————cmmm e m e — e ——m— e -
—-——= = TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI = -—--
-------------------- Pasal 11 ----mm—emmem e e ———-
1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan ------
vang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk --

kepentingan Perseroan dan sesuali dengan maksud ----

dan tujuan Persercoan serta mewakili Perseroan =-----=




baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang ---
segala hal dan segala kejadian dengan —--—————————ceeo
pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam ----
peraturan pPerundang-undangan, Anggaran Dasar -—-—-—--—
dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-——---
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud -----
pada ayat 1 pasal ini, maka : —=———-—m— e __
a. Direksi berwenang untuk : ————e—————e o _______
| 1) Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan; -
2) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi -----—-
kepada seorang atau beberapa orang anggota --
Direksi untuk mengambil keputusan atas nama -
Direksi mewakili Perseroan di dalam dan ——---

dl luar pengadilan; —~=——c—mmmc e

| 3) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi —---—----
kepada seorang atau beberapa orang pekerja --
Perseroan baik sendiri-sendiri maupun -—-——----

| bersama-sama atau kepada orang lain, untuk --

| mewakili Perseroan di dalam dan di luar ----—-
pengadilan; —==-—mmm e

4) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang —--—----
kepegawaian Perserocan termasuk penetapan -—--
gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan ——-—--
penghasilan lain bagi pekerja Perseroan —--—--
berdasarkan peraturan perundang-undangan —---
| Yang berlaku, dengan ketentuan penetapan ----
gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan -----
penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui-

|| kewajiban yang ditetapkan peraturan ——-—-—-——-—-

perundang-undangan, harus mendapat -———————--




persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum -
Fomegany Baham) ~ec—ceam o
Mengangkat dan memberhentikan pekerja ---——---
Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian -
Perseroan dan perundang-undangan Yang =-—————-
berlaku; —«c——mcm e
Mengangkat seorang Sekretaris Perseroan,—-—-——-
Melakukan segala tindakan dan perbuatan -----
lainnya mengenai pengurusan maupun —---—--—-————=
pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat --—----
Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak --
lain dengan Perseroan, serta mewakilji —-—-——--—-
perseroan di dalam dan di luar pengadilan ---
tentang segala hal dan segala kejadian, -----
dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana —---
diatur dalam peraturan perundang~undangan, --
Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat —--—-

Umum Pemegang Saham.-———————mmmmmmm

b. Direksi berkewajiban untuk : -——-——ccmmmmmmcee———

1)

Mengusahakan dan menjamin terlaksananya —---—--
usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan --
maksud dan tujuan serta kegiatan usahannya; -
Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka -----
Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan -------
Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta -
menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan --
Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan -
Rapat Umum Pemegang Saham: —-——————c—cm———eev.

Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum --—-—-—-

Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka ------




e, snrel .

—

Anggaran Dasar; —==—==—cec—ce e ———
4) Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar --——--—-—-
- Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, --
dan Risalah Rapat Direksi.———————————mmcamua_
’ 5) Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud =~===-—-
| pertanggungjawaban pengurusan Perserocan, ----
' serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang tentang ---—--—=--
Dokumen Perusahaan.,—--—-—---——==——————cceceeeex
6) Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan —--—=--
Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan --
kepada Akuntan Publik untuk diaudit.--—-——==—-
7) Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk -----—--
| Laporan Keuangan kepada Rapat Umum Pemegang -
| Saham untuk disetujui dan disahkan, serta ---
laporan mengenai hak-hak Perseroan yang -----
| tidak tercatat dalam pembukuan antara lain --
i i sebagai akibat penghapusbukuan piutang; ----—-
8) Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum -----
| Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan; ----
9) Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi ---
yang telah disahkan cleh Rapat Umum --=-=-====
| Pemegang Saham kepada Menteri vyang -----—====
‘ membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia ------
l sesuai dengan ketentuan peraturan perundang--
| undangan.--———————mm— e — e
10 )}Menyampaikan laporan perubahan susunan ------
| Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris -

v | kepada Menteri vang membidangi Hukum dan ~---

Hak Asasi Manusia.-—-—————————mmmmmm e




11)Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar ----

| Khusus, Risalah Rapat Direksi, Laporan -----=
Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan —-———-—- '
sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 4) --
dan 5) ayat ini, dan dokumen perseroan —--—-—-
lainnya . ——————— RS RRP———
12 )Menyimpan ditempat kedudukan perseroan : ----
Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, ------=
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah --
Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat ----=
Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen ----——-——-
keuangan Perserocan serta dokumen Perseroan —-
lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b ---
butir 11) ayat ini.--——=———m e
13 )Menyusun system akuntansi sesuai dengan -----
; Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan --
| prinsip-prinsip pengendalian intern, ----———--
terutama fungsi pengurusan, pencatatan, ----—-
penyimpangan, dan pengawasan; —--——-—-————=—=====
lé)Memberikan laporan berkala menurut cara dan -
waktu sesuai dengan ketentuan yvang berlaku, -
serta laporan lainnya setiap kali diminta ---
oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham;
15)Menyiapkan susunan organisasi Perseroan -----
lengkap dengan perincian dan tugasnya; ------
16 )Memberikan penjelasan tentang segala hal ----
yang ditanyakan atau yang diminta anggota ---
Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham; ----

17 }JMenyusun dan menetapkan blue print —-———————-

organisasi Persarban; ———-———————————————so=s




18)Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya -----
| sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam —--
Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan --——---
oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan —-
peraturan perundang-undangan.—--————————————___
Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi waijib -----
mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan -----
pengabdiannya secara penuh pada tugas, —---———--
kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.--—-—---
Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi ---
harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan ----
peraturan perundang-undangan serta wajib ——————-
melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme.~--
Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad --———-
baik dan penuh tanggung jawab menjalankan ------
tugas untuk kepentingan dan usaha Perserocan —--—-

dengan mengindahkan Perundang-undangan yang —-—-—-

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh -
secara pribadi apabila yang bersangkutan -------

bersalah atau lalai menjalankan tugasnya —---—-—--—

‘untuk kepentingan dan usaha Perserocan, kecuali -

apabila anggota Direksi yang bersangkutan ---—-—--
dapat membuktikan bahwa : —————--—-—-____
a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan ----
atau kelalalannya; =-==------—ccmmmmmmmeeem
b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad ----
baik dan kehati-hatian untuk kepentingan ----
dan sesuai dengan maksud dan tujuan —-——————--

Perseroan; ——-———=——= = e




c. Tidak mempunyal benturan kepentingan baik --=-
langsung atas tindakan pengurusan yang -—-=====

. mengakibatkan kerugian; ----=--——=——————————=—x
d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah =---=-=-
timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.--
Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi ---
di luar yang diputuskan oleh rapat Direksi -----
menjadi tanggung jawab pribadi yang -------==--=
bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud ---
disetujui oleh rapat Direksi.-----—-—--——-—-—=====
Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus -
mendapat persetujuan tertulis dari Dewan -------
Komisaris untuk : ———-——ccmmmmmm e
a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan ----
kredit jangka pendek; --==——-=—=——c———c-——o-==

b. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha ----
atau pihak lain berupa Kerja sama Operasi ---
(KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate -----
Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build ----
Own Transfer/BOWT), Bangun Serah Guna -------
(Build Transfer Operate/BTO) dan ------=-—===
kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka -
waktu tertentu vang ditetapkan oleh -———————-
Rapat Umum Pemegang Saham; ---—-—-—-—=——=—-—====
c. Menerima atau memberikan pinjaman jangka ----
menengah/panjang, kecuali pinjaman {utang —---

| atau piutang) yang timbul karena transaksi --
bisnis, dan pinjaman yang diberikan ---------

kepada anak perusahaan Perseroan, dengan —---

ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan ---




Perseroan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;-
d. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet --—-

dan persediaan barang mati; ——————cemmmmemeeoo
e. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan -----

umur ekonomis yang lazim berlaku dalam ---—---
| industri pada umumnya sampai dengan 5 -------
(lima) tahun; ——=————e e
f. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) -----
tingkat di bawah Direksgi.----————ccecccmcaaaa
Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ---------
diterimanya permohonan atau penjelasan dan -----
dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan -----
Komisaris harus memberikan Keputusan ---————--—-—-

sebagaimana dimaksud ayat 8 Pasal ini.-——-—--—-—--

.Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat ---

dilakukan oleh Direksi setelah mendapat ----====
tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan ----
persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham -----
untuk ; —————————— e
a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan ----

kredit jangka menengah/panjang; -—-——————-—-—--

b. Melakukan penyertaan modal pada persercan ---

c¢. Mendirikan anak perusahaan dan/atau ---------
| perusahaan patungan; ----—-——-—————————————————
d. Melepaskan penyertaan modal pada anak ~--=---
[ perusahaan dan/atau perusahaan patungan; ----
€. Melakukan penggabungan, peleburan, -------—-=-
| pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran --

anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;




RS —

. Mengikat Persercan sebagai penjamin (borg -=

. atau avalist)ji «—r————————em————————=—————=s

. Membentuk yayasan, organisasi dan/atau -----=

Mengadakan kerja sama dengan badan usaha --
atau pihak lain berupa, Kerja Sama Operasi -
{KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate ----=
Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build --==
Oown Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build
Transfer Operate/BT0O) dan kerja sama lainnya=
dengan nilai atau jangka waktu tertentu ----==
melebihi penetapan Rapat Umum Pemegang ----==
Saham sebagaimana dimaksud pada -----=-—---==
ayat. 8§ huruf; b .Pasal ini; ----——-—=—=—————==54
Tidak menagih lagi piutang macet yang ———————
telah dihapus bukukan; --—-----————-=--—-======
Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap -—==
Perseroan, kecuali aktiva tetap bergerak ---=
dengan umur ekonomis yang lazim berlaku ---== '
dalam industri pada umumnya sampal dengan --=
S hlimn) BRREES s e e e e
Menetapkan blue print organisasi Perseroan; =
Menetapkan dan merubah logo Perseroan; --=-===<
Melakukan tindakan-tindakan lain dan ------==
tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 ——=
Pasal ini yang belum ditetapkan dalam ----===

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan; ------=

perkumpulan baik yang berkaitan langsung ----
maupun tidak langsung dengan perseroan --=-=-===
vang dapat berdampak bagi Perserocan; -------=

Pembebanan biaya Perseroah yang bersifat ----




}
|
|
|
|

tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi ---
dan/afau perkumpulan baik yang berkaitan ----
| langsung maupun tidak langsung dengan —--——--——-—
Perserocan; ----- ——— e e —————

| o. Pengusulan wakil Perseroan untuk menjadi ---—-
calon anggota Direksi dan Dewan komisaris ——-

pada perusahaan patungan dan/atau anak ------
perusahaan yang memberikan kontribusi ------—-
signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai
strategis yang ditetapkan Rapat Umum ---—-----

i Pemegang Saham,—————— e

; 11.Apabila dalam waktu 30 {(tiga puluh) hari ----—---
i sejak diterimanya permohonan atau ---—————c————o

! penjelasan/data tambahan dari Direksi, Dewan ---
Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis, -
maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat -—-—-——---—--—--
memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan ----

I tertulis dari Dewan Komisaris; ------------uo-—o
12.Direksi wajib meminta persetujuan Rapat ---=—====

F Umum Pemegang Saham untuk : —-———r———=——=e—ee——--

E a. Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau --——-——-=

b. Meniadikan jaminan utang kekavaan =---=======
Perseroan; -—-—————mm e e
13.Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat 12 ----

[ huruf a adalah transaksi pengalihan kekayaan ---

| bersih Persercan yang terjadi dalam jangka -----

1 i waktu 1 (satu) tahun buku.--—=—=———————————————
| 14.Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau ---------

i menjadikan sebagai jaminan hutang atau ————-—--—-

¢
|\ melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan ---




16.

sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini --=
harus mendapat persetujuan Rapat Umum —--—---—-—===-=
Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili ----=
Pemegang saham yang memiliki paling sedikit ----

3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah —-———=—=

Seluruh saham dengan hak suara yang sah dan ---=

disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per ---=
empat) bagian dari jumlah suara tersebut., —------=
Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, -----
dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham ke ----
dua dengan kehadiran paling sedikit 2/3 (dua -—-
per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham ----=
dengan hak suara yang sah dan disetujui ---—---—-
oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) -------

bagian dari jumlah suara tersebut.-—-———————-—o—=

.Pengalihan, pelepasan hak atau menjadikan ------

jaminan hutang seluruh atau sebagian aktiva --—-—-
tetap yang merupakan barang dagangan atau ------
persediaan termasuk yvang berasal dari ------—--=
pelunasan piutang macet yang terjadi akibat --—-
pelaksanaan dari kegiatan usaha utama, tidak ---
memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang -----

Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 10 dan ----

jaminan hutang seluruh atau sebagian aktiva ----
tetap yang merupakan aktiva investasi, tidak ---

memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang -----

Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 10 dan ----




i g

18.

20.

Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengurangi -----
pembatasan terhadap tindakan Direksi diatur ----
dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan —-------
pembatasan lain kepada Direksi selain -—=-—======
vyang diatur dalam Anggaran Dasar ini.-——————————
Dalam rangka melaksanakan kebijakan --—————————-
kepengurusan Perseroan, apabila tidak --——————-—-
ditetapkan lain oleh Direksi, Direktur Utama ---
berhak dan berwenang bertindak untuk atasg --———--
nama Direksi serta mewakili Persercan dengan ---
ketentuan semua tindakan Direktur Utama --------

dimaksud telah disetujui oleh rapat Direksi.----

.Apabila Direktur Utama tidak ada atau —--—--—————==

berhalangan karena sebab apapun, hal mana ------—
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, ----
maka salah seorang anggota Direksi vang ---=-----
ditunjuk secara tertulis oleh Direktur —-—--—————-
Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama --
Direksi serta melaksanakan tugas-tugas ------———-
Direktur Utama.-——====—— e
Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan -------=
penunjukan, maka anggota Direksi yang terlama --
dan/atau yang tertua dalam jabatan berwenang ---
bertindak untuk atas nama Direksi serta ---——-—---
melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.-----—-—-
Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang ---
anggota Direksi yang terlama dalam jabatan, ----
maka anggota Direksi yang terlama dalam —--—-———--

jabatan dan atau yang tertua dalam usia yang ——-

berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi-




serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.--

22 .Dalam hal salah seorang anggota Direksi selain =

24

Direktur Utama berhalangan karena sebab —-———===
apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan —--—-—===
kepada pihak ketiga, maka anggota-anggota —-———-
Direksi lainnya menunjuk salah seorang -----—w===
anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas -

anggota Direksi yang berhalangan tersebut.--—=—=-=

-Direksi untuk perbuatan tertentu atag --——-——-—-== -

tanggung jawabnya sendiri, berhak pula -----=-==
mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil --
atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya -----
atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan ---

tertentu tersebut vang diatur dalam surat -----—-

.Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota ----

Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang ----
Saham. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham ——-—-
tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang --
tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang —---
di antara Direksi ditetapkan berdasarkan ——------

keputusan Direksi.--—--—=-cemmmmmm e

.Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan --

petunjuk yang diberikan oleh Rapat Umum ---—-——--
Pemegang Saham sepanjang tidak bertentangan —---—-
dengan peraturan perundang-undangan dan/atau ---
Anggaran Dasar ini.-———————--rmmmm e

= RAPAT DIREKSI = ——----—m—memeean

———————————————————— FPREBE SRR o e s e e i

1.

Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat ----——-




Direksl. === ———

Keputusan dapat pula diambil di luar rapat -————---
Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju --

tentang cara dan materi yang diputuskan.-----———---

. Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah ---

Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat ---——-——-
Direksi dan seluruh anggota Direksi yang hadir, ---
Yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk ----
pernyataan ketidaksetujuan/dissenting opinion -----
anggota Direksi jika ada) dan hal-hal yang ----———-
diputuskan. Satu Salinan Risalah Rapat Direksi ----
agar disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk —-—---
diketahui . —~=———
Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan -----
setiap waktu apabila : === ———a
a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih --—-—-—-——-

anggota Direksi; --—————————mm o
b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau -----
| lebih anggota Dewan Komisaris; atau —----————————=
¢. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang ---
| atau lebih pemegang saham yang bersama-sama -——-
1 mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih ----

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara,-----
Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan -------
di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain -
di dalam wilayah Republik Indonesia.,-==-=—==-cceeeem-
Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis -
oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan

dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3

(tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu
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12.

13.

14

vang- lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, --=

dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan

tanggal rapat . —==——mmmmm e e e eea

Dalam surat panggilan rapat sebagaimana dimaksud --

dalam ayat 6 Pasal ini harus mencantumkan ----—---=-=
acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.-—--—-—-—-———-—===

Panggilan rapat terlebih dahulu tidak disyaratkan -

apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.-=-=-
Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ---——=
keputusan vang mengikat apabila dihadiri oleh ----=
lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota -----=
Pireksi atau wakilnya yang sah dengan —--——————————-=
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud =--====

dalam ayat 8 Pagsal if),~==—-———ccccnccaacomen st

.Dalam mata acara lain-lain, rapat Direksi tidak ---

berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota --
Direksi atau wakilnya vang sah, hadir dan --------=
menyetujui penambahan mata acara rapat.---——-——-----—-
Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.—
Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau --------=
berhalangan, maka salah seorang Direktur yang ----=
ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama ----==
vang memimpin rapat Direksi.--—-—--——--=m-c—cm—=a===
Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan ----—-==-=-=
penunjukan, maka salah seorang Direktur yang -----=
terlama dan/atau yang tertua dalam usia dalam —--———-
jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin -----

rapat Direksi.-———c—trreecmm e e e e e e

.Dalam hal Direktur yvang paling lama menjabat —----—--

sebagai anggota Direksi Perseroan lebih dari -----=
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13.

20

21.

1 (satu) orang, maka Direktur yang terlama dalam --
jabatan dan atau yang tertua dalam usia yang ------
bertindak sebagai pimpinan rapat Direkgi.-—-————ew=
Untuk memberikan suara dalam pengambilan ---—————=o
keputusan, seorang anggota Direksi dapat diwakili -
dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya ----
berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus --

untuk keperluan itu.———————mmmm e

.Seorang anggota Direksi hanva dapat mewakill -=—====

seorang anggota Direksi lainnya.--—————————ceco

.Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil —--—-—-=--

dengan musyawarah untuk mufakat,--—--==——c—m————— v

.Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan ----

musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan -

suara terbanyak biasa.--———-c—m e

.Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 ------

(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk ----

anggota Direksi yang diwakilinya.--———=—memmmm—muea

.Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak ---

setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat -------
adalah yang sesuai dengan pendapat ketua rapat ----
dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai -----
pertanggungajawaban sebagaimana dimaksud dalam ----
Pasal 11 ayat 6. === mm
Dalam hal usulan lebih dari dua alternative —--———---—-
dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan ------
satu alternative dengan suara lebih dari 1/2 ======
(satu per dua) bagian dari jumlah suara yang ------

dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang —-------

terhadap dua usulan yang memperoleh suara -——-----—--




terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh ---
suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ---
jumlah suara yang- dikeluarkan.-—--————————ceca——il
22.8uara blanko (abstain) dianggap menyetujui ———ea
hasil keputusan rapat.-—-——————— oo '

! 23.8uara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak -
1ihi Jalam menentukan jumlah suara yang ----==a& '
BENTURAN KEPENTINGAN = —--——--—--mm=m

——=———=—=--==== Pasal 13 —————————

1. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan-
apabila | s o
Terjadi perkara di depan pengadilan antara --—---
Persercan dengan anggota Direksi yang -—-———-—=—=--
bersangkutan; atau ———-———————

| b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai ----

{ benturan kepentingan dengan Perseroan.---------=

b3

Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud ---
dalam ayat 1 Pasal ini, yang berhak mewakili ------

' Persercan adalah : --- . - e
a. Anggota Direksi lainnya yvang tidak mempunyai ---
L benturan kepentingan dengan Persercan yang —-----
ditunjuk oleh anggota Direksi lain yang -----=--=
tidak mempunyai benturan kepentingan.------——-——-

b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota ----—-
Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan --

Perseroan.-—————-— e e R

¢. Pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum -------

i
I
1

Pemegang Saham dalam hal seluruh anggota --——=--=-

Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai —---------




! 3.

|
!

benturan kepentingan dengan Perseroan.-------—--—--
Dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyaji --===--
benturan kepentingan dengan Persercan dan tidak --—-—
ada satupun anggota Dewan Komisaris, maka -----—==-=

Persercan diwakili oleh pihak lain vang ditunjuk --

Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang -------
anggota atau lebih.-————=-cmmmmm e
Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari -----—-
1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan ------
setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat --------
bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan --
keputusan Dewan Komisaris.--—-—————-—mmmmmmcm e
Dalam hal Dewan Komisaris yang terdiri lebih ------
dari 1 (satu) orang anggota maka salah seorang ----
anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai ----------
Komisaris Utama.---—————-—-—---—--"----
Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan ———===—==
Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap ---—-
melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu ----
5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah : ~--
a. dinyatakan pailit; —-—————————mmrrr— e
b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan -----
f Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang -----—
i dinyatakan bersalah menyebabkan suaty —-———————=—
; Persaeroan atau Perum dinyatakan pailit; atau ---
¢. dihukum karena melakukan tindak pidana yang ----

[ merugikan keuangan Negara dan/atau yang --------



berkaitan .dengan sektor keuangan.-----————————oo
5. Selain.persyaratan sebagaimana tersebut pada --—=-==

ayat -4 :Pasal ini, harus pula memenuhi persyaratan -

e S —

lain yang ditetapkan oleh instansi teknis ———-—————=
berdasarkan peraturan'perundang-undangan.-——————-—=
6. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ---
ayat 4 Pasal ini, dibuktikan dengan surat -------—-= :
pernyataan yang ditandatangani oleh calon -—-—-=-==--=

anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut —--—————-- '

disimpan oleh Perseroan.---———eemmmmem

k
7. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud ----=
pada ayat 4 Pasal ini, pengangkatan anggota -~-----= i

——iy

Dewan rKomisaris dilakukan dengan mempertimbangkan =
integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah ----
manajemen:perusahaan yvang berkaitan dengan salah --
gatu fungsi menajemen, memiliki pengetahuan ------=
| vyang memadai di bidang usaha Perseroan, dan --—----=
dapat menyediakan waktu yang cukup untuk ---------=
melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain -----=

r berdasarkan peraturan perundang-undangan.---------=
| B. Pengarigkatan anggota Dewan Komisaris yvang tidak et
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ~--=

ayat 4 Pasal ini, batal karena hukum sejak --—--=——=

- ——

saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau —--—--—==-=

i Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan =-
tersebut bt e —————————

| 9. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak ------—=
bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota --—---

| Direksi.-———————v-——rmmm e

,i 10.Anggeta Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan




oleh Rapat Umum Pemegang saham.--———————ccmmmmeeeoo
11.Anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon-calon -
vyang diusulkan oleh para Pemegang Saham dan -----——-
pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat Umum —--——-—-
Pemegang Saham.——————=—————— e
| 12.Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan ---
| 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk ---

1 (satu) kali masa jabatan.-——-————-———mmm———
13.Anggota Dewan Komisaris sgewaktu-waktu dapat -------

i diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ----
Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya.-------
14.Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana -

| l dimaksud pada ayat 13 Pasal ini dilakukan ----——=—=
! apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan ---—--
| Komisaris yang bersangkutan antara lain : -—-——————-
a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; -
b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan -----—---—-—-—

; perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran -
Dasar ini; "

c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan ----=--—-=-
Persercan dan/atau Negara; =——=——cccmmmmmcccaaa_

d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau
kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai ----

anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik ------

e. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan --

yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; ------

1 f. Mengundurkan diri.-==-=eccccmmm el
] 15.Disamping alasan pemberhentian anggota Dewan -————-
i

.| Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 14 --=--==-




16.

18,

20.
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.Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana

.3elama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud -

.pada ayat 13 Pasal ini masih dalam proses, —--———=-=

.Antatra para anggota Direksi dan -—-——-—==—————————== -

huruf a sampai dengan f Pasal ini, anggota Dewan
Komisaris dapat diberhentikan oleh Rapat Umum ---
Pemegang, Saham berdasarkan alasan lainnya yang -—j
dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham ---
demji . kepentingan dan tujuan Perseroan.-—--——-———————eo
Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris --
sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini --=—==
diberitahukan kepada anggota Dewan Komisaris yang

bersangkutan secara tertulis oleh Pemegang Saham.-

dimaksud pada ayat 14 huruf a, b, ¢, d dan -----=
2yat 15 Pasal ini, diambil setelah yang --———-—-—=-—= .
bersangkutan diberi kesempatan membela diri.---—-=
Dalam hal pemberhentian dilakukan diluar forum ---
Rapat Umum Pemegang saham, maka pembelaan diri --
sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini -----
disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham
dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung -----=-
sejak anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan --
diberitahu sebagaimana dimaksud pada ayat 16 ————us

Pasal 1dni.qsprm—mmm e e e e e e e

maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan ---=
waiib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.--
Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud -«
pada ayat 14 huruf ¢ dan e Pasal ini merupakan ----

pemberhentian dengan tidak hormat.--——-—-——-————--——=—= -

anggota Dewan Komisaris tidak ———————————=c=—wa -
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| 23

| 24,

| 25.

boleh ada hubungan keluarga sedarah atau ----=—=====

hubungan karena perkawinan sampai dengan derajat -~
ke—~3 ‘(ketiga), baik menurut garis lurus maupun ----

garis. kesamping,—--===—-ccmm e ——

.Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud --—-

pada ayat 21 Pasal ini, maka Rapat Umum Pemegang --
Saham berwenang memberhentikan salah seorang ------

diantara mereka.——-————-—=mm e

.Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium ------

dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna ---
jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan -------
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan —--———=——m—-—e--
memperhatikan ketentuan peraturan perundang- ----—-
undangan yang berlaki.-=-—--c— o
Pembagian kerja diantara para anggota Dewan ------—-
Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan --=-===-=
untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat ---
dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang ------

diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris =---

‘atas beban Perseroan.--——=—=———cc e e

Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan ----

Komisaris lowong, maka ! --—-—-——————mmme e

a. Rapat Umum Pemegang Saham harug ---—-—-=—--———eee-
| diselenggarakan dalam waktu paling lambat --—--—-
i 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, -
untuk mengisi lowongan tersebut; ——————-————e——-o
b. Dalam hal lowongan jabatan disebabkan oleh -----
berakhirnya masa jabatan anggota Dewan ----————-—-

.| Komisaris, maka anggota Dewan Komisaris vang ---

|| berakhir masa jabatannya tersebut dapat --------




(|

ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham -----=

untuk sementara tetap melaksanakan tugas --—=-=<
sebagal anggota Dewan Komisaris dengan tugas,
kewenangan dan kewajiban yang sama.—-————=—===
Kepada Pelaksana Tugas anggota Dewan Komisaris
sebagaimana dimaksud pada huruf b pada ayat --
ini, diberikan honorarium dan ---=———=——=""T"FT==E -
tunjangan/fasilitas sebagal anggota Dewan -—-=-===

Komisaris, kecuali Santunan Purna Jabatan,—-———

. 26 .Apabila karena sebab apapun juga Perseroan -—---=-=-== .

[ tidak mempunyai seorangpun anggota Dewan —-—--—-===<

i Kopisaris; Maka : eef4mdmee—mm—oonsmmSssmm TN 1
a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) —-===% i
hari setelah ter jadi lowongan, harug ——=-———=—===
I diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ----=< .
| untuk mengisi lowongan jty; ———=——=m—————=—===SS
. b. Selama jabatan Dewan Komisaris lowong selain --=-

karena berakhirnya masa jabatan, maka Rapat -=58
Umum Pemegang Saham menunjuk seorang atau —-———==
beberapa orang Pemegang gaham atau pihak lain --
untuk sementara melaksanakan tugas Dewan =-——-——=v
T
Dalam hal lowongan jabatan disebabkan oleh -----—
karena berakhirnya masa jabatan, maka anggota --
Dewan Komisaris yang perakhir masa jabatannya —=
tersebut dapat ditetapkan oleh Rapat Umum —=—=——=
Pemegang Saham untuk sementara tetap —-—-====7777"
melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan ——=====%

Komisaris dengan tugas, kewenangan dan —-=—=—======

kewajiban .yang Sama.--—-—==-=====""TTTTTT T I




dl

Kepada Pelaksana Tugas anggota-anggota Dewan ---

-Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf b ----

dan.c ayat ini, diberikan honorarium dan -------
tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan ------

Komisaris, kecuali' Santunan Purna Jabatan.----- -

.Seorang- anggota Dewan Komisaris berhak -----——===-==

mengundurkan-diri dari jabatannya dengan -----—-----=

memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya -

tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada --

Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris lainnya ---

dan Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari ----

sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila ———---

dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal ---

efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari -----

 tanggal surat diterima, maka dianggap tidak -------

|- :28

menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.------

.Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh ---

anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan atau ----

- @alam waktu 30 (tiga ‘puluh) hari sejak tanggal ----

surat permohonan pengunduran diri, tidak ada ------

keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham, —--—--—=—--—=

maka anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti ----

dengan sendirinya pada tanggal yang diminta -------

tersebut diatas atau dengan lewatnya waktu 30 -----

(tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan —-

pengunduran diri diterima tanpa memerlukan ----—---

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.--—=—====——=-

l 29.Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :-

|
|
\
\IA

a.

b.

Neninggal - dunie; ~—F~r————————eccmassmme e —————

Masa jabatannya berakhir; ---=-----sc-r-scemceee-




/| c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat umum -
Pemegang Saham; dan/atau —————=——=——emo__
| d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagal -------

~ anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran ---

| Dasar ini-dan peraturan perundang-undangan —----
lainnya; =eeccmm e

| 30.Ketentuan sebagaimana ayat 29 huruf d Pasal --—=—=-= -
i ini termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap ---
Jabatan yang- dilarang dan pengunduran diri.--—-————-=

i 31.Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti --—====-=
sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir ---
| kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka ----=-
yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas ----
tindakan-tindakannya yang belum diterima ----———-==

pertanggungjawabannya oleh Rapat Umum Pemegang ----

| 32.Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan -
rangkap:.sebagai § c—ederiiim
a. Jabatan lainnya sesuail dengan ketentuan —-—-——=—=—=-
peraturan perundang-undangan, pengurus partai --
’ politik dan/atau calon/anggota legislative —----=
l dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala -—-~--=
L Daerah; dan atau -~——-——=—— el
| b. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan ---
kepentingan.—-=-—====———— el
~= TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS =-
———————————————————— Pasal 15 -—----mmmmmme e
1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan -—---

terhadap kebijakan pengurusan, jalannya —-——————————

\| Pengurusan pada umumnya baik mengenai Perserocan ---




maupun usaha Perservan yang dilakukan oleh ---—-—--
Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi --—-
termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana --
Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan --—-----
Anggaran Perseroan serta Ketentuan Anggaran Dasar -
dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta ---—-

peraturan- peruhdang-undangan yvang berlaku, untuk --

kepentingan Petrseroan dan sesuai dengan maksud ----
I dan tujuan Perseroan.--—-—-—-—-——c—ccmmmmm e e —————
| 2. Dalam.melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud -----
| pada-ayat:41:-Pasal ini, maka : ---———-—-ccmmme

a. Dewan Komisaris berwenang untuk : —~———ceeemeeaa-

S —

1) ‘melihat buku-buku, surat-surat, serta —------
. vdokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas -——---

untuk keperluan verifikasi dan lain-lain ----
| -surat berharga dan memeriksa kekayaan -------

[ POrSercan, ———————mm—m e - e — - ————————————

2) memasuki pekarangan, gedung, dan kantor -----
[ yang 'dipergunakKan oleh Persercan; -—-————————=
| 3) meminta:penjelasan dari Direksi dan/atau ----
pejabat lainnya mengenai segala persoalan ---
yang menyangkut pengeloclaan Perseroan; ------—

E 4) mengetahui segala kebijakan dan tindakan ----
gijang.tebah dan akan dijalankan oleh Direksi;-

! él-meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya ----
Adibawah Direksi dengan sepengetahuan --------
Direksi untuk mienghadiri rapat Dewan ----———-

| KOMiSaris;: i —m—mm e e e

! 6} rmangangkat dan memberhentikan sekretaris ---—-

i
| | -Dewan- Komisaris, jika dianggap perlu; -------



memberhentikan sementara anggota Direksi ---=-
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini; =
membentuk komite-komite lain selain ---—===== |
Komite Audit, jika dianggap perlu dengan ----
memperhatikan kemampuan perusahaan; ---———===
menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu --
dan dalam jangka waktu tertentu atas -----—-=-=-

beban Persercan, jika dianggap perlu.-----—---=

10 )melakukan tindakan pengurusan Perseroan -----=

.
!

1

dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu ---
tertentu sesuail dengan ketentuan Anggaran ---

Dasar ini.---=—————e————————————————— e

11 )menghadiri rapat Direksi dan memberikan -----

pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang ---

dibicarakan;====w==——mee e c e e e ——————

12 )melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya --

sepanjang tidak bertentangan dengan ----——===
peraturan perundang-undangan, Anggaran --—--—---
Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum -------=

Pomnganyg - Sabam; ~———————recmmsannn e

Dewan Komisaris berkewajiban untuk :@: --—-—-=—-—====

1)
[
1

2))

PR ——

Memberikan nasihat kepada Direksi dalam -----
melaksanakan pengurusan Perseroan; =----———=—==
Meneliti dan menelaah serta menandatangani --
Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan ------=-
Rencana Kerja d&an Anggaran Dasar Perusahaan -
yang disiapkan Direksi, sesuai dengan --————-
ketentuan Anggaran Dasar ini; —--—-=====———=——==

Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat --

Umum Pemegang Saham mengenai Rencana ------==




LOLTE

v

f

fi“JangkafPanjang“Perseroan dan Rencana Kerja --

'!-dan”Aﬁggaran‘Perseroan mengenai alasan ———===
E'Dawan Komisaris menandatangani Rencana ----——-
% Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan —----=----

i lAnggarah Perusah@an; ---—-—-—-———-———emmmm— e

+'4) Mengikuti perkembangan kegiatan Persercan, --

* imefmbérikan’ péndapat dan saran kepada --------
| Rapat  Umum’ Pémegang Saham mengenai setiap ---
ff masalah yvang dianggap penting bagi --=-=—===—=
jbkepbnqurusan PErSeroan; ----——————=—=m===—————
5j-Mélaporkan déngan: segera kepada Rapat Umum --
{ Pemegang Baham: apabila terjadi gejala —-—-——-
t(méﬁUtUﬁnYa'kinérjh POXSeroan;: ——————————e————
6) Meneiiti danimenelaah laporan berkala dan --—-
{ laporan tahunan yang disiapkan Direksi ------
I serta menandatangani laporan tahunan.----—-—-—
7} Memberikan penjelasan, pendapat dan saran ---
f kepada Rapat Umum-Pemegang Saham mehgenai ---
| Laporan Tahunan, ‘apabila diminta; ---———————-
8) Menyusumn program-Kerja tahunan dan --------——-
f dimasukan dalam Rencana Kerja dan ---————————-
| Anggaran Perusah@an; ———————————mmmmm— e —————
9) Membeéntuk Komite R@dit; -——-———-mmmcmmmmmeee
i0)Mengusulkan Akun€ana<Publik kepada Rapat -----
I Umum Pemegafig- SahaM} ‘=———mmmm e e

li)Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan ---

, kepemilikan sahaninya -dan/atau keluarganya ---

\I pada Perserocan tersebut dan Persercan lain; -

\
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h 13 )Memberikan laporan tentang tugas pengawasan -§
, vyang telah dilakukan selama tahun buku —----- -i
‘ yang baru lampau kepada Rapat Umum —-———====e |
Pemegang Saham.------———-=-—ccmm e |

J i4)Melaksanakan kewajiban lainnya dalam ---—====
rangka. tugas pengawasan dan pemberian -------=
nasihat, sepanjang tidak bertentangan ------= 5
i dengan peraturan perundang-undangan, ——-—-———e=
| Anggazan.Pasax; dan/atau keputusan Rapat ----

Umum Pemegang Saham; -~--—————c—mmmmmm e

-Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap ---——==

anggota Dawan.FKemisaris harug ; ====eccc—ccccccc———a
a. Mematuhi. Anggaran Dasar dan peraturan —--------—-
w perundang-undangan serta prinsip-prinsip ----=---
! profesionalisme; -----=—m—mmm—m————— e —e———a -
b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan -------=

bertanggung jawab..dalam menjalankan tugas -----=
l‘ pengawasan dan pemberian nasihat kepada -—--=====
] Direksi untuk kepentingan Persercan dan -—-----—-—=

sesual dengan maksud dan tujuan Perseroan.--—-----=

. $etiap .anggota ;Dewan Komisaris ikut bertanggung ---

jawab secara pribadi,.atas kerugian Perserocan ————-—-

apabila yang bersangkutan bersalah atau lalaj -----

menjalankan -tugasnya -sebagaimana dimaksud pada ----

ayat 1:Pasak .d@i.—rm——————--— e
Dalam hal -Dewan -Komisaris terdiri atas 2 (dua) ----
anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung ------
Jjawab sebagaimana .dimaksud pada ayat 4 berlaku ----
sgcara tanggung renteng bagi setiap anggota --——---=

Dewan . Komigaris.-—rr———--——m=mmmmm e e



. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat ----—---————-----

e . i

——— ey

dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana ---
dimaksud pada ayat 4 Pasal ini apabila dapat ---——-
mepbiktikan : ==s——m=wmr———— e ——————
a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad -------
baik dan kehati-hatian untuk kepentingan -------

Psrseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan --

P BT ORI = e i e i o e s s et o
b. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik ------
I langsung maupun tidak langsung atas tindakan ---
| pengurusan Direksi yang mengakibatkan --—-—-----

kerugian; dan ————=smmmmm e
¢, Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk --

I mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian -----

! tergebul . ——— e s ————_—————— e
| ------------ = RAPAT DEWAN KOMISARIS = ———————=====
| ------------------- PRERL B ==

Segala keputusan Dewan Komisaris diambil ------==---

R ¥
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dalam rapat Dewan Komisaris. -------—---—-ec—cee——m
Keputusan dapat pula diambil diluar rapat Dewan

Komisaris sepanjang seluruh anggota Dewan —-———————-
Komisaris setuju tentang cara dan materi yang -----
BADDERRIERE | oo om0 o
Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat ---
risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan-
(termasuk pendapat berbeda/dissenting opinion -----
anggota Dewan Komisaris, jika ada) dan hal-hal ----
PG SIDUEUBERAN . - e s c e s S s ———
Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada -----------=

ayat 3 Pasal ini ditandatangani oleh ----———-———==—-=



ketua rapat dan seluruh anggota Komisarig -—---——==—=
yang hadir dalam rapat.-==—=——cc o
Asli Risalah Rapat Dewan Komisaris disampaikan ----
kepada Direksi untuk disimpan dan dipelihara, -----
sedangkan Dewan Komisaris menyimpan salinannya. -~-
Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila ----====
diadakan ditempat kedudukan Perseroan atay ---—-——-—-=
ditempat lain di dalam wilayah ——==——c—ccmemo__
Republik Indonesia.-—--=== o
Dewan Komisaris mengadakan rapat paling --————————=
sedikit setiap bulan sekali, dalam rapat - —-———————=
tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang --—-----=-==
Direksi.-———mmmmm e o
Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat ---———-—-—===
sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) -—---—--ceeea-
atau beberapa anggota Dewan Komisaris, --—-—-——-—————=
permintaan Direksi, atau atas permintaan ----—w===e=
tertulis dari 1 (satu) atau beberapa Pemegang -----
Saham yang mewaliki sekurang-kurangnya 1/10 -————--
{satu persepuluh) dari jumlah saham dengan --------
hak suara,. dengan menyebutkan hal-hal yang --———----
akan dibicarakan. -——-==me oo i

Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan -------

i secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh --—--
i anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh --==-====
; Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka ---===
waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat ---

diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat ------

| Jjika dalam keadaan mendesak, dengan tidak - ———---=-=

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -----




I
|

1!'

fyumapat;~hw~~«-da~—-~dya -----------------------------
10.PRanggilan. rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 9 --
- Pagal 4nii Harus mencantumkan acara, tanggal, ------
. waktu dan tempat rapat. -—————memmccmmcmmm————————
1iaPangqilan‘rapat tersebut tidak disyaratkan ---—-———-——

1:apahr1awsemua:angqotn~Dewan Komisaris hadir ------

Y;manqambil“keputusanIyanb mengikat apabila -----=---
| dihadiri-ataw diwakili- oleh lebih dari % (satu ----
ifper;duaiamunlahuangget& Dewan Komisaris, --—-————=—-
13iDalam mata- acara lain, tapat Dewan Komisaris ---—--
r tidak berhak mengambidl keputusan kecuali semua ---

L.anggota Pewan Komisaris atau wakilnya yang sah, ---

1

14,8eo0rang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili ----
,dalam;:sapat -hanya oleh anggota Dewan Komisaris ---—-

[ . lainnya. berdasarkan. kuasa tertulis yang diberikan -

: khusus -uptuk: keperluan itu, -———————
15.8eorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat --—————-
f:mewakili seorang anggota Dewan Komisaris ----------
!r +lAIADYA . — e b e e e
16.8emua rapat Pewan Eomisaris dipimpin ocleh ---=====-
! Kamisaris Utama. ' sea—romiccecncceame e e e e
iﬁ.Dalam.hal.Komisaris Utama tidak hadir atau --=====-
]ruherhalnnganﬁ rapat Dewan Komisaris dipimpin ---=---
L.oleh.seorang anggota ‘Dewan Komisaris lainnya ------

| ang -ditunjukoleh Komisaris Utama,--——=————meeeeaa-

18.Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan ---—--—-—-=




18

22

24.

penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang -----
paling lama menjabat sebagai anggota Dewan —--—--——=
Komisaris bertindak sebagai pimpinan rapat Dewan --

B BRI e it i e e st o i i i S i S e A

.Dalam hal anggota Dewan Komisaris vang paling -----

lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris —===-
lebih dari satu orang, maka anggota Dewan --——--——--=
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 18 ---——==
Pasal ini yang tertua dalam usia bertindak -------=

sebagai pimpinan rapat. —-——————mm o

.8emua keputusan dalam rapat Dewan Komisarig ----—--

diambil dengan musyawarah untuk mufakat, ---—————==

.Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat,-

maka keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengan
suara terbanyak biasa., -~ —— -
Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk -------
mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) —-----
suara untuk anggota Dewan Komisaris yang ----—-——--—=

diwakilnya. —-———————c—mmeux b s s s

.Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak -----—---

setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat -------
adalah yang sama dengan pendapat pimpinan ---—------
rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan -------
mengenai pertanggungjawaban sebagaimana -—---======
dimaksud pada pasal 15 ayat 4,5 dan 6, --—-------==
kecuali mengenai diri orang, pengambilan ----—-—-—=—=
keputusan rapat dilakukan dengan pemilihan -----—--—=
secara tertutup.—-—————=cemmmmmme e e e

Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui hasil --




{4 keputusan: rapatl, ~=—cmeecce et mc s ccs e s ————

{ 25.Dalam hal usulan lebih dari dua alternative —-------
dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan ------
satu alternative dengan suara lebih dari % -----=---
i (satu per duwa) bagian dari jumlah suara yang ---—---
dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang =-=—=——=—--
terhadap dua usulan yang mempercleh suwara --——————--
terbanyak sehingga salah satu usulan -----——---—----
- memperoleh suara terbanyak sehingga --———--——-—-———-
salah satu usulan memperoleh suara lebih dari ¥ --

{satu per dua) bagian dari jumlah suara yang -----—-

| dikeluarkan. —-——-—=——=———-—————— — —
{ 26.8Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak -
' dihitung-dalam menentukan jumlah suara yang -------

| dikeluarkan dalam rapat. —-—-————=————————m——————————-

H
|
i
|
|

i ~==— = RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN
‘ ———————————————————— Pasal 17 - ————————————— e
lrtm Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran--
' Perusahaan untuk setiap tahun buku, yvyang sekurang--

[ kurangnya memuat : ==—==—c e e

a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan -

i perusahaan, dan program kerja/kegiatan. -----—---

 b. Anggaran Persercan yang dirinci atas setiap ----

| anggaran program kerja/kegiatan, —————-————=—---

i ¢. Proyeksi kéuangan Perseroan dan anak ---———==—=—=
Perusahaannya.-—-——-—==—cemmmmmm e

| d. Program Kerja Dewan Komisaris, dan; ---—-—=-====-—=

! e@. Hal-hal lain yvang memerlukan keputusan Rapat ---

| Umum' Pemegang SahlM, =-———=-—m—em—mee e

2. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ---




~1

bagi anggota Dewan Komisaris Persercan untuk ---

tahun buku yang lampau.—-————————— oo
Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan —----—---—--
keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, -~
vang telah ditandatangani oleh seluruh anggota —---=
Direksi disampaikan kepada Dewan Komigarig -------=
untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum ---————-=
disampaikan kepada Pemegang Saham. ---————=———--o
Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada --———————-
ayat 3 Pasal ini ditetapkan oleh Rapat Umum -------
Pemegang Saham atas usul Dewan Komisaris.---—-———=--
Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ---------
ayat 2 Pasal ini, yvang telah ditandatangani oleh --
seluruh anggota Direksi dan semua anggota Dewan----
Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada -——-—====
Pemegang Saham paling lambat 5 (lima) bulan --=-====
setelah Tahun Buku berakhir dengan memperhatikan --
ketentuan yang berlaku., —-———————————————em—————————
Dalam hal anggota Direksi dan Dewan Komisaris --—-—-—-
tidak menandatangani Laporan Tahunan dimaksud -----
harus disebutkan alasannya secara tertulis atau---—-
alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam -----
Surat tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan ----
T e e e e B ek b e e <
Dalam hal terdapat anggota Direksi dan Dewan ------
Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan----
sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini dan ----
tidak memberi alasan secara tertulis, yang ---—-==--=
bersangkutan dianggap telah menyetujui isi ----—-===

LR PORRIE TR s s e e o o o o s e o s e e




&.: Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk ---------

pengesahan laporan keuangan sebagaimana —---—-—-—-=-=====

—

dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, dilakukan olsh ----
Rapat: Umum Pemegang Saham paling lambat pada —---—-

akhir bulan keenam setelah tahun buku berakhir.----

T S —

- pengesahan laporan keuangan oleh Rapat Umum ---=-=-==-=

I
, 9. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk —---------=

Pemegang Saham, berarti memberikan pelunasan dan --
.. pembebasan kepada para anggota Direksi dan --------
., anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan -------

pengawasan yang: telah dijalankan selama tahun -----

buku, yang lalu, sejauh tindakan tersebut -----——-—-

ternyata dalam Laporan Tahunan termasuk laporan----

keuangan serta sesual dengan ketentuan yang -------
berlaku., ——————m e s ———

10.Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan —----====

: sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini harus --
y disediakan di kantor Persercan sejak tanggal ------
ananggklan sampai dengan tanggal pelaksanaan --—----
L:Rap&t Umum Pemegang Saham untuk kepentingan -------
[ Pemegang Saham. =——=—rse——eee e ————— e
‘-11.DaLam_hal laporan keuwangan yang disediakan --———---
| ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan ---------
- anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris -------

‘secara tanggung renteng bertanggung jawab ---------

e

terhadap pihak yang dirugikan, kecuali apabila ----

terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena ------
EOBE] ARBENINYE i v —— e e e e S ——

[
} ———g—z=r==———————— = PELAPORAN = ———————————-——————m
\‘.
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1. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang -----

i memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran -----
| Perusahaan. —-—=—=—mmsemcm e e i
2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat----—-

I {1) pasal ini meliputi laporan triwulan dan ----==-
Jodaporan, tahunan. ===rF—————m e
3. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada --
ayat (2) pasal ini, Direksi sewaktu-waktu dapat- --
pula membperikan laporan khusus pada Dewan ---——-———=
Komisaris, Pemegang Saham, dan/atau Rapat Umum ----

Pemegang Saham. =m~er-cememm e e

4. Laporan berkala dan Laporan lainnya sebagaimana --

dimaksud dalam ayat (1) dan (3) pasal ini, =--—====

{ disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara -----
’ penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan —------
b PO ERRARRG BRI RIS - i s o o i o s s i
5. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulan —-------
| kepada Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham ----
! paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah --------
i berakhirnya periocde triwulan tersebut. --——-—-————e=a

6. Laporan triwulan. sebagaimana dimaksud pada ayat----

7. Dalam hal ada anggota Direksi tidak --————————————-=
1 menandatangani laporan triwulan sebagaimana ---- --
i dimaksud pada ayat 6 pasal ini, maka harus ----====
! disebutkan alasannya secara tertulis. ————————————

——————————— = RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM = —————————-

T T e e e e e e e e Pasal 20 ———————————————mm—ee




|
.'

’qﬁ?‘ﬁfii?ff;=ZELPAr UMUM PEMEGANG SAHAM = —————————-

[l ————— ———mmmsmeeceee Pagal 20 —--mmmmmmme e
1. Rapat Umum Pemeganhg Saham dalam Perserocan adalah; -

| a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana -

; dimaksud dalam Pasal 21 Anggaran Dasar ini. ----

’ b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang —---—-====

} selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat -
Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat ----
Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu-

. -}. berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur dalam—

;j Pasal 22 Anggaran Dasar ini. --———-—-——mmmmmmeeo

}.2, Yang dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam
r Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat --
.é Umum Pemegang Saham: Tahunan dan Rapat Umum —--=—==—-—
! Pemegang Saham Luar Biasa, kecuall dengan tegas ---

| ditentukan lain,————=—m e e

l 3. Rapat Umum Pemegang Saham, dalam mata acara lain---
| lain. tidak berhak mengambil keputusan, kecuali ----
semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam-

Rapat Umum Pemegang Saham dan menyetujui penambahan

BELAIACATR ‘TADAT , ‘= e —————
|
E 4. Keputusan atas mata acara Rapat Umum Pemegang Saham
|

[ Yang ditambahkan harus disetujui dengan suara -----

L o o e Pasal 21 -———————————————————

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan tiap- --

,ftiap tabun melipttl @ cmeec v e e e c e e ———

1La; Rapat Umum Pemegang Saham mengenai persetujuan -
\l JAPUERY AN L Lo e e e e R e i
|

\




b. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai ------
| persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran —---——————n

Perusahaan: —s=-—==rmecetmeomm oo e e e
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui-
laporan tahunan diadakan paling lambat dalam bulan-
Juni setelah penutupan tahun buku yang ———-——=———aao
bersangkutan, dan dalam rapat tersebut Direksi —-—--
MENYARPALKAND : ~———— s e
a. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada —--====
} Pasal 18 ayat 5. ~-—< el
b. Usulan penggunaan laba Bersih Perservan. ----—-=
€. Hal-hal lain yang perlu persetujuan Rapat ~-----

Umum Pemegang Saham untuk kepentingan perseroan.
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk -—-—-—-———————
menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan --
diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari ---—---=-
setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran ---
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang ----—-—--
bersangkutan) dan dalam rapat tersebut Direksi -——-
MeNYaMPAlkan : —=-cce e e
a. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan-
| termasuk proyeksi Laporan Keuangan sebagaimana -
i dimaksud pada Pasal 17 ayat 1. ———commmmmmmmmee e
b. Hal-hal lain yang perlu persetujuan Rapat Umum -

Pemegang Saham untuk kepentingan Perseroan yang-
; belum dicantumkan dalam Rancangan Rencana Kerja-

dan Anggaran Perusahaan. =-—===eecem e
Dalam Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat
juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh Dewan-

Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang ----




I
]
{
|

|

Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu —-===
‘! persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang -

&7tel alu abikeluarkan: Perderoan dengan hak suara yang -

ia:ﬁmﬂengansmtenman bahwa usul-usul yang -—-—=——--

l bersangkutan' harne sudah diterima oleh Direksi ----

osebulum tanggal’ penggilan Rapat Umum Pemegang ----
s ‘ Sabel SAMUAMMET S TRV R et e
! §.a£sulam:99wan Komisardis dam/atau Pemegang Saham yang
, r- tidak sesuai- dengan ketentuan sebagaimana dimaksud-
scpadasagat-4.Pasalsini hanya dapat dibahas dan ——---

diputuskan eleh:Rapdat Omum Pemegang Saham dengan ~-
--ketentuan -bahwa selirulizPemegang Saham atay —---———-
--wakiinya yang'sdh-hadif“dan menyetujui tambahan ---
' acaral/tdrdebut ; dan keputusan Rapat Umum Pemegang -

--Baham atas usilan ‘teérsebut harus disetujui dengan -

g— SUAra. bulat. —~ e e el

i: “=<4 = RAPAT: UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA = ————-
| (A e bt e APRBE] 22 ——e— e
| «Rapat: Umum Pewegany Ss#han Luar Biasa dapat diadakan -
‘setdap Waktu berdasarkan ‘kebutuhan untuk kepentingan--
L RerSET AN .. e e e o

———=—=~ = TEMPAT DAN PEMANSGILAN RAPAT UMUM = —————_
Srrorne iR st 2 PRMBGANG BAHAM = ———— e

SiEER eattemtmaneBile— PEREE 13 —mmeeemmmmae e e————
| “1la= Bemua: Rapat’ Uhiith Pemegang Saham diadakan ————-——————
ditempat’ kedudukan Perseroan atau ditempat --------
Perseroan-melakukan kegiatan usahanya yang utama --

£

(
I-yang»terlatak di- wilavah Negara Republik —-———ee-_-
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dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua --
pemegang saham menyetujui diadakannya Rapat Umum --
Pemegang: Saham tersebut maka Rapat Umum Pemegang --
Saham dapat diadakan dimanapun dalam wilayah ------
Negara: Republik: Indonesia. —-——=-——-————coo ____
Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ----
pada ayat 2 Pasal ini dapat mengambil keputusan- --

jika keputusan tersebut disetujui dengan suara ----

Direksi -menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang ——----
Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar --
Biasa dengan didahului pemanggilan Rapat Umum --—-==
Pemegang Saham, ~----- e 1
Penyelengaraan Rapat Umum Pemegang Saham --------——-
sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat pula ------—-
dilakukan atas permintaan : ——————cm e
a. seorang atau lebih Pemegang Saham yang ---——---—-
mewakili paling sedikit 1/10 (satu ————=———=====
persepuluh) bagian dari jumlah seluruh --—-—=—==-=
saham yang telah dikeluarkan Perseroan ---------
dengan hak suara yang sah atau —-—————ccmmme—
b.. Dewan KOmMisSaris -—=====———— e
Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayar 5 -----=—=
Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan Surat----
Tercatat disertai dengan alasannya. -———~——=———————=-
Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal -----
ini pamun tidak terbatas pada : ----=-—-———m—————a
a. Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum --——-—-—---=
I Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ------====-=—
l
i

¥

keteatyan yang berlaky. -------=-=—-cccccccccaa-
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3.

b. Masa jabatan anggota Direksi dan/atau ----------

anggota Komisaris akan berakhir atau --———-——--<
c. Dalam hal Direksi berhalangan atau ada ---------

pertentangan kepentingan antara Direksi dan ----

Perseroan. ———==m—memem e e e ss s s S s s
gurat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 6 ---
Pasal ini yang disampaikan oleh Pemegang Saham ----
tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.----
Direksi wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum ----
Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ---
Pasal ini dalam jangka waktu paling lambat 15 —--—---
{lima belas) hari terhitung sejak tanggal ---------
permintaan penyelengaraan Rapat Umum Pemegang -----

Saham diterima. --————=—————-——————— e ————

.Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan -----

Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud----
pada ayat 9 Pasal ini, maka : --——————-----mmmmm-- .
a. permintaan peyelenggaraan Rapat Umum —----——-=—-——-
Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada -———---
| ayat 5 huruf a Pasal ini, diajukan kembali------
kepada Dewan Komisaris, atah; __________________
b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan --—————--
sendiri Rapat Umum Pemegang Saham —--——-—=======
sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b ----——-
Pagal ini. ——————cmmmmccc e e ———
Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan -------
Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud-----
pada ayat 10 huruf a Pasal ini dalam jangka ---——-—-

waktu paling lambat 15 {lima belas) hari ----=--==-=

terhitung sejak tanggal permintaan --———=-————=——-—-




I
i

!
|
|
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.Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan ----

[ Direksi berdasarkan panggilan Rapat Umum --=--====<

14

15

Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 9 ---
Pasal ini hanya membicarakan magalah yang -=—-——=—-r
perkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud ------
pada ayat 6 Pasal ini dan mata acara rapat —--—-——===

lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi. —--———=--=

.Rapat Umum Pemegang Saham yang ------=-=-======7"777°

diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan ---—-—---
panggilan Rapat Umum Pemegang S8aham -----—--—======
sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf b Pasal --—-
ini hanya membicarakan masalah yang berkaitan—---
dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 --—-

O B D I o L DTt e S

.Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak ---—--

melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang --——====
Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud -----
pada ayat 9 dan ayat 11 Pasal ini, pemegang --—---—-—

saham yang meminta peyelenggaraan Rapat Umum —-—=-—=

‘Pemegang Saham dapat melakukan pemanggilan -------=

sendiri Rapat Umum Pemegang Saham setelah - ——————=
mendapatkan izin dari ketua Pengadilan Negeri -----
yang dearah hukumnya meliputi tempat kedudukan-----

Pergeroal ., ~——-————s=ameseso—eemo—ossssasssSSeTTT T

.Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan ---

dalam jangka waktu paling lambat 14 {empat =-———==—
belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang —---

Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan ----=--=




{1 tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum --=-===--

| - | Pemegang Saham.——-———c-———ecmme—mmm—m oo
16 .Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham -—-==-===—==--
dilakukan dengan melalui surat tercatat -----------
dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. ---—====--
17.Dalam panggilan Rapat Umum Pemegang Saham --------
dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata -----—--
acara rapat disertaili pemberitahuan bahwa bahan-----

| .yang akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang ---

| -Saham tersedia di Kantor Perseroan sejak ----===-=

tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum -------
Pemegang Saham sampai dengan tanggal Rapat ------
Umum Pemegang Saham diadakan. -—-——==——memmmmme————
; 18.Perservan wajib memberikan salinan bahan ---=-=——=—=
sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini ==-====-
kepada Pemegang Saham secara Cuma-Cuma jika --=-===
diminta, —=---—m e ——————
{ 19.Palam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ---——---

tketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 15 dan ---

ayat 16 -Pasal ini dan panggilan tidak sesuai -----
dengan ketentuan ayat 17 Pasal ini, keputusan -----
| Rapat Umum Pemegang Saham tetap sah jika semua ----
| Pemegang Saham dengan hak suara yang sah hadir ----
| atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham ----
dan keputusan tersebut disetujui dengan suara—-—-

| bulat, -

|1 1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan -




lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin -----
oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih --—-
oleh dan dari antara mereka Yang hadir.--———ceea—_o
2. Setiap peyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, --
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib -—-———————o
| dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rapat -======-

dan, paling sedikit 1 (satu) orang -—-—--——mmm——e e

oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham,----=———ceee=
3. Tanda tangan_ sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ~---—-
Pasal ini tidak .disyaratkan apabila risalah Rapat -
Umum Pemegang .Saham tersebut dibuat dengan akta ---
ROLARLS . = e e e e
4. Dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham —-——-——-—————
sebagaimana dimksud ayat 2 Pasal ini berigi ----—---
hal-hal yang dibicarakan dan hal-hal yang -—-—-——————e
diputuskan (termasuk pPendapat berbeda/dissenting --
opinion, jika ada).-—=——=mmme oo __

———————— = KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN = -————u

1.a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan --
: - Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling -----
~sedikit 51 % (lima puluh satu persen) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau-
diwakili kecuali peraturan perundang-undangan ---
i dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan lain. ----
b. Dalam hal kuorum sebagimana dimaksud dalam huruf-
a avat ini tidak tercapai, maka dapat diadakan -
pemanggilan rapat kedua, --=-—==-c—mmmm

c. Dalam .pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua




i harus disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham-
i pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai --
L L B e T —
' d. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana -----
dimaksud pada huruf c ayat ini sah dan berhak —--
‘menganbil képuttsamr Fika dalam Rapat Umum ——-—-—-
" Pometfany’ satthn’ PhYiny ¥¥Aikit 50 3 (lima puluh) -
| - persen’ bagiah ' ®ari- jUmiah seluruh saham dengan --
hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran--
Dasar ini menentukan 1aih., ——eeommmmmmme
| o Dalam hal kuorum Rapat Keédua sebagaimana dimaksud
| { pada huruf d ayat ini £%dak tercapai, Perseroan—
dapat memohon kepada Kétlia Pengadilan Negeri yang
daerah hukumnya meliputi-tempat kedudukan -----—--
Perseroan atas permohonan Perseroan agar ---—-—-——-
ditetapkan kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham
| R g e e
a. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ----
L | eketiga hardsI ¥4 seblitian Dahwa Rapat Umum ————-—-
| ePemegahg’ dafam kedua“telah dilangsungkan dan ---
tidak méncapai kudrum 'serta Rapat Umum Pemegang-
S8dham '‘ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum---
vang-téldh-ditetapkafi ‘Ketua Pengadilan Negeri. -
b.-Pémanggilan 'Rapat 'Umum Pemegang Saham kedua dan-
ketiga ‘dilakukan dalam jangka waktu paling —----
| 1ambdt: 7 (tujuh) ‘hart sebelum Rapat Umum ————=—-
!-deéganbﬂﬁﬁhhm'kédﬁa atau ketiga dilangsungkan.-
| h.>Rapat Umum’ Pemegahl S%ham kedua dan ketiga ——---

|| ld¥lang&idngkan 8414 Jangka waktu paling cepat 10

(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh -




satu) hari setelah tanggal Rapat Umum Pemegang -

Saham yang mendahuluinya dilangsungkan. ------===
pemegang saham baik sendiri maupun diwakili -—-—==--—=
berdasarkan Surat Kuasa berhak menghadiri Rapat ---
Umum Pemegang Saham dan menggunakan hak suaranya --
sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinva., -===-==
Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk -
mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya ---
pada waktu, rapat.diadakan. ----———-----=-=-—=======
Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada -----
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----
dengan surat tertutup dan mengenai hal lain secara-
lisan kecuali. apabila ketua rapat menentukan lain -
tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir-
dalanm Bapat,. ————srarTo e m— o n———
Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat, —=-=—————m=——r——m— e ——————————— e
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk --
mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini-

tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui

| “1lebih dari ¥ (satu per dua) bagian dari jumlah ----

suara yang dikeluarkan kecuali Anggaran Dasar -----—
ini menentukan lain, dengan ketentuan ------=—==—=—-=
pemungutan suara mengenai diri orang ---—--—-""=""=
dilakukan dengan surat tertutup ----------——-======

yvang tidak ditandatangagi. —---—--—-—==--——==wmoe=s

Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan ----

hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu --———-

!
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|



alternatif dengan suara lebih dari % (satu per dua)

I
'i bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka ---
! dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang-
i memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu ---—-
| usulan memperoleh suara terbanyak sehingga salah —-
| satu usulan mempercleh suara lebih dari + (satu —-
per dua) bagian dari jumlah suara yang —----—---—=-====-
dikeluarkan . ——==-c-=mmc s e — e —————— - ——
l 9. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap ---
| |, tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan -----
jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum ----

Eamegang Balaml & =S e e e e e e e

10.Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan yang-
i sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ----
‘secara fisik, dengan ketentuan semua Pemegang Saham
telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang

| saham memberikan persetujuan mengenai usul yang ---
i diajukan secara tertulis serta menandatangani -----
i persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan
i cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan -
keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Umum-
Papegang Baham, ==~==tewsrecnemee———————————— -
——————————————— = PENGGUNAAR LABA = ------emm—m—————-
e e e Pasal 26 -——----ccmmmmm
1. Penggunaan Laba bersih termasuk jumlah --=--========
1 penyisihan untuk cadangan kerugian diputuskan -----
oleh Rapat Umum Pemegang Saham .—-————————cemmmaaao

2. Beluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan --
| untuk: cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 —--—-

1! :Pasal ini dibagikan kepada Pemegang Saham sebagi --




deviden kecuali ditentukan lain dalam --=-—=—=—=—==
| Rapat Umum Pemegang Saham. --—---—-=-—cmme e
Selain penggunaan laba bersih sebagaimana --==—=====
dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, Rapat Umum ----—-=——=
Pemegang Saham dapat menetapkan penggunaan laba ---
bersih untuk pembagian lain seperti tantiem -------=
untuk Direksi dan Dewan Komisaris, bonus untuk-----
karyawan atau penempatan laba bersih tersebut —-----
dalam cadangan Perseroan yang antara lain —-———-————-
diperuntukkan bagi perluasan usaha Perseroan ---—-
yang prosentsenya masing-masing ditetapkan tiap ---
tahun oleh Rapat Umum Pemegang Saham, —-—————————--o
Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal-—--=-
ini hanya boleh dibagikan apabila Perseroan --———=—-—=
mempunyal saldo laba yang positif, —-——————comme o
Dalam hal tantiem dan bonus dianggarkan dan ------=-
diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun ---—————=—=
berjalan dan Rapat Umum Pemegang Saham -—---——=——==
menetapkan tantiem dan bonus lebih besar dari -----
yang dianggarkan sehubungan dengan pelampauan -----
target yang ditetapkan maka selisih tantiem dan ---
bonus tersebut diambil dari laba bersih tahun --—---
yang bersangkutan. ———=——==—e e
Dalam hal Persercan tidak mempunyai laba —-—--=-——==-=
bersih namun menunjukkan penigkatan kinerja yang --
ditunjukkan dengan pencapaian target yang harus ---
dicapali maka Perseroan dapat memberikan tantiem ---
untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta —--
bonus untuk karyawan sepanjang telah dianggarkan --

dan diperhitungkan sebagai biaya., ---——~c——ccmmmmmu




j

buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat --------
ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu ---
akan. tetap..dicatat dalam pembukuan Perseroan dan --
dalam' tahun-tahun yvang akan datang Perseroan ------
dianggap tidak mendapat - laba selama kerugian yang -
tercatat itu belum sama sekalli tertutup dengan ----
tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan -----

yang -berlaku.———==s=—t e e e

. .Kecuali bagian deviden yvang menjadi hak Negara ----

.Republik Indonesia , deviden yang tidak diambil ---

dalam waktu 5 {(lima) tahun setelah disediakan -----

untuk dibayarkan, dimasukkan dalam dana cadangan --

.yang khusus diperuntukkan untuk itu. -—————--—-———-

Deviden dalam dana cadangan khusus tersebut -------
dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak -----
dengan menyampaikan bukti haknya atas deviden -----
tersebut yang dapat diterima oleh Direksi -—-===-=-
Perseroan dengan syarat pengambilannya tidak ------

secara sekaligus dan dengan membayar biaya ----==--

- administrasi yvang ditetapkan Direksi. —-—--———===———=

.Deviden vang telah dimasukkan dalam cadangan -—-—---

khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal -----
ini dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 —————--

{sepuluh) tahun akan menjadi hak Persercan.--------=

.Perseroan dapat membagikan dividen interim ---——-—=---

sebelum tahun buku Perseroan berakhir, dengan -----

. memperhatikan proyeksi perolehan laba dan -—-———-—-
kemampuan - Keuangan Perseroan.--—————————————=——e——e—-

.Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud -~---

ayal 11 Pasal ini, ditetapkan berdasarkan ------—-—--




—_»

e .-

13

14.

15,

keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan --

|
|
|

Dewan. Komisaris, —=#-=—s=rre=————s=s=——--—osassassTs

palam hal setelah tahun buku berakhir ternyata ----

Persercan menderita kerugian, dividen interim ---——=
yang telah dibagikan harus dikembailkan oleh ---——=
Pemegang Saham kepada Perseroan.---—---=""""7TTTTE
Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab ----=
secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, --
dalam hal Pemegang gaham tidak dapat --——-—-——==—=7=%
mengembalikan dividen interim sebagaimana --—---=-=
dimaksud pada ayat 13 Pasal inl , —————m———m——mmm————
Pemegang Saham yangd mewakili paling sedikit 1710 ==
(satu per sepuluh) pbagian dari saham yang telah ---
dikeluarkan dapat meminta pembagian deviden ----—--=

T

| —mm—p=---=-- = PENGGUNAAK DANA CADANGAN = -------==

- sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal inl -=—-"9 |

laipnya.——————=-—smmsossssmmmssss e mm——————
Penyisihan bersih untuk cadangan sebagaimana --—--~
dimaksud pada ayat 1 Pasal ini berlaku apabila ----
perseroan mempunyai saldo laba yang poasitif ,~—=——=%

Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib --—----= ‘

dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai ----—-—-
paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah -
modal yang ditempatkan dan digator ,=————r—mm=ssmsTT

Cadangan Wajiib gebagaimana dimaksud dalam ayat 1 --

Pasal ini yang belum mencapai jumlah sebagaimana --

dimaksud pada ayat 3. Pasal ini hanya dapat ———=—===




fi dipergunakan untuk menutup kerugian Perserocan -----
yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lainnya.---

| 5. Apabila dana cadangan wajib sebagaimana dimaksud --
| | pada ayat 1 Pasal ini telah melebihi jumlah 20% ---
l {dua puluh persen) tersebut, maka Rapat Umum ------
Pemegany Saham dapat memutuskan agar kelebihan ----
dari dana cadangan tersebut digunakan bagi --------
keperluan Perseroan,——s=———=--————mmm—eem——sscaam————

6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana ---
cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara ----
yang dianggap baik oleh Direksi dengan ---—----————-

i persetujuan Dewan komisaris dan dengan ----—-——-=—--—-—
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ---

L} e lakg e e e e e e e
7. Laba yang diperolehkan dari dana cadangan itu -----

| dimaksud dalam perhitungan laba rugi. -————- ———————

i bt en i~ = PERUBAHAN ANGGARAN DASAR = —--==-======

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh rapat ----
Umum Pemegang Saham.—————=—=———m—e——— - ———————
2. Acara mengenai perubahan Anggaran Dasar wajib -----
‘dicantumkan dengan jelas dalam pangilan Rapat --—-——-
Umum pemegang Saham.—==——mmm e e e e e e
3: Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah Anggaran -
Dasar dapat dilansungkan jika dalam rapat paling --
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah ---——-
| seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir -----
| atau diwakili dan keputusan adalah sah jika -——-———--
disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) --

bagian dari jumlah suara yvang dikeluarkan.--————-----




KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00698A Tanggal 11-Jul-2022 Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Semarang Il (134)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 141.912.000,00

**** SERATUS EMPAT PULUH SATU JUTA SEMBILAN RATUS DUA BELAS RIBU
RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2022 Nomor CAN : A/134.22000916/0/0 | Jenis Tagihan : xg:%gﬂwm
Dasar Pembayaran Tanggal Kontrak/SPK  : 17-06-2022 hT :
DIPA No. :DIPA-022.12.1.414330/2022| o ool /SPK Jatuh Tempo  : Segera

Tanggal :17-Nov-2021
UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
APBN TAHUN ANGGARAN 2022

PL.102/110/7/PIP.SMG-2022

Cara Bayar : SP2D
No. Register  : 00000001

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

414330.134.524111.02212DL.3996SCB.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000

141.912.000,00

Jumlah Pengeluaran

141.912.000,00

POTONGAN JUMLAH UANG
0,00
Jumlah Potongan 0,00
TOTAL PEMBAYARAN 141.912.000,00
Kepada:
Nomor - 272949 Bank / Pos : BANK CENTRAL ASIA
Nama Supplier : CV. ANDELIR Rekening : 2525002525
NPWP1 - 704121037508000 Nama Pemilik : CV. ANDELIR
NPWP2 : 001459304508000 Alamat : JL. ATMODIRONO 1/6 SEMARANG
NOP ;
Uraian : Pembayaran Langsung belanja barang Pengadaan Paket Penginapan Peserta DPM BST KN Angkatan IV KELAS A, B dan C

sesuai SPK Nomor:PL.102/110/7/PIP.SMG-2022 Tgl 17 Juni 2022 dengan BAST Nomor: PL.102/124/11/PIP.SMG-2022 Tgl 6 Juli

2022

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen
telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan

atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan
ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi

‘ “TEBR NN

-

AMIN, M.Pd.,M.Mar.

tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM NIP 196812271999031001




[Kode : PEM003]

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00698A
Tanggal : 11-Juli-2022 Halaman : 1 dari 1
No Detail Coa Nilai

Ro.Komp.Subkomp.item - Uraian

414330.134.524111.02212DL..3996SCB.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000

1 005.051.0A.002510-Penginapan Peserta diklat 141.912.000,00
Jumlah 141.912.000,00
Jumlah 141.912.000,00

NIP 196812271999031001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor 00698T Tanggal 11-Jul-2022 Halaman 1 dari 1
Kuasa Bendahara Umum KPPN Semarang Il (134)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 141.912.000,00
*** SERATUS EMPAT PULUH SATU JUTA SEMBILAN RATUS DUA BELAS RIBU
RUPIAH ****
Tahun Anggaran: 2022 Nomor CAN : A/134.22000916/0/0 || Jenis Tagihan Eng%?{ﬂT
Dasar Pembayaran Tanggal Kontrak/SPK ~ : 17-06-2022 Sk Voo »Seger WL
?IPA N?. :?_I{P:—O2226;f.1 .414330/2022 Nomor Kontrak/SPK . Cora B : 82920
anggal :17-Nov- ara Bayar :
UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG| PL-102/110/7/PIP.SMG-2022 No. Register  : 00000001
APBN TAHUN ANGGARAN 2022
PENGELUARAN JUMLAH UANG
414330.134.524111.02212DL.3996SCB.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000 141.912.000,00
Jumlah Pengeluaran 141.912.000,00
POTONGAN JUMLAH UANG
0,00
Jumiah Potongan 0,00
TOTAL PEMBAYARAN 141.912.000,00
Kepada:
Nomor : 272949 Bank / Pos : BANK CENTRAL ASIA
Nama Supplier : CV. ANDELIR Rekening : 2525002525
NPWP1 - 704121037508000 Nama Pemilik : CV. ANDELIR
NPWP2 - 001459304508000 Alamat : JL. ATMODIRONO I/6 SEMARANG
NOP 4
Uraian . Pembayaran Langsung belanja barang Pengadaan Paket Penginapan Peserta DPM BST KN Angkatan IV KELAS A, B dan C
sesuai SPK Nomor:PL.102/110/7/PIP.SMG-2022 Tgl 17 Juni 2022 dengan BAST Nomor: PL.102/124/11/PIP.SMG-2022 Tgl 6 Juli

2022

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen
telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran
atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan // ¢
ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen

>embdiat
RADAN U‘YF\NAH UMUM

POLITEXNIK MU PELAYARAN
. SEMARANG

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi O, S.M.
tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen NIP 1985042920101 21003




KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

[Kode : PEMO0O1]

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00698T
Tanggal : 11-Juli-2022 Halaman : 1 dari 1
No Detail Coa Nilai

Ro.Komp.Subkomp.ltem - Uraian

414330.134.524111.02212DL.3996SCB.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000

1

005.051.0A.002510-Penginapan Peserta diklat

141.912.000,00

Jumiah

141.912.000,00

Jumlah

141.912.000,00

NIP 198504292010121003



LAPORAN KONTRAK

414330
KARTU PENGAWASAN KONTRAK e e
| SEMARANG
Per Tanggal : 11-Jul-2022
INFORMASI KONTRAK TAHUNAN
Informasi Supplier Informasi Bank/Pihak Ketiga
NRS 272949 Nama Pihak Ketiga CV. ANDELIR
SPAN Nama Supplier CV. ANDELIR_704121037508000 Nama Bank BANK CENTRAL ASIA
Nama Supplier CV. ANDELIR No rekening 2525002525
NPWP 704121037508000 Nama Pemilik Rekening CV. ANDELIR
Nama Site 2_50232 Mata Uang Rupiah
Tipe Komitmen Kontrak
CAN Tahunan A/134.22000916/0/0
Nilai Kontrak Tahunan 141,912,000.00
Satker 414330 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
No. Kontrak PL.102/110/7/PIP.SMG-2022
No. RFC 414330/2022|PL.102/110/7/PIP.SMG-2022|0|426926
Tanggal Kontrak 17-Jun-2022
Tanggal Mulai Kontrak 17-Jun-2022 Tanggal Selesai Kontrak 06-Jul-2022
Jangka Waktu Pemeliharaan Tanggal Addendum
Uang Muka
Porsi Pembayaran LOAN/GOI 0/100 Kategori PHLN
Catatan Tambahan DIPA-022.12.1.414330/2022;17-Nov-2021; ; Mata Uang Ruplah
No. Addendum Tipe Kurs -
Ketentuan Sanksi Denda keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) per hari dari Harga Pekerjaan  Nilai Kurs 0.00
Keterangan Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan IV

KELAS A, Bdan C




Uang Muka Retensi
Kategori A : , Pengembalian | Potongan
No, Keterangan Nilai 2 - 5 FPE Termin Keterangan Jadwal Nilai Termin | No SPM Uang Muka Retensi COA
et Pea RM | 14191200000 00 000/ 00 000 Pongliouan Pyaets S L
1 m‘!bfa’“g}‘;mm 17Juni2022 | 141,912,000.00 00698A 0.00 0.00
KELAS A, B dan C
Nilai SPM Potongan Jumlah Nilai SP2D
No. Nomor SPM | Tanggal SPM | Nomor SP2D | Tanggal SP2D
(Kotor) PPN PPn.BM PPH Potongan Lainnya Denda Retensi Potongan UM Potongan (Bersih)
Total Uang Muka 0.00 Nilai Kontrak Tahunan 141,912,000.00 Total Pembayaran 0.00
Total Pengembalian UM 0.00 Total Realisasi 0.00 Total Potongan 0.00
Sisa Uang Muka 0.00 Total Yang Belum terealisasi 141,912,000.00 Total Pembayaran 0.00




MEKANISME BELANJA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

698

TANGGAL : 06/07/2022

Sumber DIPA :

RM

NOMOR

3565

PERUSAHAAN atau PENYEDIA
BARANG/JASA :

CV. ANDELIR

022.12.DL Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
3996 Pendidikan Transportasi
SCB  Pelatihan Bidang Infrastruktur
005 Diklat Pemberdayaan Masyarakat Bidang Transportasi Laut (Prioritas Nasional)
PERIHAL 051 Basic Safety Training (BST)
A  Basic Safety Training (BST) (720 orang)
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Keterangan :  pembayaran Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN
Angkatan IV Kelas A, B, dan C sesuai SPK Nomor : PL. 102/110/7/PIP.SMG-2022 Tanggal 17 Juni 2022
Terbilang :  # seratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah # Rp. 141.912.000,00
KODE URAIAN SALDO (Rp.) | JUMLAH (Rp.) SISA (Rp.)
022.12.DL.3996.5CB.0 | Penginapan Peserta diklat 1.310.652.000, 141.912.000,00 | 1.168.740.000,0
05.051.A.524111.2 00 0

PROSES PERSETUJUAN BELANJA

1. | Pejabat Pengadaan
Kelengkapan Dokumen

2. | PPK

Pengajuan Pembayaran

3. | Pejabat/Panitia Penerima
Pemeriksaan Administrasi

4. | KPA
Setuju Pembayaran
5. | PPSPM

Pengajuan Pembayaran ke KPPN

Pengajuan Pembayaran ke Bendaharal

Tanggal

Paraf

Catatan :

W2k

aﬁ-.

_!7_7%

—

7= CF )
(%7 22 | [ -]
\n/;,{/'m 7

KELENGKAPAN DOKUMEN

KWITANSI

RINCIAN KWITANSI
BUKTI SERAH TERIMA
SURAT PENUNJUKAN

I E N

NOTA PESAN

SPK

BA PEMERIKSAAN
BA SERAH TERIMA

BA PEMBAYARAN
FAKTUR PAJAK

HinimInn

Referensi Surat :

Nomor SPM :

- Telah di dokumentasikan di ULP dengan Nomor :




//:: r\AELiR -

CV. ANDELIR KUITANSI NO:

JI. Atmodirono [ No 6-8 Semarang S, /ACC [ Kwotkoasi-HAS (v i/ 2090
NPWP 70.412.103.7-508.000

PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang, Semarang

a/n CV. ANDELIR dengan

Nomor Rekening : 252.500.25.25

KUITANSI

SUDAH TERIMA DARI : Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
UANG SEBESAR : Seratus empat puluh satu juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah

UNTUK PEMBAYARAN : Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan
Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan IV KELAS A, B, dan C sesuai
(SPK) Nomor: PL.102 /110/7 / PIP.SMG-2022 Tanggal 30 Mei 2022

JUMLAH Rp. 141.912.000,-

Semarang, b Juli 2022
WETAHUL CV ANDELIR

AENC ]
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Azl ik o

JL Atnodirono 6.8 STMARANG
Tip O d-+. 16602 Fan 024-831029%
w5 ndalirhei=ig . o

HERI PRASETYO.SM. "~ LUCIA RESTI KUSUMASTUTI
Penata Muda (111/a)

NIP 19850429 201012 1003 Genera] Managel'

JI. Atmodirono I No 06-08 ( Simpang Lima ) Semarang
Tlp 024-8316602 Fax 024-8310293
www.andelirhotel.com



? ff_i l\AsLiR wores

LAMPIRAN KUITANSI
PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM)
BST KN ANGKATAN IV KELAS A, B, DAN C
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

HARGA

o WAKTU
URAIAN JUMLAH HARGA SATUAN JUMLAH

1 | Paket Penginapan 72 Pax 9 | malam | Rp 219.000 | Rp 141.912.000

JUMLAH Rp 141.912.000

Terbilang: Seratus empat puluh satu juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah

Semarang, & Juli 2022
CV. ANDELIR

\ ‘ . . Gr’\d’_" _iRHOTEL

JL At Oodirono 116-8 SEMARANG
Tip 024-“, 16602, F ax 024-8310292
Wi andehmolels ©om

General Manager

J1. Atmodirono I No 06-08 ( Simpang Lima ) Semarang
Tlp 024-8316602 Fax 024-8310293
www.andelirhotel.com



BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PRESTASI PEKERJAAN 100%

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST
KN ANGKATAN IV KELAS A, B, DAN C

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NOMOR : PL.102 /124 / 10 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Rabu tanggal 6 Juli 2022, yang bertandatangan dibawabh ini:

1.

Nama : HERI PRASETYO, S.M

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen BLU
Alamat : J1. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan

: yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang

Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya

disebut PIHAK PERTAMA.

Telah mengadakan pemeriksaan hasil Pekerjaan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh
CV. ANDELIR sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara CV. ANDELIR dengan Politeknik Ilmu
Pelayaran Semarang Nomor : PL.102 / 110/7/ PIP.SMG-2022 Tanggal 17 Juni 2022.

Hasil pemeriksaan dimaksud adalah sebagai berikut :

Pekerjaan tersebut diatas dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di lapangan
telah melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan
Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan IV KELAS A, B, dan C dengan prestasi pekerjaan sebesar
100% sesuai laporan hasil pekerjaan dan pemeriksaan bersama dan dinyatakan Baik pada
tanggal 6 Juli 2022.
Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : PL.102 / 110/7 / PIP.SMG-2022 Tanggal
17 Juni 2022 maka pihak Penyedia Barang/Jasa berhak menerima Pembayaran 100% dari
nilai SPK sebesar Rp. 141.912.000,- (Seratus empat puluh satu juta Sembilan ratus dua
belas ribu rupiah).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan

CV. ANDELIR

4?\ lel...'R HOTEL

JL AN O0dirono 18- SEMARANG
Tip 044", 18602 Fax 024-8310293
waw andalirmhotals L om

LUCIA RESPI KUSUMASTUTI
General Manager

Yang memeriksa
Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja RM
PIP SEMARANG

HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (111/a)
NIP. 19850429 201012 1 003



BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PRESTASI PEKERJAAN 100%
PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST
KN ANGKATAN IV KELAS A, B, DAN C
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NOMOR : PL.102 / 124 / 10 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Rabu tanggal 6 Juli 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : HERI PRASETYO, SM
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen BLU
Alamat : JI. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang

Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA.

Telah mengadakan pemeriksaan hasil Pekerjaan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh
CV. ANDELIR sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara CV. ANDELIR dengan Politeknik Ilmu
Pelayaran Semarang Nomor : PL.102 / 110/7/ PIP.SMG-2022 Tanggal 17 Juni 2022.

Hasil pemeriksaan dimaksud adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan tersebut diatas dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di lapangan
telah melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan
Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan IV KELAS A, B, dan C dengan prestasi pekerjaan sebesar
100% sesuai laporan hasil pekerjaan dan pemeriksaan bersama dan dinyatakan Baik pada
tanggal 6 Juli 2022.

- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : PL.102 / 110/7 / PIP.SMG-2022 Tanggal
17 Juni 2022 maka pihak Penyedia Barang/Jasa berhak menerima Pembayaran 100% dari
nilai SPK sebesar Rp. 141.912.000,- (Seratus empat puluh satu juta Sembilan ratus dua
belas ribu rupiah).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan seperlunya.

Yang diperiksa, Yang memeriksa
Pelaksana Pekerjaan Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja RM
CV.ANDELIR PIP SEMARANG

il LR

JL At rodifono - EEM‘R:DN;:%“ _’—-—————-—\ r
HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (I11/a)
NIP. 19850429 201012 1 003




BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST
KN ANGKATAN IV KELAS A, B, DAN C
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

Nomor: PL102 /124 /11 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Rabu tanggal 6 Juli 2022, yang bertandatangan dibawabh ini:

1. Nama : HERI PRASETYO, S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Belanja RM
Alamat : JI. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang
Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : LUCIA RESTI KUSUMASTUTI
Jabatan : General Manager, CV. ANDELIR
Alamat : JL. Atmodirono I No 6-8 Semarang
Berkedudukan : yang bertindak untuk dan atas nama CV. ANDELIR berdasarkan akte

pendirian Nomor : 18 Tanggal 20 Maret 2020 dihadapan Elly
Ninaningsih, SH di Semarang. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan
anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha
tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK
KEDUA.

Berdasarkan :
1. Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan

Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan IV KELAS A, B, dan C
Nomor : PL.102 /110/7 / PIP.SMG-2022 Tanggal 17 Juni 2022.

2. Berita Acara Pemeriksaan dan prestasi Pekerjaan 100 % Pengadaan Paket Penginapan
Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan 1V KELAS A, B, dan C
Nomor: PL.102 /124 /11 / PIP.SMG-2022 tanggal 6 Juli 2022.

PIHAK KEDUA menyerahkan hasil Pekerjaan tersebut diatas dan PIHAK PERTAMA menerima
hasil pekerjaan dimaksud dengan Baik dan Lengkap pada tanggal 6 Juli 2022.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat
dipergunakan seperlunya.

Yang memeriksa
Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja RM
CV. ANDELIR PIP SEMARANG
I~ Azl_ir o r
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A RESTI KUSUMASTUTI HERI PRASETYO, S.M
General Manager Penata Muda (I11/a)
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BERITA ACARA SERAH TERIMA

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST

KN ANGKATAN IV KELAS A, B, DAN C

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

Nomor: PL.102 /124 /11 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Rabu tanggal 6 Juli 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama
Jabatan
Alamat
Berkedudukan

2. Nama
Jabatan
Alamat
Berkedudukan

Berdasarkan :

: HERI PRASETYO, S.M

: Pejabat Pembuat Komitmen Belanja RM

: JI. Singosari 2A Semarang

: yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang

Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA.

: LUCIA RESTI KUSUMASTUTI

: General Manager, CV. ANDELIR

: JI. Atmodirono I No 6-8 Semarang

: yang bertindak untuk dan atas nama CV. ANDELIR berdasarkan akte

pendirian Nomor : 18 Tanggal 20 Maret 2020 dihadapan Elly
Ninaningsih, SH di Semarang. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan
anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha
tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK
KEDUA.

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan
Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan IV KELAS A, B, dan C
Nomor : PL.102 /110/7 / PIP.SMG-2022 Tanggal 17 Juni 2022.

2. Berita Acara Pemeriksaan dan prestasi Pekerjaan 100 % Pengadaan Paket Penginapan
Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan IV KELAS A, B, dan C
Nomor: PL.102 /124 /11 / PIP.SMG-2022 tanggal 6 Juli 2022.

PIHAK KEDUA menyerahkan hasil Pekerjaan tersebut diatas dan PIHAK PERTAMA menerima
hasil pekerjaan dimaksud dengan Baik dan Lengkap pada tanggal 6 Juli 2022.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat

dipergunakan seperlunya.

Yang memeriksa

Yang diperiksa,

Pelaksana Pekerjaan Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja RM
CV. ANDELIR PIP SEMARANG

"~

JL At odirono 16-8 SEMARANG‘
Tip 024-" 16602 Fax 024-83102930
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LUCIA RESTI KUSUMASTUT!I HERI PRASETYO, SM
General Manager Penata Muda (Ill/a)
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JENIS PEKERJAAN : PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN ANGKATAN IV
KELAS A, B, DAN C

LOKASI :  POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TAHUN ANGGARAN : 2022
_— - L sss.——————

Pada hari ini Senin tanggal 1] 9vl{  bulan i tahun Dua ribu dua puluh dua (I -F -2022),
yang bertandatangan dibawabh ini:
1. Nama . Capt. DIAN WAHDIANA, MM

Jabatan . Direktur

Alamat . JL. Singosari 2A Semarang

Berkedudukan : Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik [lmu Pelayaran (PIP) Semarang
Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor SK. 2748 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama :  LUCIA RESTI KUSUMASTUTI
Jabatan : General Manager, CV. ANDELIR
Alamat : Jl. Atmodirono | No 6-8 Semarang

Berkedudukan : yang bertindak untuk dan atas nama CV. ANDELIR berdasarkan akte pendirian
Nomor : 18 Tanggal 20 Maret 2020 dihadapan Elly Ninaningsih, SH di
Semarang. Dalam hal ini sesuai dengan Ketentuan anggaran dasarnya,
bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang
selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.
BERDASARKAN:
1. Pekerjaan dan Lokasi tersebut diatas.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA) PIP Semarang
Nomor: SP DIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 November 2021.
3. Surat Perintah Kerja ( SPK)
Nomor: PL.102 /110/7 / PIP.SMG-2022 Tanggal 17 Juni 2022.
4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100%
Nomor : PL.102 /124/11 / PIP.SMG-2022 Tanggal 6 Juli 2022.

MENYATAKAN:

a. PIHAK PERTAMA setuju membayar kepada PIHAK KEDUA atas Pembayaran 100 % dari harga
pekerjaan sebesar Rp. 141.912.000,- (Seratus empat puluh satu juta Sembilan ratus dua
belas ribu rupiah).

b. PIHAK KEDUA berhak menerima Pembayaran tersebut pada huruf (a) dari PIHAK PERTAMA
sesuai dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PL.102 / 110/7 / PIP.SMG-2022 Tanggal 17 Juni
2022.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
PENYEDIA JASA ; P SEMARANG
CV. ANDELIR SELA UNA ANGGARAN

I P .

JL A vodirono 16-5 SEMARANG
Tip 024--,16602 Fax 024- 8310293
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I KUSUMASTUTI Capt. DIAN WAHDIANA, M.M.
General Manager Pembina Tk.I, IV/b
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BERITA ACARA PEMBAYARAN 100%

JENIS PEKERJAAN : PENGADAAN PAKET  PENGINAPAN  PESERTA  DIKLAT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN ANGKATAN IV
KELAS A, B, DAN C

LOKASI ¢ POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG

TAHUN ANGGARAN 1 2022
Pada hariini N tanggal ) bulan Y] tahun Dua ribu dua puluh dua ( I/ -} -2022),
yang bertandatangan dibawah ini:
1. Nama :  Capt. DIAN WAHDIANA, MM

Jabatan :  Direktur

Alamat : JL. Singosari 2A Semarang

Berkedudukan : Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang
Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor SK. 2748 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : LUCIA RESTI KUSUMASTUTI
Jabatan : General Manager, CV. ANDELIR
Alamat : Jl. Atmodirono | No 6-8 Semarang

Berkedudukan : yang bertindak untuk dan atas nama CV. ANDELIR berdasarkan akte pendirian
Nomor : 18 Tanggal 20 Maret 2020 dihadapan Elly Ninaningsih, SH di
Semarang. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya,
bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang
selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.
BERDASARKAN:
1. Pekerjaan dan Lokasi tersebut diatas.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) PIP Semarang
Nomor: SP DIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 November 2021.
3. Surat Perintah Kerja ( SPK)
Nomor: PL.102 / 110/7 / PIP.SMG-2022 Tanggal 17 Juni 2022.
4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100%
Nomor : PL.102 /124/11 / PIP.SMG-2022 Tanggal 6 Juli 2022.

MENYATAKAN:

a. PIHAK PERTAMA setuju membayar kepada PIHAK KEDUA atas Pembayaran 100 % dari harga
pekerjaan sebesar Rp. 141.912.000,- (Seratus empat puluh satu juta Sembilan ratus dua
belas ribu rupiah).

b. PIHAK KEDUA berhak menerima Pembayaran tersebut pada huruf (a) dari PIHAK PERTAMA
sesuai dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PL.102 / 110/7 / PIP.SMG-2022 Tanggal 17 Juni
2022.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
PENYEDIA JASA DIREKTUR PIP SEMARANG
CV. ANDELIR K

AR A ik e

JL A odirono 188 § EMARANG
Tip 024-% 16602 Fax 024-8310292
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KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN e
v KAN

BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG ———— L
JALAN SINGOSARI 2A | TELP. (62) 024-8311527 | FAX : (62) 024-8311529
SEMARANG (62) 024-8311528 | Email : info@pip-semarang .ac.id

KODE POS 50242 Home Page : www.pip-semarang.ac.id

SATUAN KERJA :
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

SURAT PERINTAH KERJA
(SPK) NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor :PL.102/110/7/PIP.SMG-2022
Tanggal : 17 Juni 2022

Nama PPK HERI PRASETYO, SM

Nama Penyedia CV. ANDELIR

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN
PENGADAAN LANGSUNG:

Nomor :PL.102/106/ 14/ PIP.SMG-2022
Tanggal : 13 Juni2022

PAKET PEKERJAAN :
Pengadaan Paket Penginapan
Peserta Diklat Pemberdayaan

AMasyffak&‘%‘;J“A’)S‘f?? NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL
ngkatan C » B QA | bENGADAAN LANGSUNG :

Nomor :PL.102/109/10/PIP.SMG-2022
Tanggal : 16 Juni 2022

SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan:
022.12.DL.3996.SCB.005.051.A.524111

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 17
Juni s.d 06 Juli 2022

JENIS KONTRAK: Harga Satuan.

Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 141.912.000.- (Seratus
empat puluh satu juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO.| JENIS PEKERJAAN | VOL | SAT | wakTu = HARGA o il HARGA
| SATUAN
1 | Paket Penginapan 72 pax 9 malam | Rp 219.000 Rp 141.912.000
J
Grand Total .. s sesnnas siaasieah o Rp 141.912.000

Terbilang : Seratus empat puluh satu juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah




SATUAN KERJA :
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)

NOMOR DAN TANGGAL SPK:
Nomor : PL.102/110/7 / PIP.SMG-2022
Tanggal : 17 Juni 2022

Cara Pembayaran : 1. Pembayaran dengan cara sekaligus 100 %;

2. Pembayaran 100 % dari Nilai SPK dilengkapi pengajuan permintaan
pembayaran, permohonan pembayaran dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan
Prestasi Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

3. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui
Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dan atau
disetor melalui PT. BANK CENTRAL ASIA (Persero), Tbk, KCP MT
Haryono atas nama  CV. ANDELIR dengan Nomor Rekening :
2525002525;

4. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak
penyedia dikenakan denda sebesar 1%o ( satu per seribu) dari harga kontrak
untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek
dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang
memenuhi spektek tersebut

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang CV. ANDELIR
Pejabat Penandatangan Kontrak RM

SEPULUH RIBU RUPIAH

/[\ df'._.lp HOTEL

JL Al odirono 1¥6-8 SEMARANG
Tip 0244416602 F ax 024-8310292
www anrtalimaolats ST
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HERI PRASETYO, S.M LUCIA RESTI KUSUMASTUTI
Penata Muda, (I11/a) General Manager
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SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

LINGKUP PEKERJAAN

a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab
atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau
volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.

b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam
Jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga
yang tercantum dalam SPK.

HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia.

PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta
pekerjaan yang dilakukan

BIAYA SPK

a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead
serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).

b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi
penawaran biaya.

HAK KEPEMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau
disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika
diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal
pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang
berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK
tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada
saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan
tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada
penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau
seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu.
Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama
penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.




10.

ik

12.

JADWAL

a.

b.

SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada
tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam
Surat Perintah Mulai Kerja.

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan,

Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena
keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut
kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas
penyedia dengan adendum SPK.

ASURANSI

a.

Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah

Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:

1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya
kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan,
atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain
yang tidak dapat diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan

. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam

harga SPK.

PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah
disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a.

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa

batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab,

kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses

pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya

(kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau

kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut

terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita

acara penyerahan akhir:

1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediadan Personil;

2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;

3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian
pihak ketiga;

. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan

berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil
Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali
kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam syarat ini.

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat




memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan
atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

d.

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan
pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan.
Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh

aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai
bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

. Laporan harian berisi:

1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;

2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;

3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;

4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang
berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan

5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan

dan disetujui oleh wakil PPK.

Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan
fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu
ditonjolkan.

Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil
kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu
ditonjolkan.

Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi
pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a.

Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan
sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya
pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan
Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia
maka penyedia dikenakan denda.

Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi
maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak
dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk

diperpanjang.

. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal

penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

a.

b.

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil
pekerjaan.

PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas
pekerjaan dan/atau tim teknis.




Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia
wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan SPK.

Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah
pekerjaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK

L1

18.

a
b.

SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.

PerubahanSPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi
lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak,
meliputi:

1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;

2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;

3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau

4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti
Pelaksanaan Kontrak.

PERISTIWA KOMPENSASI

a.

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;

3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai
jadwal yang dibutuhkan;

4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;

5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian
tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;

7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga
sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;

8) ketentuan lain dalam SPK.

. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau

keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar
ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan
perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat
dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika

berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh
penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa
Kompensasi.

Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian
pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

PERPANJANGAN WAKTU

a.

Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan
melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta
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20.

b.

perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan
pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian
pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan
melalui adendum SPK.

PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan
penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.

b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan
prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:

1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan
dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan
selanjutnya menjadi hak milik PPK;

2) biaya langsung demobilisasi personel.

c¢. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.

d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata,pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:

1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam
proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;

2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar
oleh instansi yang berwenang;

3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;

5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam
program mutu serta tanpa persetujuan PPK;

6) penyedia berada dalam keadaan pailit;

7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan
sebanyak 3 (tiga) kali;

8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka
waktu yang ditetapkan oleh PPK;

9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan
pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan)
hari;dan/atau

10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan
angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:

1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka
dicairkan (apabila diberikan);

2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan

3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.

a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur,
melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan
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ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;

3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan
pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran
kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi
alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk
menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal
yang sedang menjadi perselisihan.

DENDA

a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk
membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk
setiap hari keterlambatan.

b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan
Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual
Penyedia.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan
secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini
atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak
dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui
Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan
menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak
langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan
pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia
Politeknik [lmu Pelayaran Semarang CV. ANDELIR
Pejabat Pembuat Komitmen RM

i W

JL Ahodione VE-R SEMARANG
Tip 024-" 16602 Fax 024-8310293
W anviglrholals oo

LUCIA RESTI KUSUMASTUTI
General Manager

T
HERI PRASETYO, S.M

Penata Muda, (I11/a)
NIP. 19850429 201012 1 003
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RINGKASAN SPK/KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah Murni (RM) dengan metode pengadaan langsung

1. Nomor dan tanggal DIPA . SP DIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 November 2021

2.  Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK  : 022.12.DL.3996.SCB.005.051.A.524111

3. Nomor dan Tanggal Kontrak . PL.102/110/7/PIP.SMG-2022 Tanggal 17 Juni 2022

4. Nama Penyedia / Perusahaan :  CV.ANDELIR

5. NPWP/ Alamat Perusahaan : 70.412.103.7-508.000 / J1. Atmodirono I No 6-8 Semarang.

6. Nilai/Harga Pekerjaan : Rp. 141.912.000,- (Seratus empat puluh satu juta Sembilan ratus
dua belas ribu rupiah)

7.  Uraian/ Volume Pekerjaan : Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan
Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan IV KELAS A, B, dan C

8. Cara Pembayaran : Dibayarkan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100% melalui
Bank PT. BANK CENTRAL ASIA (Persero), Tbk, KCP MT
Haryono atas nama CV. ANDELIR dengan Nomor Rekening
: 2525002525

9. Jangka Waktu Pelaksanaan : 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 17 Juni s.d
06 Juli 2022

10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan ;06 Juli 2022

11. Jangka Waktu Pemeliharaan s

12. Ketentuan Sanksi/Denda 1 Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari

kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dikenakan
denda keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) per hari dari Harga

Pekerjaan.
Catatan
Semarang, 17 Juni 2022
Apabila terjadi addendum kontrak PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Data kontrak agar disesuaikan POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
dengan perubahannya.

T e ——
HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (I11/a)

NIP. 19850429 201012 1 003




